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MOTTO

" Hai orang - orang vang beniman, ruko’lah kamu, sujudiah kamu, sembahlah

Tuhanmu, dan perbuatlah kebapikan su paya kamu mendapat kemenangan ~

" Maka rahmat Tuban kamu manakah vang kamu dustakan =

* Tidak akan tergelineir kedua kaki hamba ttu kelak di hari kiamat sehingga
diminti pertangeungawabannya tentang empat perkara, salah satunva adalah

usianya, untuk apa di lewatkan =

Terjermah alqus’nn smrmt Al Hajj. ayat 77
- Terpemah alqur’an surnt Ar - Rahman, avat 13
Hadist Rosul dalnm “Bagrimana Muslimah Membag) W aktu"”
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L PENDARULUAN

1.1 Latar Belakang Musalah

Pembangunan udak skan benalan sesum perencanaan npa disertai
dengan skill yang dimliki oleh para pelakunya, baik itu oleh parm pengambil
keputusan maupun para pelaksananya. Terbentuknya sumber daya manusia
depgan skill professional tersebut ditunjang oleh ungkat pendidikan vang
diperolehnya, khususnva pendidikon mengenni penspesifikasian ilma Ki Hajar
Bewantora sencdhin dalam (Zahara Idos, 1992257 menjelaskan bahwa hakikas
pendidikan i adaloh proses penangpulingan masalub - masalub serls penemunn
dan peninghaton kualits hidup pribadi sera masyarakat }':.mg berlangsung seumur
dup,

Faktor pendidikan memilike milal Kontribust tinggi bogi produkiifitas
masional,  dinana pemingkatan pendidikin benimphikasi positif  techadap
peringkatan national income. Hal tersebut wegadi jika ditingaw dan keberadoan
pendidikon vang pada hakikatnva merupakan investas: jangks panjang bagi proses
produkst dan investasi jangka pendek bagi peninghkotan kualitas sumber daya
munusia, dimana kedua ymplikas) tersebut secara tdak langsung menpgacu pada
pertumbaban pembangunan  perckonemian korena dengan semakin  Lngzinya
kuahitas pendadikon seboagn modal dosar untuk  perkembangan kreanlitas don
ketrampilan meka skan menambulkan peningkatan kualitas sumber daya manusia
Indoncsia

Departemen Pendidikin Nasional teluh berusala mengadakan perbakan

perbaikan melalui kebyjakan berupa program-program  atsupun  peraturan
perundang - wndangan yang dirancangnya Sulah satunya adalah UL No. 2 whun
U8y UL No, 2 tahun 1989 fenang Sistem Pendidiban Nosional menjelaskan
bahwa pendidikan naseonad meropakan alat sekaligus wjuan yang sanpat penting
dolaim perjuangan mencapar cita-ciln dan fujuan nasional. Dengan kata lain,
pendidikan  nasional  berfungst sebagai alal ulama umuk  mengembangkan
winampuan serta menimgkatkan muty kelodupon dan martabat bongsa. Dalgm

tingka meningkotkan dan mengembangkan koalitas  sumber dayn manusio
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Indones lersebut, sistean pendidikan nasionad  harus dapal - membenkan
pendicikan dasar bagi setiap warga Regara agar masing-masing memperoleh
sehurang-kurangnya pengetahuan dan kemampuan dasar vang diperfukan untuk
dapat berperan sera dalam kehidupan bermasyasakst dan bernegar

Undang - Undang ini diperkuat lagi dengan adanva GBHN 1993, Dimang,
dilum GBHN tersebut ditegaskan bahwa pembangunan pendidikan nasional harus
dionentasikan  pada proyeks: masa depan dan dititik beratkan padn upaya
peninghkatan mutu senap jenjong dan jems pendidikan sera perfuasan kesempaton
belajar bagi seluruh warga negara Indonesin. Untuk mercalisasikan sasaran
pembangunan pendidikan nasional tersebut. khususnva dalam upaya perlussan
dun pemerataan kesempatan belajar bagi selurih wirga negara Indonesia, maka
pemerintah pada awal Pelita VI (199471995} mencanangkan Program Wajib
dekwar Pendidikan Dasar 9 Tahun yang merupakan kelanjuton dan Frogrm
Wajib Belajar & Tahun yang telah dicanangkun poda Pelit 111{ 2 Mei 1984

Frogram wapb belagar im merupakin program yang diperuntukkan bag
sehidp worgn negam Indonesia vang berumur 7 tahun stau lebih untuk mengikuti
pendidikan dasar auwu pendidikan vang setarn (Pendidikan 9 tahun, terdini atas
program pendidikan 6 tahun di Sekolah Dasar dan program pendidikan 3 tahun di
sekalah Lanjutan Tingkat Pertama SAMpal Wmat)

Pendidikan dasar i sendin dianggap sehitgad  jenjang  awal  dani
pendidikan i sckolah  lebih dingkatkan  pemerataan,  kualitas, dan
pengembingannya agar dapat memberikan dasar pembentukan pribadi manusia
sebagai wargs masvarokat dan wargn nepars vang berbudi lubur, benman dan
bertakwa kepada Tuhan ¥ .M E, serta berkemampuan dan berketrampilan dasar
schogal bekal unuk pendidikan selanjuinys otau untuk  bekal hidup dalam
masyirakot

Lratem * Potunjuk Peluksanzan Waib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun
“oleh Departemen Pendidikan dan kebudavaan, pada waktu ity, mengrangkan
secard umum babwa Progam Wajib Belajor 6 Tahun vang dicanangkan
pemennioh pada Pelita 11 cersebut 1elah memberikan dampak posiiif, terutama

Pads percepatan pemenuhan kualitas dun manusia Indonesia Hal ing dapat dilihun
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pisca hasal analisa pokok pendidikan pada akhir Pelite V mengenan salabi satu hasil
ving paling mencolok dirasakan, bahwa Program Wajib Belajar 6 Tuhun tersebut
mampa menghantarkan anghks partisipasi ( mumi ) sekolah meningkat 1elah
meticopnl 43,49 % dan seluruh jumlab penduduk usia 7 - 12 tahun di selurgh
Indonesia pada sckitar akhir Pelita V' ( Tahun 1993, rengan menmgkatnya angka
partisipasi murm fersebut, menunjukkan babwa kemampuan baca tulis angk
sebagm modal daser bagi terwwpudnya kualitas sumber daya manusia datam
hehicdupan bermasyarkat juga meningkal

Pendidiban menurot Zaham Idris {1992 © 347, bahwa -

“Pendidikin adalah serangkuin kegintan interaks) vang bertujuan antara

manusia dewasa dan peserta didik secara tatap muka ataw denpan

menggunakan medm dalam rangha membenikan  bantuan  terhadap

perkembangan  peserts didhk  seutuhaya, Dalam  ari supava dapat

mengembangkan potensinya semaksimal mungkin agar menjadi manusia

dewasa. Polensi disin adalah potensi [isik, emosi, sosial, sikap, moral,

pengetahuan, dan ketrmmpilan, ™

Valam rangka memperluas kesempatan pendidikan bagi seluruh warp

negara dan jugs dalam upaya memngkatkan kualitas sumber dava manusia
Indonesi sekaligus sebagai upaya untuk menindaklunjuli program wajib belajar
pendidikan dusar enam tahun tersebut udak man maka pemerintah melalui PP
Mo, 281990 tentang pendidikan dasar menctapkan Program  Wajib  Belajar
Pendidikan Dasar 9 Tahun Oriemasi dan prionitas kebijakan tersebut, Sepsert|
tersurat dalam Pedoman Persiapan dan Pelaksanaan Perintisan Wapih Belajar
Pendidikan Dasar Provins: Jawa Timur, antara |ain

| penuntasan anak usia 7-12 Tahun untuk sekolah dasar

2. Penuntasan onoak vsia 13-15 Tabun untuk SETR

3. Pendidikan untuk semua ﬁ

sekretans Jendral Departemen Pendidikan dan Kebudavaan pada seminar
Pendidikan Berkelanjutan, 30-31 Oktober 1992 menegaskan bahwa deklarasi
pendidikan untuk semua di Indonesiy, khususnva berkaitan dengan pengembuangan
pendidikan dasar adalah pendidikan semesta {universal education). Artinva sistem

pendidikan  Nasional i Indonesia  dikerangkakan  wntuk membuka  dan
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memberikan kesempatan seluas-lussnva kepada semua wargs négara untuk
memperoleh pendidikan dasar,

Anak - anak wusia 7 tahun hingga 15 whun memang patut mendapil
perhation pemerintah melalul program wapib belmarnyva Karena inl menvangkul
pada kualitas mereka sebagai penerasi penerus bangsa Program wapib belwar
pendidikan dasar sembilan tahun i wajib ditkun oleh seluruh anok vsia sekolah
dasar (usie 7 tahun - 15 tahun) untuk membekah dinoyva dengan pengetahuan
sy, milpi dan sikap dasar, serfg Ketrmpilin dasas,

Dampak bagi sasaran ite nusaloyy berupa peckembangan kemanpuan
dan ketrampilan dasar sty sebagal modal untuk melanjutkan ke sekolah tingkat
menengah, Sedangkan bagl keluarganya akan nampek ketika dia sudah beranjak
dewasa vaity mampe menjadi manusia  produktif yang  berwawasan  dan
berketrampilan sehingga mampu membiayin beban hidup keluarganyd, yung
kemudian akan melons pada kelidupan bermasvarakatnya  vaitu kehidupian
bersosial

Denigan kedewasaan vang dia miliki tersebut dibarapkan mampu untuk
berperan dan menvesuaikan din dengan masvarahat. Ketika dia telah mampu
hidup bermasvaraiat maka secara tak langsung, kemampuan vang dimilikinys
terschut menjadi modal  dassr  pembanguan  bangsa vaith - menvangkut  pada
kemampuannya untuk menjadi manusia berkualites secarn fistk maupun psikis.
Zahara dns (1992 104) dalam “Penganiar Pendidikan” menermnghan bahwa
pendidikan memilki peran penting dalam pengembangan sumber daya manusst,
Dengan adanva pendidikan akan mampu wembing manusin menjadi *l-:nag.u
prosduk il Dha dapat melakukan peruhaban sosial budaya yalu pengembangan
dimu pengetahuan, penvesuanum miar dan sikap yang mendukung pembangunan,
pengugsaan  ketrampilan  dalam  menggunaken  1ekhnologt  maju untuk
'|'|'|l|.’l'|'|-|_"||.:ll..‘l.:['li'“ [ArLrsEs |':L'!I"|"|.|"?i!nEI.J!!|L'I.I'I

Seldin i, dan segl ckonomi, pendidikan mampu mencetak tenaga kerja
terlatih vang akan mengs pembangunan, pendidikan juga mampu mengantisipias:
lapangan kena yang mencokup seinng dengan pertambahan penduduk yang

semakin cepat. Dalam pembangunan desa, pendidikan jugn mampu meambenkan
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sumbangan berupa peningkatan hasil kena dan penghasilannya dengan mengubah
sikap dan pandangan hidup untuk mencrima gagasan dari luar (tidak isolatif)
Adapun obvek penelitian adalah wilayah kerja Dinas Pendidikan Nasional

Di Kabupaten Probolinggo. Wilavah kerja yang dimaksud adalah segala bemuk
aktifitas di ndang pendidikan pada daerah kabupaten Probolinggo yvang berada di
bawah naungan Dinas Pendidikar Masional Kabupaten Probolinggo. Dinas
Pendidikan Nasional Kabupaten Probolinggo sebagai ketua dalam tim kooordinasi
program wanh belajar pendidikan dasar 9 tahun di tingkat Rabupaten Kotamadya,
dimana semenjak masa berlakunya INPRES Nomor | Tahun 1994 berusaha
mengimplementasikan kegatan — kegiatan vang 1¢lah ditetapkan secara nasional
melalui “Petunjuk Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar @ Tahun™

bt Kegintan yang telah dilakukan oleh Dinss Pendidikan
Masional Kabupaten Probolinggo misalnya dengan melakukan sosiahsasi tentang
kesadaran untuk mengikati Wajib Belayar Pendidikun Dasar 9 Tahun kepada para
arang tua demi kemaguan skill anak - anaknyva melalui kerja sama dengan ketua
PRK Desa, acara perpisahan atau imtihan dengan anak usia sekolah keélas 6 haik
di 53D maupun M1 Selain melakukan penyuluhan, hinas Pendidikan Nasional
Kabupaten Probolinggo juga melakukan perenovasian sckolah - sekolah vang
sudah masuk dalam kategori rusak berat atau menambah jumlah kelas vang
tersedia, serta melakukan pendinan satuan unit pendidikan ingkat S0 dar tingkat
SLTP. Pendirian satuan unit pendidikan ini bisa dilakukan oleh pemernntah sendin
yang sccara olomatis satuan unit pendidikan tersehbul berstatus NERET] DIEUPIN alas
pamisipasi masyarakat untuk  juga berperan  aktil menditikan  satuan  unit
pendidikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 mengena
peran sertn masvarakat, vang kini disempurnakan lage melalui Keputusan Menteri
Pendidikan Masional Nomor 044/0/2002 tentang Dewan Pendidikun dan Komite
Sckolih semenjak berlakunya otonomi dacrah

Semenjak berfakunya Undang — Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintah Daerah maka untuk terus mengimplementasikan INPRES Nomor 1
Tahun 1994 yang program-programnya berakhir paca tahun ajaman 20032004

mika Bupati probolingge membuat peraturan pelaksanaan program wajib belajar
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pendidikan dasar 9 whun berupa Keputusan Bupati Nomor 6 Tahun 2001 ying
tertuong datam lembaran daerab vang pada dasarnva menguraikan tentang Tupns
dan fungs: [Dinas Pendidikan Masional Kabupaten Probolingeo Khususnya yang
berkenaan denpan pengimplementasian Progeam Waph Belajar pendidikan {asar
# Lahun. Implementast dan program ini dilaksanakan oleh Kepals Sub Dinas TE-
S0 dan Kepala Sub Dinas SLTP. SMU M, dengan dibantu oleh kesmpat
seksinya sesuai dengan sumber dava kebyakan yang tersedia untuk Pencapann
efektifitas dan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tuahun ini,

Maka dari itu, dalam latar belakang ini, penclit selain menguraikan
mengenm penbingnya pendidikan: bagi pembangunan sehingea muncul program
waib belwar pendidikan dasar 9 tahun, peneliti Juga akan menguraikan sekelumit
tentang kandisi umum ksbupaten Probolinggo Kabupaten Probolinggo terdir dari
24 kecamatan vang terbagi dalam 5 kelurahan dan 325 desa dengan luas wilayah
seluruhnya 1. 696 Km2, dan jumlah penduduk sebesar 961 160 Jiwa

Dari jumlah tersebut berdasarkan catatan terakhir demografi penduduk
tahun 2002 bahwa mereka terbagi dalam tinghat pendidikan vang dirinci menjadi
% kategori yartu tidak atau belum pernah sekolah, tidak atay belum tamat S0,
tmmat SO, tamat SLTP, tamat SMUL tamat SMEK, tamat DI atau DIL wmat DI
atiu sarjana muda, tamat sarjana (steata 1), dan sisanya tidak tenawih

Perbedaan tingkat pendidikan ity merupakan salah satu indikator yang
menyebabkan adanya jumlab angkatan kera dan angkatan non ke, vany
menunjukkan  adanya  perbedaan penghasilar  karena  perbedann  mam
pencahariaan. Dalam hal ini, ada sebuah kecenderungan bahwa tingkat pendidilkan
akan mempengaruhi jenis sekior mita pencaharian yang dijalankannva,

Mata pencahanian penduduk beraneka ragam. 55 “openduduk bermata
pencaharian pertaman, perburuhan, dan pekanan, 0,37 % berads di sekior
pertambangan dan penggalian, 198 % scktor industri dan pengolahan, 229 Y
sektor listrik, gas dan air, 1,01 % di sekor bangunian, 7.04 % sckior perdagangan,
193 % sektor perhubungan, 014 sekior keuangan, dan 7,65 % berada &i sektor
lamnya. Perbedaan mata pencaharian penduduk tersebuwt akan mempengaruhi

jumlah pendapatan keluarga vang akan berdampak pada sejauh mana mereka

s
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mampu dan berkeinginan untuk menvekolahkan anak - anaknya. Selain itu,
perbedaan tingka pendidikan tersebut menvebabkan munculnva penduduk vang
sudah bisa baca dan tulis namun masih juga ada yang buta huruf schingga karena
rendahnya pengetahusn menyebabkan penduduk vang tergolong miskin masih
tinggy, khususnva di dacrah pedesaan.

Tabel 1. Keadaan Demografi Tahun 2002

Mo Komponen | Jumiah | Mo Komponen Jumlah
T [ Penduduk sciursh [ 961190 | 2 [ Penduduk 137 = 15| 45845
tabun |
3 |Penduduk 7 - 12]107855 | 4 |Penduduk 16 - 18| 47440
tahin tahun : _
| 5 | Tingkat Pendidikan 961190 | 6 | Tingkat  kepandaian | 54.357 |
' | penduduk | mernbaca
| [aTrdakibeium permah | 207.617 a Dapal membaca | 43471
sekoloh I menulis
b Tidak/belum  tamat | 200 889 b, Buta huarafl 10,586
s |
¢ Tamar SD | 265096 | 7 | Angkatan kerja 306 847
'd. Tamat SLTP 56422 | | a Bekerja 301,737
e Tamat SMLU 24272 b, Mencan pekerjaan 5110
'f. Tamat SMEK 8170 | 8 | Bukan Angkatan kerja | 654.337
g Tamm D11 572 a Bersckolah 297.530
h Tamat D 111/Sarmud 28% b, Mengurus Rumah | 295240
Tangea
1 Tamat sarjana 5383 < Lainnva 61547
1. Tidak terjawah 192431 | 9 | Penduduk miskin 287.194
i. "2 Kota 13355
b.Desa | 273.839

Sumber - Profil Pendidikan Kabupaten Probolinggoe Tahun 2002
Dinas Pendidikan Nasional Pemerintah Kabupaten Probolinggo
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Para orang ua di daerah pedesaan khususnya, yang mayoritas masth
herpendidikan rendah disehabkan kurang meratanya pendidikan dasar 9 tahun
cenderung enggan untuk menvekolahkan anaknya dengan dalih * sekolah nggak
sekolah sama sy, ngpeak ada beda, sama-sama jadi pengangguran ©. Terlebih lag,
perlakuan  mercka terhadap anak gadisnya, mereka lebih  protektf dan
berangeapan bahwa anak padis pasti larinya ke SDK {sumur, dapur, kasur ) dan
jika tidak sepera dinikahkan pada vsia 15 tahun akan mendapat sangsi masyarakat
sebagal perawan tua

Mamun, diantara kelompok masyarakat tersebut, bdak sedikin pula vang
sacdar akan pentingnya pendidikan, khususnyva pendidikan dasar vang disenai pula
dengan pendidikan agama sehingga satuan pendidikan seperti MI { Madrasah
Ibtida"iyah ) vang setara dengan SD dan MTs ( Madrasah Tsanawivah ) vang
setara dengan SLTP menjamur, kondisi imi tak lepas pula dan status kota
Probolinggo sebagar safah satu kota santn di Jawa Timur. Kehadiran mereka
justeru ikut mendukung ( berpartisipasi ) Program Pendidikan Wajib Belajar
Pendihiban Dasar 9 Tabun, Meskipun ada beberapa Pondok Pesantren yvang tidak
sctard dengan SDUSLTP jika dimlai dan segi pembenan kurikulum sekolah, jadi
hanya mendalam mengenai Gkih 1slame Hal tersebut dikarenakan masvarakat yang
masih mengutamakan pendidikan agoma untuk anak - anaknva sebagai modal
dasar dalam kehidupan bermasyarakat,

Diengan mengacy pada uraian & atas, okan tampak sckali bahwa kultur
(sosial budava) yanp berbeda pada masing - masing dacrah, sudah pasti unghkat
keberhnsilan kebyakon berbeda puln. Tinghat kKeberhastlan im vang dikenal pula
dengan hasil kebijakan menurut Willlam N, Dunn (2000 © 513) memifiki dua jems
akihal yilu oulput dan dampak. Dhimana outpol dan daompak ol sangat tergantung
pada it yange dimalikn oleh suatu kebpakan, Input tersebut bisa berupa sumber
daya yang dipakai untuk menghasilkan ouput dan dampak.

Sumber dava ity bisa berupa sumber diayva manusia, sumber dava nfam
tletak peogralis) maupan somber dana. Sumber daya itu menyanghol masalah
pelaku kebyakan vang tersedhn, kecakapan vang diombiky untok melaksanakan

implementast kebijakan, ataupun jumiah pelaku kebijakan vang tersedia, apakah
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dia mampu untuk melaksanakan implementas Kebijakan dengan m e
kebijukon yang tersedin Sedangkan sumber dann jups sangat _
proses peluksanaan implementas), apakah dang vang tersedia ity cukup WR:}
membiaval program kebijakan terscbut ataukah kurang Letak geografis { keadans
topografi) ini akan mempengaruly penyediaon Gesilitas dan staf yang l:ukuji
memadni, vang pada akhhirnya aokin menentukon pula penvediaan sumber daya
dana. Salah satw contoh pengarub dalam bidang pendidikan adatah jumlah sarana
sckolah dan jumlah guru yang akan disediakan, kelancaran pendistribusian buku,
besarnya jumlah siswa, seta transportas) uniuk menuju sckolah tersebut. Hal
tersebul patut untuk menjadi soredan permasalohan dikarenakan hasil Kebijakan
dengan sumber dava yang berbeda akan menghasitkan nilar efektillas vang
berbeda pula

Selagal sualu contoh, msalnya sga wengena bal vang berkenaan
dengan guru sebagai tenaga pendidik sekaligus sebaga salah satu unsur pelaksana
operasiondl di scholah - sekolah, Kuantitas Jan kualitas vang  dimiliki oleh
seorang gury akan sangat menesiukan mutu pendidikan. Apalag ketika seorang
puri jika ditempatkan di deerah pedalaman, mereka cenderung tidak betah dan
dalam masa kerjs terienta mgin-segem menpures proses mutass ke daerah wempat
tinggalova otou Jdacrmh vang lebih enak, Jdalam arian [asilitos umum uniuk
miendukung  kebutahan hidup keseharinn mereka nudah  dijangkau, sechingpa
sckolah - sekolah tersebut memadi kekorangan pure yang ity berart) pemerataan
pendistribustan gury don pemeratugn wagib belojar pendidikan dasar % whun tidak
tercapar atan dengan kata lain program dan kebgakan tersebut tidak efekmf,

Fenoment gury bersebul jugs menvangkul kewenangannye  seligal
tenags pendidik di scholabh kejat paket A dan sekoloh keyor Pakey B vang ki
sudh tidek gktil lagl. Hal in dikorenakan sumber dayva yang saling berkpitan
sepertt stafigury, fasilitas, dan kewenagan vang sudah tidak efekuf lagr Jumiab
stal” serta kecakapan vang mimim sehingga kurang mampu memanfaatkan dan
mengelola fasilims vang wrsedin dun kurang tentiboyva terhadap  pelaksunaan

wewenang - wewenang vang dimiliks, khusesnys wewenang formal
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Berdasarkan uraian pada latar belakang permasalahan diatas, peneliti
mengambil sebuah judul penelitan yang akan dituangkan dalam peaulisan skripsi
i yuitu

“Peranan Sumber Daya Kebijakan dalam Pencapaisn Ffektifitas
INFRES Nomor | Tahun 1994 Mengenai Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9

Tahun di Kabupaten Probolinggo,”

1.2, Perumusan Masalah

kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam berbagai aspek wehidupan
berbangsa dan bernégara pasti akan dihadapkan pada suatu permasalahan
Munculnya  permasalahan tersebut akan mendorong seorang  peneliti untuk
mencan jawaban atau jalun pemecnhannva, Hal ini sesual dengan peigertian
masalah vang dinvatakan Winarne Socrachmat {1982 - 14 sebagni beriku

" Masalah adalah setiap kesubtan yang mengeerakkan manusim untuk
memecahikannyn. Masalah harus dapat dirasakan sehaggad nnlangan yang
harus  dilalui  dengan jalan  mengatasinve  atau mencar Jalan
pemecahannya,

Adapun permasalahan yang sering muncul  dalum pencapaian  hasil
kebijakan yang efektif adalah mengena penvediaan sumber daya kebijaken untuk
mengimplementasikan program — program yang telah diputuskan. Hal ini bisa
dilihat pada evaluasi kebijakan vang memberikan laporan mengenal hasil
pencapaian yang berbeda dengan penvediaan sumber daya Kkebijakan vang
berbeda pula

Sepeti halnya & Kabupaten Probolinggo, vang merupakan salah satu
wilayah pelaksana kebijakan pemerintah dengan modal penyediaan sumber dava
kebijakan untuk mencapai cfeknfitas INPRES NOMOR 1 TAYSUN 19494
mengenal wajib belajor pendidikan dasar 9 tahun yang sudah berjalen hampir
sepulub tahun dan tu berarti telah sampai pada batas akhis pelaksanaan program
- programnya schingga bisa diketahui scjauh mana pencapaian  efektifitas
rebijakannya dengan pengarub sumber daya kebijakan vang tersedin

Mengacu pada urman tersebut, maka perumusan permasalahan penelitian
dart im adalah “Bagaimanakah peranan sumber daya kebijakan dalam


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Pencapaian efektifitas  INPRES NOMOR 1 TAIIDUN 1994 mengenai

Program Wajio Belajar Sembilan Tahun di Rabupaten Probolingpo .

I+ Tujuan dan Kegunaan Penelitian
LELTujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalab sosial yang telah dikemukakin tersebut
di stas, maka tojuan dari penelitian il vaity untuk mengetahu sejauh mang
peranan sumber daya kebijakan terhadap efeltifitas INPRES NOMOR | TAHUN
1994 mengenai Program Wajib Belajar Sembilan Tahun pada tahun 2002 di

Rabupaten Probalingeo

1.3.2. hegunaan penclitian
Adapun kegunaan dari penelitian ini antara lain -

I Hasil penelitian ini, dibarsphan bisa diadikan bahan untuk dikan  dan
dievalusi oleh pemerimah selaku pengambil Keputusan tingyi khususnya
mengenal kelebihan dan kekumngan INPRES NOMOZ 1 TAHUN (904
mchge program wajib belajar pendidikan dasar 9 wbun vang telah
disusunnya, seria sebijakan-Lebijakan lan yang axan dan teloh disusunnya
tepat sasaran bagi warga masyarakatnya

2. Sebagni tambahan informasi dan bahan referensi bagi semua pihak vang
berkepentingan dan membaca penelitian ini

3. Menambah wawasan dan pengetahuan peneliti mengenai permasalaoban sosial
vung berhubungan crat dengan disiplin ilmu administrasi Negara, khususnya

mengena studi kebijakan pemeriniah.

b4 herangka Teari

Konsepsi  dasar  dalam penclition diperlukan untuk mendapatkan
gambaran suaty gejala mengenai suaty permasalahan vang akan diteliy Ronsep
merupakan penyvederhanaan dan landasan kerangka berfikir untuk membahas dan
menghap masalah dalam penelitian

LUintuk: lebih jelasnva, Karono mengungkapkan bahwa :

I"'
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Konsep  merupakan  sederctan kato-kata  vang secarn jelas
mengutarakan sesunlu atao peristiwa vang bisa diventikasikan, Konsep
adalah sebagion pemikiran vang mencoba menggabungkan dengan
deretnn  kata-kat lentany  chsistens: donpads suzin fenomena sosinl
denpran karnkier istokrvyn ( 9821025
honsep itu sendirt merupakan rangkaian keeil dari weori vang dijadikan

wlal untuk menganalisis gejula sosiml maupun mstural. Sedangkan kerangka 1eon

ibutuhkon unluk memelaskan vanabel - variabel vame akun diteli.

Feort menwrat Singarimbun dap FTend { 1989 37) vailu

© bedn adulah seranghann asums. konsep, konstruk, defimsi, proposiss,
untuk mencringkon fenomens sosiul secara  sistematis dengan cara
mierumiskan hubungan antura konsep -konsep,™

Sedangkan gon menund Karlinger vang  dikutip oleh Black and

{ '||.|.-.|||:||_u| (1999 - 49y adalah

sckumpulan konstruk atau konsep, defimst, dun dalil vang siding
berkaitan yang menghadirkan suaty pandangan vang sitematis fentang
sty femomenn yang mencranghan hubungan sntar beberapa varinbel

dengan muhsud menjelaskan dan meramalkon suaty fenomena ™
Berdasarkan uraian di ates, jelas sckali bahwa teor memiliki peran
penibing, kirena merupakan suatu kerangka pemikiran yang meneranghan sunty
realitas sosiml yang  menpdi fokus  pedhation. Berikut ini, penelii akan

menjelashan mengenn kerangha teori dari Tokus penelitian ini,

LA.1 Proses Pengambilun Kebijakan

fads dasarnve, kebijakan publik dijplanksn dengan maksad tertentu,
untuk merah tujuan tertentu yang berangkat dari masalah - masalah vang telah
dirumuskan sebelumnya, Masalah kebijakan vang timbul dari isu - isu kchlﬁkan
munoul dikarenakan adanyva kebutuhan atau ketidskpunsan publik secara umum
vang berdarmpak luas, dulam artian bubwa masalah tersebut berakibat tidak hanya
pada pihak yang secara langsung terlibat, akan tetapi juga pihak yang secar tidak
langsung terlibat Jadi masaloh ini bukan merupakan masalah pribadi vaitu
masaiah vang hanya menvanpkut pada kebutuhannya sendire dan ketidakpuasan

pribodings semata tanpa harus menimbulkan stsu berdompak kepeda pihak -

£
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pihak yang lan. Willam N, Dunn (2002:64), menvatakan bahwa masalah
kebijakan adalah kebutuhan, milai, atau keingiman vang belum terpuaskun yang
depat dirdenufikasi dan dicapar melalui tindakan kebijakan.

Suatu i1su yang telah didefinisikan oleh masyarakat melalui QPN - opin
publik dan persepsi - persepsinya mengenni pro dan kontra suaty kondlik
| permnsalaban) bingen akhirmya menjadi masalah publik, maka aleh pemerintih
akan di identifikasi untuk kemudian dimusukkan ke dakun apenda kebijokon
Namun ik semua masaloh publik yang tersusun dolam apendn kebijakon biss
diselesarkan atau dicankan pemecahannva, din tidak semug permasalaban publik
vang mungul akan seeera mendapat campur tangan pemerintah, hal v terganivmg
pacls sumber dava yang tersedia, baik itu sumber daya manusia ataupun sumber
iling

Tidak semug tuntutan dapat dipenubi dalam wakiu yung Bersamaan,
erntim disehabkan olelh Bwantitis dan kualiies somber diva manusi ser
snber divya Tinavsil yamg lersedi relant” keeil, muka premerintah s i
menvaring dun memihih tuntutan kepentinean tersebut. Ada tuntulan yang dapa
segern dipenuhn dan ada pula yang haras diunda atay munghkin ditsdakon, dan
histl penvaringan inilah yang tferumuskan sebagai kebijakan publik

kebijakun publik menurut willimm N, Dunn (2000:179) adalah

“hebijakan publik merupakan pola kelergantungan yang kompleks dari

pilihan-piliban kolekif vang saling erganiung, termasuk keputusan-

keputusan untuk tdak berindak, vang dibugt oleh badan atau kantor

pemenntah

sedanghan menurt Anderson dalam * Teon dan Proses Kebifakan
Publik * karangan Budy Winamao (2002 - 16) babwa

“kebyakan merupukan grah tindskan vang mempunyal maksud yang
citetapkan oleh seorung skior atau sejumiah aklor dalam mengatasi suaty
thasalah atay swaiu persoalan™

Musalah kebyakan yang terpilih wu aksn diformulasikan  menjadi
beberapa alternatit  kebujukan uniuk memecahkan masalah. Dot beberapa
alteratif kebijakan vang ditawarkan tersebut, kemudian dipulih salah saty

alternatif kebijakan vang akan diadopsi untuk dijadikan kebijakan negara, Salal
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satu  alternatil kebijukan vang telah  terpilib menyadi  kebijakan  negara,
dinmplementasikan melalui program - program atay provek - prpoyvek kebijakan
tleh badan - badan administroti L maupun agen - agen pemenintah di tingkat bawah
vang disebul pula para aktor kebijakan

Setiap implementasi yang dilaksanakan pasti menimbulkan dampak, baik
itu berupa kegagalan atae keberhasilan program alou proyek. vang bisy diketaliuf
melalui evaluasi kebijakan. Dan melalui evaluasi ins pula bisa dirckomendasikan,
apakah program tersebut membutuhkan tindak lamut dari pemerintah atsukah
program  lecsebul dicarikan  altemnatif program  lain, tergantung pada tujuan
evatlunsi itu sendin

Proses pembuatan kebijukan ity melibatkan bunyak yang harus dikaji
sehinggn umtuk mengkagi kebyakan pubiik dibagl memadi beberapa Lahap
Willmm N, Dunn membagi twhap-tahap tersebut seperin bagan A bawah i

Chvmbar 1 Tahap - Tahap kebijokan Publik

Penyusunan Agenda

Formulast Kebrjakan

L
Adopsi Kebijakan

Implementasi Kebijakan

¥

Evaluasi Kelssjakan

sumber - Feon dan Proses Kebsjokan Publik
Hude Winormo ¢ 2002 244
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Fokus penelhitian kebijakan publik im vaitu mengkayi mengenai kebijakan
pendidikan sebagai salsh satu dari sekian macam kebijakan negara, Seperti vang
telah dijelaskan oleh Ary Gunawan dalam * Kebijakan - Kebijakan Pendidikan *
mengenai tingkatan kebijakan vang berhubungan dengan pendidikan antara lun

I Kebyakan nasional yang disebut juga dengan kebijakan administrative
Penentu pada ungkat im adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat {MPR)

2. Kebyakan umum atau kebijakan eksekutif
Penentu pada tingkat 1im adalah pars pelaku kebijakan vang berada pada
posisi cksekutil. Yang terpolong ke dalam tingkatan ini antzrm lan -
8. Undang - Undang
b Peraturan Pemerintah
€. Keputusan dan Instruksi Presiden

lad

Eebijakan khusus
Penentu kebijakan im ada pada memeri dengan mendasarkan kebrjakan
yang bernda i atasnya. Kebijakan ini dapat berupa

a4, keputesan Menten

b. Peraturan Menteri

¢ Instruks: Menten

4. kebijakan tekhmis, vang biasa disebut kebijakan operatif
Kebyakan ini merupakan pedoman peluksanaan. Penentu kebijakan berada
pada esclon 2 ke bawah, seperti Direktorst Jenderal atuu pimpinan
lembaga non departemental. Produk kebijakan tersebut dapat herupa
4. Peraturan
b. Keputusan dan Instruksi Pimpinan Lembaga.

Adapun kajiun penclitian kebijakan ini termasuk kebijakan umum kareny
vang menentukan adalah para eksekutif (presiden), dimana Inpres merupakan
keputusan presiden yang berisikan kebijakan umum penyelenggaraan pemeriniah
vang kekuasaan pembuatannva ada i tanpan presiden. Dan kapan penelitian ini
vaitu lentang PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9
TAHUN

L4.2 Peran Sumber Daya Kebijakan

Pemermtah harus melakukan tindakan yang berupa penghimpunan
sumber dava dan pengelolaan sumber daya untuk mencapai tujuan kebijakan
Hasil yang diperoleh dari aksi pertama dischut input kebijakan, sementara aksi
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vang kedus secara ferbatas dischul proses atau implementas: kebijakan Dalam
proses implementas: tersebut, birokrasi pemerintah menginterpretasikan kehijakan
menjadi program dan agar lebih operasional lagi, program dirurmuskan sebaga
provek. schingga para pelaksana di tingkat lapangan danat seprera bertindak

Cook dan Scioli { Dolbeare, L1973} juga menjelaskan bahwa setiap program
yang merupakan turunan dan kebijakan , mempunyai beberapa tujwan, dan setiap
twjuan dapat dicapai dengan beberapa tindakan Selanjuinya setiap tindakan
mengandung beberapa kritenia untuk mengukur efekufitasnya. Pencapaian fujuan
program, dengan  kniteria  efektifitasnya ity dapat  menimbulkan  empat
kemungkinan dampak, tergantung pada keprimer-sekunderan dampak tersebut
maupun kesengajaan-ketidaksengajaannya, vang lerangkuwn dalam gambar di

bawah i

Crambar 3, Program dan dampak

i Program
Program Tujuan Kewatan Krteria Efektifitas
Tl oo B SRR PEAET Y
§ B e T
Al S=<t—"1%
Pi T2 A2
| T3 A3 |
b.Jenis dampak
DISENGATA TAK DISENGAJA
PRIMER PD : IO '
SEKUNDER sD STD S
L |

Sumber - Evaluasi Kebijakan publik, Samodra Wibawa
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Pada pambar diatas terdapat dua bagian vaitu program dan dampok dan
program tersebut Akan tetapi, vang akan menjacdi fokus penelitiannyva adalah
terletuk pada knteria efcknfitas dari INPRS NOMOR | TAHUN 1994 mengenai
program  pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, Dimana,
efektilitas itu akan nampak setelah proses implementasi berlangsung

Van Meter dan Van Horn dalam “Teori dan Proses Eebijakan publik™,
membert perbedaan antara implementas:, pencapaian kebijakan, dan dampak
sebiakan. Ketiga konsep tersebut merupakan konsep vang berbeda akan wetapi
saling  berhubungan satu sama lain. Siuds entang  dampak - yaiiu mengkay
konsekuensi - koosekuensi  dari  suaty keputusan  kebijakon, dan  studi
implementasi memfokuskan pada aktifitas stau kegiatan vang dijalankan untuk
memalankan  keputusan  kebijakan vang ielah ditetapkan sehingga mampu
memben penjelasan atas kekuatan - kekuatan yang menentukan dampak kebijakan
atupun umtuk menguker dan menjelaskan pencapuan program, dalam hal ini
clektifinas

Proses implementasi memiliki beragam model implementasi yvaity model
Van Meter dan Van Hom, serta model Georpe Edwards 111, Mode! Van Meter dan
Van Horm memiliki enam variabel vang membeniuk ikatan antara kebijakan dan
pencapaian. Moedel i tdak hanva menenukan hubungan - hubungan antern
variabel bebas dan variabel terikal mengenar kepentingan - kepentingan, tetapi
menjelnskan hubungan antara varabel - variabel bebas. Variabel - variabel
tersebut antam lain ukuran - ukuran dasar dan lujuan - tujuan kebijakan, sumber -
sumber  kebyakan, komunikasi  amar orgamisasl dan kegiatan - Legiatan
pelaksanaannya, karakteristik badan - badan peloksana, kondisi - kondisi
ckonom, sosml, dan poliik, seta  Kecenderungan peluksana  vang akan
memepengaruhi pencepaian kebijakan, Yariabel - variabel yang saling terkait i

akan dijelaskan pada pambar di bawgh ini
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Gambard Model Proses lmplemeniast Kebijakan

Ukgtan dasar |
B Jupear |

RSmunikas antar
| Orpanisasi dian kegiatan

| pelEksanasEn
'F & |
oo nd |
P ST ) | r |
Hipbisksdnann [ f | Earakienslik dan badan K endaringa
=l ==

I-'I '| Fetaksana e A N
| S e - = - |

[} |
IIII
‘---F--'----
T o
Sumber -Bumber] ] |
= —————e— | Eondisl ekonom|, souis,
| 1an palitih

sy [ Feort din Proses Kebojokan Publik

Feads Wik

Secinpkan model implementasi menurut Edwards bahwa terdapal empat
varisbel  yaitu komuntkasi, sumber - sumber, kecenderungan - kecenderungan
atan tingkah laku - tingkah lake don struktur reokros, Keempt Faktor tersebut
berpengaruh terhadap implementasi kebyakan yang bekerja secara simultan dan
bennieraksi satu sama lun, ying akan menentukan efekoiis suptu kebijakan,

Dari kedus  model  tersebul, semuanya membahas  mengenai
keterpengaruhan suber daya dalam pencapaian efektifitas hasil kebijakan, Seperti
vang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn bahwa

" Sumber - sumber kebijakan skan menunjang keberhasilan implementasi
kebijakan. Sumber - sumber yang dimaksud akan memperlancar implementasi
yung elektif™

aepertt yang tampak pada gambar di atas, Van Meter dan Van Homm
menjelaskan bahwa sumber doya vang disediakan okan mempengarubi kepatan -
kegiatan komunikasy ontar orpanisasi dan kouiatin L kewiatan pelaksanaan,

kecenderingan pelaksans — pelaksana, serln kondisi — kondisi ckonomi, sosial.

Pencapaian

/ Lo / \_

A7
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dan politik, dimana ketiga vanabel tersebut saling berkaitan demi tercapainya
eleknting suatu kebijpkan

hepratan  Komunikasi  akan berjulun efektit’ apabila  terjadi
pemahaman antar tngkatan para aktor kebijokan mengenar ukuran — ukuran dan
tujuan kebijakan yang dikomunikasikan dengan berbagai sumber informasi yang
wla, dan informasi yang diberikan tersebut harus jelas agar tidak terjadi kesulitan
bk dalam penvampaian pesan -~ pesan monpgenar maksud - moksud  suatu
pelabsansan tugas atau wewenang vang haros dilakukan dan itasan ke bavaian
ataw sebaliknya, dan antar individu dalam satu tingkatan

Begiiu pula dengan kecenderungon para pelaksana suatu kebijakan
b dipengaruhi oleh swmber — sumber yang tersedia, dalam hal ini berhubungan
dengan masalah penvediaan staf dan fasilitas. Fasilins werichut bisa Berupa dana
lsupun sacang lan yamg akan memperlancar proses implementus: kebijukan, Jika
kedun hal tersebut wisedia cubup mensdin, oda hemungkinan pac ks
aban melaksannkan program - progrsm kebyakan sesua dengan ukuman o ukumn
i twpuan — tuguan kebiyjnkan karena mereka merasa tidak dirugkan oleh sumber

sumber kebijukan tersebur. Akan tetapi jika sumber — sumber vang tersedia

tersebut karang memada maka ada kemungkinan akan terjadi penurunan terhadap
wetnalan dan program — program kebijakin lersebut

Selain i, dengan adanya pemenuhan sumber — sumber kebijakan
akun membuat kelompok - kelompok kepentingan akan turut berperan aktif di
dalam proses implementust kebijokan dengan harapan jugs akan memperaleh
heuntungan & dalamnyva otsu paling vdak pengorbanan vang mera:i;ﬂhkukﬂn
umuk pencapaian hasil kebijaken tersebut akan mendapatkan ganti rugr Dan
seperti halnya variabel kecenderungan pelaksana — pelaksana, pka sumber
kebilakun vong tersedia terbatss, maka kelompok kepentingan tersebut ada
kernungkiman akan menentang program —program kebijakan dan akan mendukung
kebijakan lmin yang lebih menguntungkannya berdasarkan perbimbangan mila
keuntungan yang akan diperoleh. Don situ akan wmpak jelas sekali behwa sumber
- sumber kebijakan akan mempengaruhi lingkungan ekonom, sosal, palitik dari

suatu kelompok kepentingan atnu suatu organisasi pelaksana,
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1.4.3. Konsep Sumber Daya RKebijakan

Sumber dava kebijakan merupakan faktor yang pentng  dalam
meluksanakan kebijakan karena jika para pelaksana kebijakan mengalami
keterbatasan sumber days  kebijakan vang dibutuhkan dalam  proses
pelaksanaannys maka implementasi kebijakan tersebut akan cenderung hidak
elekiil

Budi Winarne dalam “Teori dan Proses Kebijakan Publik™ (2002 : 112 )
menjelaskan balwa bahwa sumber daya yang dimaksud adalah mencakup dana
atay perangsang (incentive ) lain yang mendorong dan memperlancar
implementasi vang efektif Jadi sumber daya kebijakan adalah sepala sesuatu baik
vang berwijud maupun yvang tidak berwujud vang digunakan untuk mencapal
efektifitas suntu kebijakan

senund. Fdwards [ dalam ™ Teori dan Proses Kebijakan Publik,

karangan Budi Winamo (2002 © 132) menjelaskan babwa sumber daya ity

|m:l1|:|-uil -
1. Staf
2 Informas
3. Wewenang
4. Fasilitas

1.4.3.1. Stal

Staf merupakan sktor yang memiliki peranan penting dalam proses
implementasi karena mereka sebagal penentu tercapar tidaknya efekiifilas sualy
kebijakan Hal tersebut diperjelas lagi oleh Budi Winamo | 2002 - 132 ) bahwa
jumlah staf tidak secara olomatis mendorong implementasinya berhasil, akan
tetapi vang paling mempengaruhi adalah kecakapan yang dimiliki oleh para stal

Kecakapan tersebut menyangkut kemampuan atau keahlian pengelolaan
vang dibutubkan bagi kedudukan mereka masing - masing serta ketrampalan untuk
melaksanakan suatu kebijakan, Kemampuan dalam INPRES Nomar I Tahun 1994
mengarah kepada kemampuan seorang tenaga pendidik yaitu guru dan kepala

L
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sekolah untuk menguasal kurikulum yang akan drajarkan seria tckhnik mengajar
di SO dan yang sederajal maupun dit SLTPMTs dan yung sederajut sena
kemampuan tenega kependidikan untuk  mengelola sckolah schingpa dan
perpaduan kedin jems stal tersebut bisy menciptakan suasana pendidikan yang
menyenangkan, kreatif, serta mampu memingkatkan mutu pendidikan  sesum
denpan Undang — Undang Nomor 2 Tahun [989 tentang Sistemn Pendidikan
Nasional dan didukung oleh Keputusan Menten Pendidikan Nasmonal Nomor
0447152002 temang Dewan Pendidikan dan Dewan komite.

Dart penjelasan tersebut tampak bahwa efektifitas kebijakan akan tercapal
dengan dipengaruhi oleh jumlah staf vang memada seua kecakapan yang
dimilikinya.

Menurut Al Imron( 1995 ; 67) bahwa

“Guul yang merupakan bagien dan pelaksana kebijakan adalah akior yang
secara resmi duduk i pemerintaban dan marcka diber kewenangan
formal seria mendapatkan limpahan sumber - sumber dari terfaksananya
kebijakan,”

1.4.3.2. Informasi

Informasi merupakan sumber penting kedus yang akan mempeaganihi
efektifitas kebijakan Menunn Rudy Breth dalam “Sistem [nformas) manyemen ™
karangan Onong Uchjama effendy ( 1996 © 77 |} bahwa informasi terdiri dari datu
vang telah dismbil kembali, diolah, atau sebaliknya digunakan wntuk tajuan
informatif atau kesimpulan, argumentast, atau sebagar dasar untuk pormmalan alau
pengambilan keputusan. Dan data ity sendini merupakan fakta atau angka yang
tidak sedang digunakan pada proses keputusan, dan basanva berbentuk catatan
historis yang dicatat dan diarsipkan tanpa makeud untuk segera dismbil kembali
untuk pengambilan keputusan.

Dia juga menjelaskan bahwa informasi adalah apa yang dipahami, ity
artinva babwa suaty informasi dalam suatu sistem informasi harus dipahami atau
dimengerts dan informasi tersebut harus disampaikan kepada orang lain, sehingga

informas dalam sisten informasi im dinamakan mfermasi manusia atau sering
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disebut juga pesan. Pesan ini mengandung arti miurmasi vang datang dan
pengirim pesan vang ditujukan kepada penenma pesan,

Juch fungsi informasi im adalah  untuk menjelaskan mengenan cara
implementass suatu kebijakan. Hal ini dimaksudkan agar pam pelaku kebijakan
tduk melskukan kesalahan dalam menginterpretasikan tentang  implementas:
kebuakan tersebut, Sclaim itw, miormusi scbagai saluh satu sumber daya kebijakan
Jugs penting untuk diperbatikan sebagai bahan scuan bagl para pelaku kebijakan
dalam implementasinya agar para pelaku kebijakan yang teelibat diantaranya
sangeup untuk  melaksanakan dan mematuhi apa yvang menjadi hak dan

sewajibannva dalam kelnjakan im

L4.3.3. Wewenang

aumber penting vang ketiga adalah wewenang. Sefiap wewernanyg akan
berbeda - beda dani satu program ke program tain seria mempunyal bentuk yang
berheda pula. Suatu badan atau setiap unsur staf memiliki wewenang vang
terbatas  untuk  melaksanakan suatu  kebijakan dengan  tepal.  Pembatasan
penigunaan wewanang terschut yaitu wewenang formal atay  disebut Jugza
wewenang diatas kertas. Akan tetapi pelaksanaan wewenang formal secara penuh
bukan berarti telah membuat implementasi kebijakan tersebut cfektf Tal ini
etrgantung pada scjauh mana ketepatan tindakan — tiadakan vang diambil tersebut
bl kelangsungan pelaksanaan kebijukan

Ofeh sebab itu, wewenang formal dibatasi dalam pengeunaannya, dengan
diserim sanksi - sanksi atas penyalahgunaan wewenang lormal fersebut agar
terjadi efektifitas kebijakan

Menurut Rush Rambi ( 1995 - 127) bahwa

Wewenang adalah kekuasaan atau hak untuk meminta orang lain
melakukan perbustan - perbuatan terentu fermasuk kekuassan untuk
mengambil keputusan (decision making)l, memaksakan pelaksanaanya,
kekuasaan untuk memeninish dalam tugasnva,

i
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L.4.3.4, Fasilitas

Sumber penting terakhir dalam proses implementasi adalah fasilitas -
Gusilitas. Fosalitas yong dimaksud disini merupakon fsilitag Asik AP bantuan
beruper dunne Penyedisan Fasilias - [asibitus vang memadar akan mendukung
implementisl yang efektif Fasilitas menunnt kamus pintar Bohasa Indonesia
(1995391 adalah sarana vang memuodahken  dalam  melakukan lugas  atau
pekerjaan Sarang dalum dunia pendidikan bisa berupa pury dun kecakapannya,
wedung sekolah, laborsiorium, perpustaboan, domn, serta pedengkapan belaju

mengajar yung lain

LA loonsep Efektifitas Hasil Kebijakan

Sudty kebijakan berisi program vang diaplikasikan melalu kegiatan -
Refatunnye untuk mencapa Wjuan - ujuan tertentu den dalam kebijakan tersebut
(gt ferkandung  penvelesaian  atas  kesulitan  dan  kemudahan pelaksanaan
kelijukan untuk mencapai tujuan vang telal dietapkan, Kemudahan dalam
pelphsaan kebyakan tersebut akan menciptakan efckiilitas kebijnkan, v pida
akhirnya akon mendukung pencapaian tujuan vang telah ditetapkan, Masalah
clektifitas im merupakan masalah vang menvangkut keampuhan atou Remampuan
ek sanaan kebjakion berdosarkan aguan sang ingin dicapai

Menurit Emerson vang dikutip dari Socwarno (1985 - 37) hahwa

* Efektifitus merupakan pengukuran yang mengandung st tercapainya

sasaran atau lupoan yang telah ditetapkan sebelunnyva Jelasnya bila

sdsaran atad tujuan yamg telah lercapai seswai dengan vang telah

direncanakan berarti efeksif ™

sedangkan menurut Dunn (2000 @ 610 ) bahwa Efekiifitas vaity
mempertanyikan apakah hasil = hasil vang dimginkan elah dhcapal berdasarkan
proses implementist kebijahan dan twpuan vang ingin drcaignai
lads peluksansan kebijakan diketaksn efektif apabila telah mencapai

sdsaran alsu tajuan yang lelah ditetapkan

Diengan mengacu pada kedug pendapal tersebut, muka kriterin efektifitas
akon diperoleh dan wjoan utama INPRES NOMOR | TAHUN 1994 M

Program Wajib Belajar Sembilan Tabun vaity pemeratnan pendidikan dasus
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Pemerataan menurut Al Imron { 1996 : 115 Ybahwa

* Pemerataan pendidikan dasar i berkenaan dengan seberapa banyak
anak - anak yang berads pada usia sekolah mendapatkan lavanan
pendidikan secar adil

Twuan mu dikembangian lagi menjadi wyuan umum dengan penjabaran

sebagn bertkut

Tad

5 Hhipotesis

Mempertihankan dan memingkatkan pencapaian APK SD/MI dan
yang setari sehesar lebnl dan 10U %6

Menmygkatkan dayan tampung SLTP/MTs dan yang setarn, dan
mencegnh  leradingn  angka  pwus  sekolahiangka mengulang,
sehinggu APK mencapu sekurang-kurangnya 85 % sampai tamat,
Mengusahukan tercapaimya kemampuoan dasar onak-snak di dalom
menguasa dasar-dasar ibmu pengetaiman dan wekbnologt, sem
UPTERS ) vang dilandasi iman dan takwa sesuo dengon kebutuhan
hinghungan dam  pembangunan, memilikit kemumpuan  berpikir
kritis, terafur, pemecahan masulah sederhama dan mandin Jdalom

kebersamaan

Fumusan hipotesis ine divyataban dalam bentuk pernyvataan vang diklaratif

untuk  menvatakan bubungan digmtarn  vanobelvariabel vang  dimasalohkan

heterhubungannyaidirectional hypotesis) Namun dalom penelitian i, remusan

hipotesis tidak hanya sebogal pernyatasn semeéntars, akan tetapi menunt

Sudarwan Doy ( 2002198 ) babhwa hpoiesis dafam penelitian ini | penelitian

Ruuliant ) lebih cenderung sebdagal acuan kera seloma proses pengumpulan data

penetim

Tan (1980 947 mengemukakan kegunaan hipotesis adalah

L Membernikan tujuan yang tegas dan jelas

-

2 Membang dadam penctuan argh vang ditempuh, dalam pembatasan

ruang lingkup penelman dengan memilih fakta — fakta yang menjadi

pekok perhatian dengan menentukan fakia - fakta vang relevan
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3, Menghindarkan suatu penclitian yung ticduik terarah dan tidak bertujuan
serta pengumpalan data yong mungkin tidak ada hubungannya dengan
masalah yang dinehit,

Dengan mengacy pada prosedur di atas, maka hipotesis dani penelitian in)
hahwa sumber daya kebijakan memiliki peranan techadap pencapaian efektifitas
INPRES Nomor | TAHUN 1994 mengenal Program wajib belajae pendidikan
dasar 9 tahun di Kabupaten Probolinggo

1.6, Definisi Operasional

Dicfinisi operssional merupakan salah satu langkah dalam  sebush
penclition untuk menguli suals hipotesis.yang berperan sebagar petunjuk dalam
mengukur varishel  delimsi  operasional  digunakan  untuk  mempermudoh
pengikuran untuk masing=masing variabel berdasarkan kenyuzan empms. di
fapangan.

Senurut Sivearimbun dun Lilends { 1995 46), bahwa delins) aperasional
adatah unsur penelition vang membeniahukan bagmmana caranya mengukur suidtu
variabel Dengan Kata lain, definisi operasional adalah semacam  petunjuk
bagaimana caranya mengukur suatu vanabel

Mercka juga berpendapst bahwa, dengan membaca definisi operasional
dalam suntu penelitian, seorang penehiti akan mengetnhul pengokuran suatu
variabel, sehingga dia dapat mengetahin batk buruknya pengukuran sert dapat
merperhus tingkan keberhasifon ataw kegagalan dan suatu konsep.

[iahm penelingn ini werdapat dua varisbel vang harus dinkur, yaiu
I Sumber Dava kebyakon (Varabel X)
2 Efckiifitas kebijakan (variabel Y) ‘

Lod. Operasionalisasi  variabel  Sumber Dayva  Kebijakan  (Variabel
Fengaruh)

Adapun indikator - indikator dan Sumber Daya Kebijakian adalah -
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Lo Staf
lem - item untuk mengukur staf adalah
o Kemampuoan atou keahlion pengelolan peran yang dimiliki olch
pari staf

b, Jumlah stafl yang tersedia dalam proses pelaksanaan kebijakan

2. InTormasi
ltem - itemn untuk mengukur informas adalah
a. Intensitas penvampaian informasi mengenai program pelaksanaan
kelyjakan
b, Kejelasan penyampaian informasi mengenai program pelaksanaan
kubijakan.

Lo Wewenung
lbem - item untuk mengukor wewenang sdalah
a, Kelepatan pelaksonaan wewenang formal
b Pelaksanaan kena sama yang baik antar pelaksana kebijakan
¢ Keterhbatan pam pelaksana kebijakan dalam pengambilan keputusan

untuk menunjang implementasi kibijakan

4, Fasilitas &
ftam = iterm untuk mengukur fasilitas adalab L
a, Penyedisan sarmng sckolah yong memoda pada masimg - masing
satunn pendidikan
b, Pemanfagton wvang maksimal dalam  penguunain  saana  yany
tersedia

¢.  Penvediaan dana yang cukup
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1.6.2,

Opernsionalisasi - Variabel  Efcktiftas Kebijakan  {Variabel
Terpengaruh)
Kriteria efektifitas  INPRES Nomor | tahun 1994 adalch PenCapRIAn

pemerataan. ftem - stem untuk mengukur pemeratsan pendidikan dasar menurut

“Petunjuk Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun melalui -

3

3

Angka partisipas) kasar | APE)

A Dmgkat sckolah dasar vaitu merupakan perbandingan antara
jumiah peserta didik (SD) kelompok semua wsia dibag dengan
Jumlah penduduk usia 7-12 tahun dikalikan dengan 100 %,

b. Tingkst SLTP merupakan perbandingan antara jumlah peserta
didik (SLTF} kelompok semua usia dibagi dengan jumlah
penduduk usia 13-15 whun dikalikan dengan 100 %

Angka partisipasi murni { APM)

a. Tingkat sekolah dasar vaitu merupakan perbandingan  aniara
jumiah peserta didik (SD) usia 7-12 @hun dibagi dengan jumlah
penduduk usia 7-12 tahun pada tahun vang sama dikalikan dengan
106} %4,

b. Tingkat SLTP wvaitu merupakan perbandingan  antira  jumlah
peserta didik (SLTP) usia 13-15 tahun di tahun vang sama dibag
dengan jumlah penduduk usia 13-15 tahun dikalikan dengan 100%;

Angka melanjulkan/Angka transisi (AM/AT)

Yaitu merupakan perbandingan  antara jumlsh tamatan S0 vang dapat
ditenima/melanjutkan di SLTP dibag dengan jumlah selurul tamatan SD
pada swatu lahun ajaran, dikalikan dengan 100 %%,

Rasio atau Perbandingan antars

i Siswa dengan satuan pendidikan ( sekolah )
b Siswa dengan kelas

C. Siswn dengan guru

d kelas dengan ruang kelas

e Kelas dengan guru
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3. Putus Sekolah (Drop - out)
Adalah  peserta didik vange tidak  dapst menvelesaikan‘menamatkan
program pendichkannyva, bals pada program pendidikan 6 tahun di SD
maupun pada program pendidikan 3 tahun & SLTP
Duri indikator - idikator tersebut akan diketahuoi tingkal pemerataan wajib

belajar pendidikan dasar @ tahun sebagai salah satu tjvan program terscbut

L.7.Metode Penelitian
Langkah selanjutnya adalah  penggunsan mewde  penelitian  sehagal
sarana untuk memperoleh data-daga vang dapat menunjane validinas penelitian i
sehingga tercapiti kebenaran obvektifias dan bersitat ilmiah
Roentaraningral { 1997 7) menvatakan bahwa
“Metode adalah cara atau jalan. Schubungan dengan upava ilmiah, maka
metode menyangkut masalah cara Kerja vaitu carn kena untuk dapal
memahami obyek yang menjudi sasaran ilme vang bersangkatan,”
Sedangkan penelitian iy sendin menurat Hadi (1997'4) adalah usaha
untuk menemukan, mengembangkan, dan mengul kebenaran sustu pengetahuan
yang dapat diukur dengan menggunakan metode ilmiah
Dary kedua pendapat diatas, dapat diartikan bahwa metode penelitian
adalah cara kerja yang digunakan dalam suaty devean maksud untuk menemukan,
menngembangkan, Jan menguji kebenaran suaty penelitian
Adapun metode penelitian tersebat meliputi

I Tipe dan Paradigma Penelitian

2. Lokasi Penelitian

3 Fokus Penelitian

2 Karaktenstik [nforman

5. Tahap — Tahap Penelitian

6. Penankan Kesimpulan
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L7.1 Tipe dan Paradigma Penelitian
Langkah pertama  dalam  melaksanakan  metode  penelitian  adalah
menentukan tpe dan paradigma penelitian. Tipe penclitian vang digunakan adalah
desknptif dengan paradigma kualitatif. Taliziduhu Ndaha ( 2000:15 ) menvatakan
mengenat peneliian deskriptif sebagm berikut
* Suatu metode yang digunakan untuk menemukan pengetahuan yang
seluas — luasnya terhadap obyek penelitian pada suatu st tertentu.
Metode deskniptif memusatkan perhatiannya pads penemuan fakia —
fukta schagaimana keadaan sebenarnva,”
sedangkan  penelitan  kualitatif  mepurwt Sudarwan Danim
( 2002:35 ) bahwa penelitian kualitatif bermaksud untuk memberl makna atas
fenomena secara holistic dan harus memerankan dirinya secara aktif dalam
keseluruhan proses studi dengan didukung oleh data vamg terkumpul berbentuk
kata ~ kata, pambar bukan angku — angka, Kalaupun ada anpka, sifistnya hanya
sebagal penunjang
Dengan penggunaan metode  deskriptil kualitaul tersebu diharapkan
scorang penelit: mampu menggali informasi sedalam — dalamiyva sehingga
permasalahan tersebut isa dipecahkan dengan tepat. Menurut Rakhmat (2000:22)
bahwa tujuan penclinan deskripif adalah
1. Mengumpulkan informasi actusl secara ringi vang melukishan zejaln
viang ada
2. Mengidentifikasi masalah stay memeriksa kondisi dan prakick
praktek vang berlaku

3. Membuat perbandingan atau evaluasi

1.7.2, Lokasi Penclitian

Kegiatan penelitan ini akan dilaksanakan pada wilavah kerja yang
menangani INPRES Nomaor T TAHLN 1994 di dacrah tingkat 11 mengena Wajib
Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di tingkat Kabupaten Probolingeo varu Dinas
Pendidikan Nas‘onal Kabupaten Probolinggn. Pemilihan Dinas Pendidikan

Nasional Kabupaten Probolingpo sebagai lokasi penelitian dikarenakan lokus Mi
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dan MTs vang berada i bawah saungan Departemen Agama untuk Daerah
Linghat 11 masih berada di bawah kooordinasi Dinas Pendidkan Masional
sehingza segala informas) mengenat Program . Pelaksanaan  Wajih Belajar
Pendidikan Dasar 9 Tahun bisa didapatkan di Dinas Pendidikan Musional

sabupaten Probolinego
} o

L7, Fokus Penelitian

INFRES Nomor | Tahun 1994 masa programnyva sepuluh tahun vaitu
hinges tahun sjaran 200372004 Kajian penehitian ini adslah pencapaian hasil
kebijakan berupa efcknfitas kebijakan dengan insentil’ sumber daya yang tersedia
pade tahun 2002 pada masing - masing kecamatan di kabupaten Probolinggo,
Pencapaian efektifitas bisa dilihat setelsh program 1tu beralan mimmal 5 tahun
Maka dan itu, fokus penelitian kebijakan i yaitu pada tahun 2002, YANE 1ty

berarti menggunakan data laporan ahunan pada akhir desember tahun 20072,

L.7A4. Karakteristik Informan

Informan merupakan Orang — orang pemegang informasi kunci {wama)
vang menjadi bagan dan subvek penelitian Dengan adanva informan jrs
dibarapkan mampu memberikan informasi secara rinci dar mendaliem mengenas
obyek penelitian ini - Peneliti akan meneoba memilih informan dengan tetap
mengacu pada pendapat Spradiey (1994:25), dimana dia memelaskan baliwa
dulam mendapatkan informan kunei tersebut harus dipenub 5 kriteria vang saling
bertautan, Kriteria tersebut antarn Jain

| Subyek yanng telah menyatu dengan suatu kegintan'medun aktifitas

2 Subyek yang masih terlibat secara penulvakil pada lingkungan

Kegiatan yang menjadi sasaran/perhatian penelitian

T

Subyek yang mempunyai cukup banvak waktuwkesempatan untuk
dimintai informasi

4. Subvek vang dalam memberkan  informas: lersebut  cenderung
diolah/dikemas 1erlebih dabuly

3. dubyek vang schelumnyva masih tergolong asing dengan penelitian
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Adapun informan kunei yang dipilih pada penclitian ini adalah :
I MNama Drs, H. Syafi'udin, M.Si
Jabatan Kepala Sub Dinas SLTP, SMUNSMK

NP C131 280 9T

2 Mama [Irs, M. Fauzan
Jubatan . Kepala Sub Dines TR-5D
Pt 130 621 380

Informan kunei honya dilokukan pada Keépata Sub Dinas SLTP,
SMUISME dan Kepals Sub Dinas TK-8D dikarcnakan kedua kepulo sub dinas int
telab dibanty keempit seksinya vaitu seksi kurikulum, sebsi tenaga tekhnis, seksi
wirnon pendidikan, serta seksi sekolah swasty, dimana keempat sehst ind

berunggung jawab kepada kepala sub dingsnys masing — masing,

1.7.5 Tahap = Tahup Penelitian
a. Tahap Persiapan
1. Observas: Pendahulvan

Peneliti melakukan observasi pendahuluan melalui pengumatan  pada
Dinas Pendidikan Kabupaten Probolimgoo untuk mengetahu lebih jauh
permasalahan mengenal INPRES MNomor | TAHUN 1994 Meéngenai
Prosram Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun. Pada tahap i penelit
memperoteh buku © Petunjuk Pelaksanaan  Wapb Belajar Pendidikan
Dasar 9 Tuhun Berdusarkan INPRES Nomor | TAHUN 1994 seria

memintn izin secarn lisan untuk mengadakan penelitan.

2. Swdi kepustakaan
Peneliti melakukan studi kepustakaan untuk mendapatkan pengetahuan
ving lebik mendalam dan menyeluruh dengan menghimpun berbagai
konsep dan teor vang berkaiian dengan permasalahan penelitian berups

itk — bk teort dan Waiih Belayar Pendidikon Dasar 8 Tahun

e
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. Tuhap Pengumpulan Data
Pengumpulan data digunakan untuk memperoleh data yang akurat guna
mendukung keberhasilan penelivan. Pengumpulan dats dulam penelitian
i menggunakan beberapa tekhnik yamu .
|, Pengumpulon data primer
1. Observas lanjutan
Menurut Sutrisno Hadi (1984:26), observasi adolah sebagw metode
ilmvizh, observast basanya diartikan sebapal pengamatan dan pencitatan
dengan sistematis terhadap fenomens-fenomena yang diselidiki, baik
sewars lanosung maupun iduk langsung
Observasi ini merupakan lanjutan dan observasi pendahuluan dengan
makeud untuk lebih mendalami pemerstann pendidikan & Kabupaten
Probolinggo dengan adanya INPRES Nomor | TAHUN 1904 selinggia
diperoleh data vang lebib teliti dan spesilik
[

Wi

Mciurut Marzuki ( 1983:36), yang dimaksud dengan wawancara adalab
cara mengumpulkan dom dengan jolan tanya jawab seprhak  yang
wersistematisir  yang  berandaskan  pada  tujuan  penclitan. Jadi
wawaneara dalam hal i bisa membantu peneliti untukmendapatkan
tumbahan dita primer dan data sckunder,

Pedoman wawantara vang penelin lakukan ndak terstrubaur yanu
pedoman  wawancara vang hanya memual  pans besar yang akan
ditanyakan

2. Pengumpulan Duta Sekunder

Diats sekunder merupukon duta yanp diperoleh dari pthak lmin vang
berkaitan  dengan  permasalaban  penelinen  Data  sekunder pada
penelitian i dapat peneliti peraleh dan

4 Literwtur — literatur vang berkaitan dengan peneliton

by Dokumen - dokumen berups foto - foto sarana dan prasarmnd

( fasilitas | vang terdapat pada beberapa satuan pendidikan i

249
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Kabupaten Probolinggo sebagal saluh satu bentuk implementasi

INPRES Momor 1 TAHUN 1994

C Pemerikssan Keabsahan Data
Pomerikasaan keabsahan dota  bertujuan agar data yang diperoleh
memiliki derajat kepercayasn atau gesusi dengan realita vang ada,
Aenurut Faisal (1990:31) pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian
dilakukon denpan cara
|, Memperpanjang ati tdak lergesa — gesa dulum membawa dats
sehelum terciptn mport { hubungan  harmonis antara peneliti

dengan informan)

[

Melaakukan observas: terus — menerus dan sunguuh-sungguh

dalam jangka waklu terleny

3. Triangulasi yang membandingkan dan mengecek balik deryjal
kepercayamn suatu nformasi

4 Melibatkar teman sejawat vang tidak terlibat dengan penelitin

untuk mendiskusikan proses dan juga hasil penelitian

13, Anahsis Data

Seluruh data vang terkumpul dalom penelitian int menggunakan analisis
kualitatif secam sistemutis, artinya seluruh data yang terkumpul dideskripsikan
dan disusun secara sistematis sehingga didapatkun gambaran yang jelas dan ring
mengenal setiap gejals yang muncul serla berbagni keterkanannys. Selanjutnya
(roses inlerpretasi yaitu proses pemahaman st dJata — data lupangan yang ditehib
dun kemudian disajikan dalam bentuk wlisan akh

Proses interpretasi menghasilkan sualu pemuhaman yang mengacu pada
eorn @aw konsep yang ada sehingga mempunyai pemahaman yang sama. Proses
analist datn datam penelitian ini menggunakan tekhnik analisis domumn, Menurst
Ugisal [ 1900:91), analisis domain yawiu = Analisis yang dilakukan  untuk
neperoleh gambaran yang hersitat wmum dan relait menyeluruh tentang apa

vang tercakup di suatu fokus atau pukok permasalphan yang dtehiti ™
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Gegala yang ada dan keterkaitan antara gejala vang diungkapkan dengan
lebih mendalam dan terpenined dengan mengeunikan analisis taksonomis, Fassal
(1990:98) mendefinmsikannya sebagai © Analisis pada domain terentu yang
singat berpuna dalam mendesknpsikan atauy menjelaskan fenomena vang mernjadi
sasaran utama penelitian™. Mengacu pada pengentian tersebut, maka sasaran utams
penehitian ini adalah hasil implementusi sementars (output) INPRES Momor 1
FALIUN 1994 pada tahun 2002, Dikatakan implementas: sementara dikarenakan
bitws akhir datn pelaksanaan program ini adalah twhon 20032004

Analisis dats dimulai dengan mengumpulkan date mentah berdasarkan
tean-teort, lalu dideskripsikan. dianalisis, dan dimterpretssikan. Proses analisis
dita pada pencliian im biss dijelazkan sebagal berkut @ dats mentab inerupakan
mformasi dalam bentuk asli hasil wawancara dan  observasi lalu disusun
berdasarkan sistematika topik dan kriteria yang diperlukan. Berdasarkar informasi
talah Kemudian  dilakukan seleksi atan reduksi data  untuk mendapatian
periataan - pernyataan deskoptil’ berupa ringkasan -ningkasan atau pilthan-
milhan pernvataan vang merupakan aspek yang perlu dhkap lebih lanjur

Redukst data tersebut dimaksudkan untuk menginalisis realitas social
vang diteli Serangkumn proses i menghas:lkan pemabaman vang mengarah
pada bagaimana efcktifitas INPRES Nomor | TAHUN 1994 mengenal nrogram
walih belujar pendidikan dasar 9 tahun dengan melihal pada outputnva pada tahun
2002

Tujuan darr keseluruhan amalisis data dalam penchitan i adalah untuk
memperoleh gambaran secara jelas mengenm peran sumbes daya kebijakan
terhadap pencapaian clektifins INPRES Nomor 1 TAHUN 1994 mengenai
program  wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun tahun 2002 & Kabupaten
Porobolingge. Gambaran secara jelas tersebut mehiput input vang disiapkan,.

Implementasinya, sera output d akhir tahun 2002

174, Penarikan Kesimpulan
Lahap akhir penelitian perlu diadakan kesim pulan dari hasil vang diteliti,

yaitu penarikan kesimpulan yang didasarkan pada data dan informasi yang tefah
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graoalicic yntuk memecahkan masalah vang ditetapkan. Penankan kesimpulan
NHNL P |

LA
dilakukan scar induktif vaity melakikan penarikan kesimpulan dan hal hal

vang bersifut Khusus ke hal — hal yang bersifal umum. Peneliti berharap adanva
temuan tentang peran sumber disya kehijakan terhadap pencapaian efekufitas
INPRES Nomor | TAHUN 1994 mengenai program wajib belajar pendidikan

dasar 9 tahun pada tahun 2002 di Kabupaten Poroboelinggd
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IL DESKRIPSI DAERAH PENELITIAN

1. Pendidikan Dasar di Kabupaten Probolinggo

sesual dengan INPRES NOMOR | TAHUN 1994 yang telah dijelaskan
bahwa pendidikan dasar terbagi kedatam dua ungkat pendidikan, amtara Iain
pendidikan tingkat SO vaitu 8D dan MI sera pendidikan tingkat sekolab lanjutan
viulu 3LTF don MTs. Berikut imi peneliti akan menguraiksn mengena keadaan

pendhidikan dasar di Kabupaten Probolingpo

LLL Pendidikan Tingkat SD (51X dan M)

Herdasarkan data yang ada pads ahun 2002, iumlah S0 dan MI sehesar
| 14,856 siswa yang terdiri dari 88 B17 siswa SD dan 36.039 siswi MU, dan siswa
vang lulus pada tehun mu sebesar 15 750 vaity 12080 lulusan S0 dan 3670
wilusan ME - Untuk memanpung . Jumlah siswa sebanvak it disedinkan Fuang
chaolih sebvnyok 5 147 Ruang belas tia bdab scoummva dabiim kondisg HTTTRS
Btk dari seg bangunan; banghku sekoloh, staupun sarng PENUNIANG Seperl papen
tulis dan hissan dindimg yang biasanya bertemakon lmu Pendidikan Alam
dikarenokan mata pelnjaran yang membutuhkan alat perapa atau pambar secarn
detart adalah mata pelajarn Hmy Pengetahuan Alam

hondisi ruang Lelos tersebut werbagt ke dalam tiga kategon vaitu kondis
bank schanyak 2,382, rusak ringan sebanyak 1.605 | sena rusak berat sebanvak
1160, Ruang kelas dikateporikan ke dalam kondisi baik Jika kondisi bangunan,
hangku sekotah, papan tulis dalam keadasn baik  dan disertad dengan pencmpelan
fiten matert mata pelyaran Hmuo Pengetuan Alwm sebagai sarang penunjang
kegiatan belajar mengajar di kelas Fuang kelas yang kondisi bangunannya hanya
retak — retak atau berlobang, Dangku sekolah vang beberapa sudah revol, seria
Kurungnya  sarana penunjang  belmar  mengayar, khususnya matert  Ilmu
Pengetahuan Alam lain di kelas kurang maka termasuk dalam kategori rusak
ringan. Akan tetapi jtha Kondisi bangunon sudah hampir roboh (tdak layak pakai
b retak dan berlobanyg dimana - mana, keadaan Pagan tults yang hampr tinggal

separch, serta hampir tidak adianva sarang penunnjang kegratan belajar mengajar
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lannya maka termasuk ke dalam Raicgon rusak berat untuk Pengkalegonan
tersebut untuk semua status scholah

Status sckolah terbagi ke dalam dua macam yaitu sekolah dasar negent dan
sckolah dusar swasta, dan sckolah dasar tersebut verbagi lag menjad: S0 kristen
vang disertal penambahan kurikulum bernafaskan knsten dan M1 { Madrasah
Ibtidsivah)jvang disertai  penambahan kurikulum bernafaskan Istam.  Untuk
sekolah negen, jumlah sckolah 5D lebih banyak daripada jumlah M1 dengan
SDE. Sedangkan untuk sekolah swasta lehih banysk M1 danpada SDk Hal m
dikarekan kondisi sosial mayarakat Probolinggo yang mavoritas beragama Islam
sehinggn banvak yoyasan Islam yang M1 di berbagai daerah & Kabupaten

ProBoinggo,

3.1.2. Pendidikan Dasar Tingkat Sekolah Lanjutan (SLTP dun MTs)
Berdasarkan data vang ada pada tahun 2002, Tumlah siswa SLTP dan MTs
sehesar 26,382, vang terdini dani 14234 siswa SLTT dan 12 148 siswa MTs.
Mereka juga berhasil meluluskan siswanya sehesar 7.661 siswa yaitu 4342
lulusan dari SUTP dan 3319 lulusan dari MTs. Untuk menampung jumiah siswa
sehanyak itu, disediakan ruang kelas schanyvak 339 SLTP dan 456 MTs Seperh
halnya pada tingkat pendidikan sckolah ducar, ruang keias untuk perdidikan
tingkat lanjutan juga terbagi ke dalam tigh kategori yaitu 764 ruang kelas dalam
kondisi baik, 157 ruang kelas dalam kondisi rusak ringan dan B4 rusak berat
Pengkategonan kondisi reang kelas tersebut untuk selurch sckolah tungkat

lamjutan baik swasta maupun neger.
g 1

1.2, Kedudukan Dinas Pendidikan Nasional

Departemen  Pendidikan Maosional untuk melaksanakan tugas — lugas
pokok, dan fungsinya dibantu oleh Dinas Pendidikan Masional vang berada o
cuerah — daerah. Dinas Pendidikan MNasional Kabupaten Probolinggo terbag
dalam dua Jokasi yaitu di jalan Panglima Sudimman Nomor | sehagai femypl

Kepala Dings, Bagian Tata Usaba, Sub  Dinas TK/SD, Scb  Dinas

)
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SLTPSMUSME, dan Sub Dinas Diklusepora Sedangkan di jalan Sockario
Hatta Nomor 27 sebagai tempat Sub Dinas Kebudayaan

Penanggung jawab Dinas Pendidikan Masional Kabupaten Probolinggo
adalah Bupati selaku kepala daerah vang dikepalai oleh seorang Kepala Dinas
Pendidikan Nasioal Kabupaten Probolinggo, Dalam melaksanakan tugasnya, dia
wajib mencrapkan prinsip koordinasi, Inicgrass, dan sinkronisasi baik dalam
lingkungan masing — Masing maupun antar saiuan organisasi dalam [inas
Pendidikan Masional serta dengan instansi lain di luar Dinas Pendidikan Nasional
sesuai dengan tugas pokok masing — masing.

Dinas ini merupakan unsur pelaksana  Pemenntah Dacrah  vang
melaksanakan sebagian urusan rumah tangga dacrah di bidang pendidikan di
kabupaten Porbalinggo dan dalam melaksanokan tugaseya di bidang tekhms
administratif dibina dan dikoordinasikan oleh Sekretanis Daerah. Namun dalam

melaksanakan Lu.ga:'-.n;-m. Kepala Dinas dibantu oleh seorang Wakil ¥epala.

2.3, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan MNasicnal

INPRES Nomor 1 Tahun 1994 vang telah ditetapkan harus dilaksanakan
di herbagai dacrah sasaran di seiuruh  Indonesia, termasuk juga kabupaten
Probolinggo,  Untuk  melaksanakan INPRES tersebut, Bupati Probolinggo
herdasarkan UL Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemernntah daerali mengeluarkan
lembaran daerah berupa keputusan Bupati Probolinggoe Nomor 6 Tahun 2001
fentang  uraian lugas dan fungsi Dinas Pendidikan Nasional  Kabupaten
Probolimggo

2,31 Tugas  Dinas Pendidikan Nasional

Minas Tendidikan Nasiona! mempunyai lugas pokok mermmuskan,
membina, mengendalikan, sebagian urusan rumah wngga dacrah dalam badang
pendidikan nasiooal
2.3.2. Fungsi Dinas Pendidikan Nasional

Dalam melaksanikan tugas pokoknya tersebut distas, dinas ini mempunyal

fungs

- |-
b 141
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]

Pembinuan dan pengurusan kegiatan Taman Kanak - Kanak, Sekolah Dasar,
Sekolah Lanjutan Tingkat Penama, Sckolah Menengah Umum, dan Sckolah
Menengah Kgjuruan

pembinsan dan pengurusan kegiatan pendidikan luar sckolah pemuda dan ofah
roga

Pembinaan dan pengurusan kegistan kebudaysan

Perumusan kebijakan 1ckhis, pembinnan dan pemberian 1jin penyelenggaraan
pendidikan di dalsm maupun di luar sekolah

Perencansan, pembinaan, dan pengendahan tenapga kependidikan

Pengelolaan admimstras) umum

Pelgksanuan tugos dinas lain yang diberikan oleh Bupaty,

24 Orzanisasa

3
-

A Tugns dan fungsi jabatan

Seperti yang sudah dijelaskan diatis bubwy scorang kepala dimas dipimpin

aleh searang kepala dings vang dibantu oleh wakil kepala dinas dengan dibantu

oleh para stafnya, Jadi, Wakil kepala dinas merupskan unsur prmpinan yang

berada di bawah dan bertyanggung jawab kepada kepala dinas.

-4
-

Wakil Kepala Dinas

Jabatan ini mempunvai tugas mewakili kepala dinas melaksanakan tugas
pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Nasional dalam hal kepala dinas
herhulangan serta membantu melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegatan

Dinas Pendidikon Nasional

Pata Usaha

Tata usaha mempunvai tugas melaksanakan koordinis) urusan sural menyurl,
kepegawaian, keuangan, rumah tanggn, protokol, hubungan masyarakat,
pemeliharaan, penyusanan program dan perencanaan dan laporan dinas

Untuk melaksanakan tugasnva tersebut, Tata usaha mempunya fungsi -

s Penyigpan  bahan  dalam mngka  penyusunan anggaran dan

pertanggungawaban keuangan
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Hagian

5]

Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tuta laksana

Pengelolaan adminstrasi  kepegnwainn, keuungan, perlengkapan, dan

IMVCRLATISRS]

Pengelolaan urusan rumah tangea, surl menyurat, dan kearsipan

Penyiapan data informas:, kepustakaan, hubungan masyarakal

e laksanaan tupas laim vang diberikan oleh kepala dinas.

Pt Usaha v terdin dan

Sub Bagian Umum yang mempunyal tugas |

Melaksanakon urusan kelatausahoan, pengetikan, penggandaun, dan
tata kearsipan

Menyusun rencana kebutuhan dan pemelibaraan perlengkapan dan
peralatan kantor

Menyususn perencanaan dan mengurus pemeliharaon don keamanan
kanior

Mengurus tugas keprotokolan dan peralanan dinas

Melakukan kegatn peimbenian informasi dan hubungan masyarakal
Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian

lata Llsaha

Sub Bagian Keuangan yang mempunyil Wugas

4]

Menghimpun data dan menyusun rencana anggaran rulin dan anggaran
pembangunan

Melakukan pengelolaan lots wsisha Kewanpgan anggaras rulin dan
anggaran pembangunan

Melakukan pembayaran pajl pegawal dan pembayaran  kewangan
[minnva

Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan
Mengurus keuangan perjalanan dinas dan menyelesaikan tuntutnn gant
rug

Melaksanakan tugas dinas lain yang dibenkan oleh Kepals Bagian
Tata Lisaha
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¢ Sub Bagian Kepegawaian yang mempunyai tugas

| Menyusun dan memelihara dats administrasi kepegawaian serta dota
kegiatan yang berhubungan dengan kepegawaian

< Menyiapkan data dan mengolah administrasi kepegawnian

4. Memproses  tentang  kedudukan  hukum  pegawai  dan  upaya
peningkaton kemumpuan pegawai

# Menaymupkan bahan untuk menyusun dan menvempurnakan organisasi
dan tin lnksana

5. Melaksanakan kepintan - kegiatan dokumentasi kepegawaian

b Melaksanakan lugas dinas L sang dibenkan oleh Kepala Bagran
lata Usaha

aub Bagian Perlengkapan yang mempunyai tugas

[

=

Menyusun konsep rencana kebutuhan, pengadaan, dan penylapan serla

IMETIYWO1 S |‘-.:|‘5|.}|p_|_l|-..;|;1-.|||

= Memantau pelaksanaan, pengadaan, penyimpanan, pendisicbusian
Penggunnan,  perawatan, invenlansasi, dan  penghapusan  barang
periengkapan untuk menpetahu kebenarun,

v Memberikan Tayanan tekhnis d hidang perlenghkapan

+ Menyusun laporan sesua dengan hasil vamp dicapal

5 Bchagwi pertangaungiawaban peloksanaan [uagrins

6 melaksanakan tugas dinas fain vang diberikan oleh Kepala Bagian Taty

Llsiha

3. Sub Dinas Taman Kanak - Kanak dan Sekolah Dasar
sub Dhnas im mempunyai tugas melakukan bimbingan dalam peningketan
pengelolaan dan pengembangan TK dan SD
Uniok  melaksanakan  tupasnya,  jabatan ini mempunyal  fungss:
a. Perencanaan usulan pendirian TK, 3D, 8D Luar Biasa (SDLE)
‘engenbungan dan penutupasn T, 5D, Serta pemibenan bantuan kepada
sekolah swasta sesual ketentuan vang berlaku

b Pelaksanaan pembantuan program kerfs sima luar negeri dan pemberiin
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petunjuk pembinyaan pendidikan dan mempersiapkan alokas biaya
pendidikan Tk dan SD

Pelaksanaan petunjuk pendatsan , penetapan, dan kegiatan kelembangaan
Tk dan SD

d Pelaksanaaan bimbingan tekhnis kepada pengawas TK 5D, dan SDLB

L]

sesuii ketentuan yang berlaku
¢ Peluksanaan kalender pendidikan dan pengembangan soal ujraid penilaan
hasil belujar sesuai kurikulum pusal dun konkulum mustan fokal
[ Pelaksangan evaluns: pelaksanaan kunkulum, pemerilaan gurd dan lenaga
kependidikan lainnya serta pendayagonaan sarana dan prasarand TK, SD,
dan 5D swasla
¢ Pelaksanuan laporan program penyelenggarnan TR dan s

by el samian tugs divas Lo yang dibrikan oleh kepala dike

Suh Dinas Taman Kanak — Kanak dan Sckolah Dasar terdiri dar
o Seksi Kurikulum yang mempunyil [ugas |

| Menyusun rencand din program pencrimain siswa, wayih belajar,
wurikulum, kalender pendidikan, evaluasi belajar, dan usaha
kesehatan sesuni dengan ketentuan yang berlaku

3 Menvebiariuaskan petunjuk pelaksanaan kurik ulum TR dan 5D
MNeger maupan Swasta

3 Menyusun bahan penyempurnaan kurikutum den evaluas: belajar, .i-.
SD Neperi maupun Swastn serta peloksanaaan eblieblinas s
Neger dian Swiasta

4. Menviapkan bahan petunjuk pelaksangan penenimaan siswi, usah
kesehatan sekolah, dan konsep usulan pembukaan TK 5D Negerd
sesuni dengan Ketentuan yang berlaku

5 Meneliti usulan mutasi siswa TR SD Negeri maupun Swasta

{

=

Menyusun laporan sesual denagn hasil yang telah dicapal sehagal
perangggunizjawaban pelaksanaan tugas

7 Melaksanakin tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas TR
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dan 8D
b Seks Tenaga Tekhms yang mempunya tugas
| Menvusun konsep rencana kebutuhan guru dan tenaga Kepandidikan
lainnya berdasarkan usul dan umt kega di lingkungan dinas
2. Menvusun konsep usul penempatann, pemerataan, mulasi guru, dan
wenagn kependidikan lainnyva sesuni dengan ketentuan yang berlaku
3 Menyusun konsep rencana peningkatan kemampuan guru dan tenaga
kependidikon sesua dengan ketentuan yang berlako
4 Memproses usul ijin belgar, tugas belajar gura, dan tenag
kependidikan lainnva sebagal bahan masukan
5 Menyusun laporan sesuai dengan hasil vang telah dicapar sebagi
pertanggungjawaban pelaksansan tugas
& Melaksanakan tugas dinas lain vang dibenkan oleh Kepala Sub
Dinas T dan 513
¢ Seks Rargng Pendidikan mempunyid tugas
1 Menyusun konsep rencana kebutubuan sarana pendidikan
berdasackan usul dari unit kerja ch hingkungan dinas
2, Mengatur pelaksanaan pendistribusian sarana pendidikan sesui
dengan ketentuan yang berlaku
1. Memberikan bimbingan tekhnis penggunaan dan pemeliharaan
saranyg pendidikan serta pengelolaan perpustakaan sekolah sesua

dengan ketentuan yang berlaku

I=

Menpatur peloksanaan inventansast sarana pndidikan sesual dengon

ketentuan yang berlaku

i

Menyusun laporan sesual dengan hasil vane 1elah dicapas sebagni

pertanggungawnban peloksanaan tugas

-y

Melaksanakan tugas dinas lain vang dibenikan oleh Kepala Sub
Dimas TE dan S0

d. Seksi Sekolah Swasta yang mempunyal tugas
1. Menvusun konsep petunjuk penerimann siswa, pelaksanasn

kurikulum, evaluasi belajar, usaha kesehatan sekolah.dan rencana
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kebutuhan gury tenaga kependidikan lainnya serta sarana pendidikan
berdasarkan data dan informasi sesual dengan ketentuan yang berlaku

= Merckomendasi ijin pendirian TK. 5D Swasta, akroeditasi, pemberian
bantsan dan menyusen konsep ijin penyelengparaan sckolah swast
sesui ketentuun vang berlaku
Mengkoordimasikan penempatan, pernindahan gurt drperbantukan/dpk.
tenaga kependidikan serta pelaksanaan kerpa sama sckolah swasta
dengan masyarakal sesual dengan ketentuan vang berluku

b Menyusun unsur penempatan lokasi pembangunan dan rehabilitasi
pedung sekolih swala

5. Memantau  pelaksanaan  kurikulum  penataran gury  dan  fenaga
sependidikan seria pendayagunaan sarana prasarana sekolnh swast

b iiengevaluasi pelaksanaan kurhulum TR, 8D, penataran guru dan
lemagn Ir\.l:|:'||.'1'||.:|]l._|I[\..in| luinnwva serig l'.|_--|'|._1;|-. AgUNAAN Sarnna dan (RSN

sekolah swast

|

Memvusan laporan sesual dengan hasil vang telal dacupan sebagan bahan
pertanpgungiawaban pelaksanaan fupas
8. Meloksanakan tugas dinas lain vang diberikan alech kepala sub dines TK

din SO

4. Sub Dinas SLTP, SMU, dan SMK
aub Lhinas im mempunyai tugas menvusun program dan melaksanakan iy
upays peningkatun Kemampuan gury dan tensgn kependidikan la mnya. Untuk
melaksunakan fugasnya tersebut, jabatan ing mempunya fungs:
o Penyusunan rencana kebutuhan pury dan tedaga kepeandidikan lainnyo
berdasarkan data dun informasi serta ketentuan vang berlakuy
b Penyusunan  rencana  peningkatan  kemampuan  gury  dan bena g
kependidikan serta menvusun petunjuk penerimaan siswi, pelaksangan

kunkulum, evaluasi h@lﬁj;l.r_ kesehatan sekalah
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‘cluksanaan rekomendasi ijin pembukasn penegrian, akreditpsi, dan

c
embenian bantusn rehabiliiasi gedune pada SLTP ML EME Megen
| g BT 1
.'J[..ILIIHI,II R W ]

d. Pelaksonsan kege sama SLTP, SMU, SMK dengan  masvarakal

pengusaha, dan industri sesuai ketentuan vang berfaku
¢ Peloksanaan kovordinasi penempatan, pemindahan | dan PIOIMOST gurd,
tenaga  kependidikan  Jainnya  sertn pelaksanaan pengadnan |
pemdistoib s s ng pendidikun
femantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulam, pemerataan guru, dan
tenaga kependidikan lninnnya serty pendavagunaan sarans prasarani
SLTPSMU, SMK Negeri MaupLn swasta
Fenyusunan laporn sesusi dengun pelaksanadn dan hasil yang dicapas
sehagin bahan perangpunpiowaban pelaksanaan tugis
Pelaksunaan tugas dinas lam vang diben oleh kepala dinns
sl Doms SLTE, SMUL dan SME terdin dars
1 Seksi Kurikulum vang mempuyai IS
| Menyusun konsep petunjuk penerimaan siswa wiijih belajar,
nurikulum, kalender pendidikan, evaluasi belajar, dan usaha keschatan
sekolab sesuan dengan ketetuan wang berlnku
2 Menvebarluaskan petunjuk pelaksanann korkolum SLTP, SMLL SME

WL
-

Er1 hEupUn Swasta
3 Menyusun baban penyempurnaan kurikulum dan eviluasi belajal
SLTP, SMU, SMK Negeri maupun swasta serta peelaksgnanan
EBTAEBTANAS SLTP, SMU. SME Meten dan Swasin
+ Menyusun dan meneliti usul pembukuan dan mutas: siswn SLTP
ML SME. Negen maupun Swasta
> Menyusun laporan pelaksanaan ligas sesuni dengan hasil vang telah
dicapal sebagai bahan pertanggungawaban

b Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas

aLTP, SMU. dan SME
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b. Seksi Tenaga Tekhnis mempunyai tugas .

| Menvusun konsep rencana kebutuhan guru dan tenaga kependidikan

7 lainnva berdasarkan usul dari unit kerja di lingkungan dimas

3, Menyusun konsep usul penempatan, pemerataan, mutasi gury, dan
tenuga kependidikan lainnya sesua dengan ketentuan yang berlaku

4 Menyusun konsep rencana peningkatan Kemampuan gurn dan tenaga
kependidikan lainnya melalur Kegiatan Kelompok Kerja Guru ( KRG,
Musvawarah Guru Pelaaran (MGMP), Musyawarah Kelompok Rera

Sokolah { MEKS) dan lain- luin sesuai dngan ketentuan yang berlaku

1%

Memproses usul ijin belajar, tugas belajar gury, dan tenagn kependidikan

lninnya sebagai bahan masukan

6. Menyusun laporan sesum dengan hasil yong telah dicapai schagai
periangpungawabin pelaksanaan lugas

7 Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas

SLTPE, SUM, don SMEK

- Seksi Sarana Peodidikan mempunys fugas

| Menyiusun konsep rencana kebutuhuan sarana pendidikan berdasarkan

3 usul divri wnit kerja di lingkungan dinas

3 Mengatur peloksanaan pendistribusian sarana pendidikan sesual dengan
ketentuan yany berlaku

3 Memberikan bimbingan tekhnis pengeunaan dan pemeliharsan sarana
pendidikan serta  pengelolaan  perpustakiaan sekolah  sesum  dengan
ketentuan vang beraku

5 Menyusun konsep usul penetapan lokasi pembangunan dan rehabiiias
pedung SLTP, SMU, dan SMK Megern

6 Menyusun laporan sesuai dengan hasil yang telah  dicapm  schagal
peranggungiawaban pelaksansian lagas

7 Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas
SLTP, SMU, dan SMK

e
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d. Seksi-Sckolah Swasta yang mempunvai tugas :

L= ]

Menyusun konsep rencana kebutuhan gura dan tenaga kependidikan
lamnya serta sarana kependidikan berdasarkan data dan informasi
Menyusun rencana peningkatan kemampuan guru dan tenaga
kependidikan lainnya sesvai dengan ketentuan vang berlaku
Merekamendasi ijin pendirion sekolah swsta, akreditasi, dan pemberian
baantusn pada SLTP, SMU, SME, serta ketentuan yang berlaku
Mengkoordinasikan pelaksanaan pengadoan pendistribusian sarans
pendidikan, penempatan, pemindaban guru diperbantukan, dan tenaga

hependidikan lainnya serla pelaksanain kerjasama sekolah swasta

dengan masyaraka

5 Memantau dan mengevaluasi pelaksanan kurikulum penatagn guru,

tenaga kependidikan fainnya serta pendayagunan sarana prasarang

sekolah swasta

6. Memyusun konsep pembinsan penvelenggaran sekolah swasta sesuad

dengan ketentuan vang berlaku

7. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas

SLTP, SMLUI, dan SMK

S, Sub Dinas Pendidikan Loar Sekolah, Pemuda, dan Olah raga

Sub Dinas im mempunyai luges menyusun program pembinaan dan

pengembangan pendidikan luar sekolah, kepemudaan, keolahragaan berdasarkan

data informasi dari jalur sekolah serta masyarakat. Untuk melaksanakan ligggamya,

jibatan i mempunyai tugas |

il

b

Penyusunan petunjuk tekhnis penvelenggaraan kegiatan pendidikan
luar sekolah, kepemuduan dan keolahragaan sesuai dengan ketentuan
vang berlaku

Penyusunan rencana kebutuhan dan pengadasn tenaga tekhnis dan
sarana Diklusepora berdasarkan usol dan umit kerja terkait

Pelaksanazn pembinagn dan pengembangan pendidikan luar sekolah,

kepemudaan dan kmﬂ;ii'.mg.l:m
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d Pelaksanaan penctapan pemberian ijin penyelengearaan kKhusus di
lingkungan luar sekolah dan kepemudann, keolahragaan scsuaia
denpan ketentuan yang berlaku

¢ Peluksanaan evaluasi dan memantou kegiatan Diklusepora

[ Pemberan rekomendasi usul pembenan gin dan tugas belaar tenaga
tekhnis serta melaksanakan kerja sama dengnan instansi pemerintah
dan organisas yanyg melaksanakan kegatan Diklusepors

¢ Pelaksansan bimbingan tekhnis kepada Penilik Pendidikan Nasional,
Penilik pembinsan pemuda Binmud dan Penilik oolagraga sesual
ketentuan yong berlaku

h. Penyusunan laporan sesuai dengan hasil yang telah dicapai scbagai
bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas

| Pelaksanaan tupas dinas lain yang diberikan oleh Kepala dinas

Sub Dipas Pendidikun Luar Sekolah Pemuoda dan Olah Raga terdin dan
i Beksi Bina Program yang mempunyal (ugas
I Menyusun  konsep  petunjuk  tekhms penyelenggarsan  Regutan
pendidikan luar sekolah pembinaan kepemudaan dam  pembinaan
keolahragaan
Menvusun instrumen  pemantaugn  pelaksanaan  kegiatan 4 jalur

seholah dan masyarakat

L

Menganalisis daws pelaksanaan kegiatan pendidikan luar sekolah,

pemuda dan olah raga sebagai bahan masukan atasan

e

Memproses iin penyelengparaan kursus pendidikan lugr sekolah,

kepemudaan dan keolahragaan sesuai dngan ketentuan vang berlaku

5. Menyusun bahan pelaksanaan kena sama Kegiatan pendidikan luar
sehoolah, pemuda, dan olah raga dengan instansi terkai

6. Menvusun laporan sesuai dengun hasil yang dicapal sebaga bahan
pertangpungawaban pelaksanaan tugas

7 Meliksanakan tugas dinas lain vang dibenkan oleh Kepala Sub Dinas

Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda, Dan Olah  Roga

|
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b Seksi Tenaga Tekhnis vang mempunyai Tl |

P

Menyusun konsep rencana kebutuhan tenagn teknis pendidikan luar
sekalah, tenaga tekhnis pembinaan kepemudaan dan tenaga tekhnis
pembinaan kealahragaan berdasarkan usul dari unit kerga terkait
Menyusun konsep rencana pemingkatan kemampusn tenaga teknis
Memproses usul ijin dan tugas belajar tenaga tekhnis pendidikan
sekolab, pemuda.dan olah ritpa

Mlenyusun bahan Kerja sama pembinaan dan pempembidingan ienagm
tekhms kependidikan sekolah, pemuda, dan olah raga dengan instansi
berk i

Menvusun laporan sesuw dengin hasil yang lelah dicapai sebagai
bahan pertangeungawaban pelaksanasn tupas

Melaksunakan tugas dinas lain vang diberikan oleh Koepala Sub Dinas

Fendidikan Luar Sekolah Pemuda. Dan Olah Raga

Scksi Sarang Pendidikan Vang mampunvar tugas

I

120

Menyusun konsep usul pengadaan pendistribusian dan penghapusan
sarand pendidikan luar sekolah pemuda dan olah raga berdasarkan usul
dari unit kerga terkaii I

Mengatur polaksanaan pendistribusian sarana pendidikan luar sckolah,
pemuda dan vlah raga sesual denpan ketentuan yng berfaku
Memberikan bimbingan tekhnis pengounaan dan pemeliharaan sarhg
pendidikan luar sekolah pemuda dan olah raga

Menyusun inventarisasi sarata pembinaan dan pengembangan
pdidikan luar sekolab pemuda dan olah ragn berdasarkan data dan
infermasi untuk kelancaran pelaksanann tugas

Melaksanakun wigas dinas lain vang diberikan oleh kepula Sub Dipas
Pendidikan Luar Sekolah, Pemuds, Dan Olah Ra g
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d. Seksi Pembinaan Kesiswaan vang mempunyai tugas |

Menyusun konsep rencana kegiatan pembinaan kesiswaan berdasarkan
data dan informasi sebagal bahan masukan atasan

Memberikan bimbingan pelaksanaan kegatan pembinaan kesiswan dan
kerja sama antara sekolah dan masyarakat

Menyusun instrumen pemantauan pelaksanoan pembinaan kesiswann
sesual ketentuan vang berlakuy

Menganalisis data pelaksanaan pembinasn kesiswaan

Menyusun laporan sesuat dengn hasil vang telah dicapai sebagal bahan
pertanggungawaban pelaksanaan lugas

Melaksanakan tugas dinss lain vang diberikan oleh Kepals Sub Dinas

Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda, Dan Olah Raga

O, Sl Dhinis hoebudayaan

Sub Dinas i MEImpanysl ey Iﬁ'u.'ll'l.._'!__|'|=_|_:.|I;-|r.|l._|“| |'|._-||||-\.||-|;|_-|r| ciin

pengembangan kebudayaan, vang berfungs

fih

h

‘enyusunon  rencana kepinlan pembinaan dan ﬁ*n;gq_"lnlmr'.g,:m
webudayaan berdasarkan data  dan informasi i jalur sckelah dan
masyariki

Penyusuman petunjuk tekhnis penvelenggaraan kegiatan  permbitadn
dian pengembang kesejaruhan, nilai vadisional, museun kepurbakalun
sertd keseian sesuai ketentuan vang berlaky

Peleksunaan  pengaturan kegistan dan pengembangan kebudayaan
sesuil dengan keteniuan yang berlaku

Pelaksanaan kerja sama dengan crannisasi terkait di budang pembinasn
disn pengembangan kebudayvaian serts memantay pelaksunaanny g
Pelaksanasn bimbingan tekhnis sesuni dengn Ketentuan yang berlaku
Penyusunan laporan sesual - sesuai denpan hasil vang telah, dicupai
sebagal bahan pertangeung) awaban pelaksanasm Tugsas

Pelaksanaan lugas dinas yaimg diberikan oleh k._-j'|_'||_1 dings
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Sub Dinas Kebudavaan terdin dan
i Seksi Bina Program mempunyil tugas
I Menyusun konsép program pembinaan dan pengembangan kebudayaan
berdasarkan data dan inormasi dari masyarakat dan dari jalur
persekolaban
2 Menyusun konsep petunjuk tekhnis penyelenggaran Kepiatan
pembinaan dan pengembangan kesenion di jalur sekolah dan
sy iarakil
3 Melaksanakan pemantuuan pelaksansan kegiatan pembinaan dan
prengembangan kesejaeahan don mka Lrahisiomal serty penghayalin
terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan keteniuan yang berlaku
4 Mengolah datu pelaksanaan kegiatan pembinaaan dan pengebangan
sejarah, nilai tradisional museum purbakals dan kesendan sebirgan balian
masukan atasan
5 Menyusun konsep pelaksaman ket suma kegatan pembinan di
pengembangan kebudayaan dengan instins: lain sesuan ketentuan yang
berlaku
& Menvusun konsep kebutuhan pengadaan wnaga tckhis seria surana
pemihinaan dan penpembangan hesejarnhan, min fradisvonal, musewm,
kepurbakalaan, kesenian, dan penghayatan terhadap Tuhan Yang Maha
Esa
7 Menuyusun laporan sesum dengan hasil yang dicapai sebagar bahan
pertanggunjawaban pelaksansan tugas ,
% Melaksanakan tugas dinas lain yang dibenkan oleh Kepala Sub Dinas

Kebudavan

b. Seksi Tenaga Tekhnis yang mempunyal fugas |
| Menvusun konsep rencana kebutuhan tenaga tekhivnis, penempatan,
permindahan. dan promost untuk kelancaran pembinaan, pengembangan

kebudayaan berdasarkan Kondisi obyektif di lapangan dan ussl dari wiwt

kerja terkait
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il

1.4

Menviapkan baban peningkatan Kemampusn tenagd tekhnis pembinaan
dan pengembangan kebudavaan sesuad dengan ketentuan vang berlaky

3. Memproses usul in dan tugas belajar tenaga tekhinis

4 Menyiapkan materi bentuk kerja sama peminnaan dan pengemabangan
lenage tekhms dengan instansi terkail sesuai dengan ketentuan yvang

berlaku

i

Menyusun laporan sesuni dengan hasil vang (eluh dicapan sehagai
[rReriang g pawisin polaksa a1
6. Melaksanakan togas dinas lam yang diberikan oleh heepitla Sub Dinas

Kebudayaan

. aeka Sarana Pendidikan MEMPUNYAL Ligas

| 5‘-.1._'h'|l.-'-llll I‘.I!:I|'-l..'|'l vl |:~.'Il;.'.|||.|.|-| |I.|II |'n'I-I|I1II||\lr'-I.III TR
penghapusan sarana prasarana pembinsan, pengembangan kebudavaan
berdasarkon usul dari umit kerja 1k

2. Mengatur  pelaksanasn  pendistribusian  sarane pembinaan  dan

pengembangan kebudayaan sesuai ketentuan Vil berlaku

e

Memberikan bimbingan tekhnis penggunaan dan pemeliharaan sarana

pembimaan dan pengembangan kesenipn

4 Menginvenurisasi satana pembinaan dan pengembangan kebudavann
berdasarkan data dan informasi untuk kelancaran pelaksanaan tugas

5 Menyusun lapomn sesua dengan hasil vane telah dicapar sebapai
pertanggun gawaban pelaksansan s

6. Melaksanakan wgas dinas lan viny dibetikan oleh Kepala Sub Dinas
Kebudayaan

>ehsi Pembinaon Kesiswoan mempunyai tugas

| Menyusun konsep rencana kegiatan pembinaan kesiswaan bidang

2. kesenian | kesejarahan, nilai tradisional. dan museun kepurbakalasn

L

Jalur sekolah dan masyarakat berdasarkan data dan informasi
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4 Memberikan bimbingan pelaksanaan kegiatan pembinaon Resiswaan
dan kerja sama antara sekolah dan masysakat sesuni dengan ketenuan
vang berlaku

5. Memantau pelaksanan pembinaan kesiswiaan sesunl dengan Ketentuan
vang beraku

6, Menganalists duta pelaksanaan pembinain kesiswaan

T Menvusun laporan sesunl dengan hasit vang teluh dicapm sebagal
pertanpeunppawaban pelaksanaan s

8 Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas

Febudayaan

7. welompuk Jabatan Fungsional (KJF)

KJE i mempunyai lugad melaksanakan sebagian uggis Dinas Pendidikan
Sasiona] Rabupaten sesun dengan heablonmmya kI werdin dan sepumiloh tenapgi
dalaim penjang jabatan Tungssonal yang terbag dutam berbagal kelompok scsui
Jurgan bidang keahhannya,  Seliap kelompok dipimpin oleh seorang lenaga
lurusionul semor vany ditunjuk oleh Bupab dan bertanggung javab kiopadi kepala

dinas. Jumlah tenaganya disesuaikan dengan kebutuban dan beban kerja

8. sangear Kegiatan Belajar (ShB)
SKE merupakan unst pelaksana Dings yang menyelenpparakan [ungs: atai

Pk linis terben tu -

0, Cabang Dinas
Cubang dings ini mempunyas tugas melaksanakan sebagian tugns dinas &

kecamalan ra

1.5, Rencana Strategi
2
Rencana stratepi merupakan suatu upaya dalam penyusunin, pererdpin, j

dan  evaluasi kepulusan kepulusan strafegs antar  fungs) (bmgss  yang

4————
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memungkinkan Dinas Pendidikan sasional Kabupaten Probadinggo, secard
orgamsas) dapat mencapai tujuan miuk masa satu sampai dengan lima tahun
mendatang,  Jika  herdasarkan kesepakatan  instansional, rencana strateg
Kabupaten Probolinggo merupakan suatl proses yang beroientas: pada brusil vang
dicapai selama kurun wakiu satu sampal lima tahun dengan memperhitungkan
potensi, peluang, dan kendala vang ada dan mungkin tmbul fermasuk mengenal
sumber daya kebijakan berupa staf. wewenang, fasilitas, dan informasi -
Kabupaten Probolinggoe  vang menjadikan  permbangunan pendidikan

sebagai prioritas kedus setclah keschatun, pertu melzkukan penatadn kembah
Jalam ha! stabibtas Keamanan  yang kondhusil. hubungan pemerintah dan
masyarakat yang baik, serta penataan Lelembagaan yang teiah dilakukan semeriak
tangent 1 Januari 2001 {(Otenomi Daerah) dengan mencan  solus) untuk
memecahkannya. Maka dari itu, untuk mengatasi hal tersebut, Dinas Pendidikan
Nasional Kabupaten Probolinggo muencrapkan empat sirdlegl dafam Perencanaan
Sirategl periode tahun 2002 - 2006 vaitu -
1. Strateg |

Mendavagunakan kekuatan berupa lembaga pendidikan THRRA, SD/ML,

SLTPMTs, SMUMA, SMEK, gedung yang dimiliki serta tenaga pengajar dan

pengawas vang ada pada dmnas dengan memanfastkun peluang yang nela

berupa diprioniaskannyi scktor penclidikan di Kabupaten Probolinggo

i)

Strateg 11

Mengurangi alau mengatasi kelemahan berupa banyaknya purd yung belum
layak mengajar, kekurangan gury, sedung - pedung sekolah yang rusak serta
rendahnya kinerja gury, dengan memanfaatkan peluang berupa peningkatan
sumber dava manusia  di lingkungan dinas pengisian formasi Pogawal,
meningkatkan sarana dan prasarani sefid penggunian lembaga diklat yang ada
di pemerintzh daerah

3. Strategi 1

Mendayagunakan kekuatan berupe lembaga, sarana dan prasarana scrid
sumber daya manusia vang ada uniuk mencegah ancaman berupa lembaga

lembaga favorit di luar kabupaten, sarani tekhnologi pendidikan  yang
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berkembang pesat, kursus — kursus yang dikelola swasta serta pejala - gejala

bergesernya milai budaya kita

4+ Stratem [V

Menpurangi kelemahan yang ada berupa guru yung belum layak mengaar,

kekurangan jumlah guru dan schagainya unuk mengurang ancaman berupa

lembaga — lembuaga favorit yang ada di luar kabupaten, tekhnologe pendidikan

yang berkembang pesat adanya kursus — Kursus yang & kelola swasta serta

pejali — pejula pergeseran nilai — nilai budaya

2.6. Visi dan Misi Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Probolingge

2.6.1. Visi

Terwujudnya pelayanan yang oplumal di bidang pencdidikan Jdan

kebudayaan dalam rangka Peminghatan Kualites Sumber Daya Manusia

2.6.2. Misi

1

.

1ad

Mewujudkan kualitas dan kuantitas pescrts didek

Mewujudkan kualitas dan kuantitas tenaga kependidikan, kebudayaan,
pemuda, dan olah mpa

Mewujudkan peningkatan manajemen yang topat pada pengelolaan
pendidikan, kebudayaan, pemuda, dan olah rags

Mewujudklan peningkatan kualitas dan kauntitas sarana dan prasarana

pendidikan, kebudayaan, pemuda, dan olah ragy

o
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1L DESKRIPSI HASIL PENELITIAN

3.1. Kebijakan Pendidikan Dasar
3.1.1. Historis Program Wajib Belajar Pendidilan Dasar a Tahun
INPRES NOMOR [ TAHUN 1994 yang telah dicanangkan oleh

Departemen  Pendidikan Nasional dijabarkan lebih lanjut agar terjads

kejelasan dalam pelaksanaan program programnvi. Adapun penjabavan

dart kebijakan tersebut antara lain

| Memepercepal pelaksanaan wayib belajar pendidikan dasar 9 tahun,
sehingga dalam kurun wakiu 10 tahun mendatang, terhitung mulai tabun
pelajaran 1994/1993 sumpai dengan  selambat-lambgtnya pada akhir
repelita V11 tahun 200372004, program wa jib belajar pendidikan dasara &
twhun sudah dapat dituntaskan

2 Wajib belajar pendidikan dasar dilaksanakan di satuan pendidikan dasar
dan atau vang setara, baik pada jalur pendidikan sekolah maupun jaiur
pendidikan luar sekolah.

3. Meningkatkan efisiensi dan efekufitos pengelolaan SIVMI dan yang
setura. untuk mempetbesar daya tampung, memperkectl angka puius
sekolah, dan angka mengulang seria mengusahakan lulusan  dapat
melanjutkan ke SLTP/MTS dan yang sctara

4 Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan SLTP/MTs dan yang
setara untuk memperbesar daya tampung, memperkecil angka putus
sckolah dan angka mengulang schingga jumlah fulusan bertambah

5 pPemanfaatan sumber dava dan dana masyarakat, sarand dan prasarana
(fusilitas), pransta sosial yang ada pntuk  mendorong  percepalan

pelaksanaan wiib belajar pendidikan dasar 9 tahun

(NPRES Nomor | Tahun 1994 merupakan perwujudan dar
Pergturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang pendidikan dasar,
dimana Peraturan Pemerintaly ini mengacy padn Undung - Undang Nomor 2

Tahun 1988 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 13 yang mengatur
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syaral — svarat dan tata cara pendinian, bentuk satvan, lama pendidikan dan
penvelenggaraan pendidikan dasar dengan Pertauran Pemerintah.

Akan tetapi semenjak diberlakukannya otonon daerah thun 2001
melalui Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemenntahan
Daerah muka pelaksanaan INPRES Nomor [ Tahun 1994 di Kabupaten
Probolinggo ini mengacu pada lembaran daerah berupa Keputusan Bupati
Probolinggo Momeor 6 Tahun 2001 tentang yraian tugas dan fungst Dinas
Pendidikan Nasional Kabupaten Probolinggo yang telat diuraikan pada Bab
i

Implementasi dari INPRES Nomor | Tahun 1994 yang program
pelaksanaannya ditetapkan hingga tabun 200372004 in: mengalam banvak
penyempurnaan dalam pelaksanaannya. Misalnya saja mengenai mengena
peran serta masyarakal, Peran seria masyarakat dalam INPRES Nomor |
Tahun 1994 sangat diperlukan untuk tujuan pemerataan. Maka dan nu,
peran serta masyarakat ini hingge tahun 2002 mengalami  dua kah
penyempurnaan  Penyempurnaan periama yaitu Peraturan Femerintah
somor 39 Tahun 1992 menngenal peran Sernia masyarakatl, dan
disempurnakan lagi dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Pendidikan
Nasional Nomor 044072002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite
Sckolah.

3.1.2. Tujuan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun
Dengan adanya [NPRES NOMOR | TAHUN 1994 im diharapkan
negara Indonsia untuk jangka panjang ke depan dapat meningkatkan kualiias
sumber daya manusia melalui  wa)ib belajar  pendidikan dasar 9 tahun
sehingga masyarakat Indonesia  mampu mengikuti  “perkembengan
modernisasi” daflam dunia IPTEKS ( limu pengetahuan dan wekhnologi serta
seni | dengan modal dasar keterampilan yang dimilikinya vaitu pendidikan

dasar.
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Tujuan utama kebyjakan 1m  adalah diharapkan  munculnva
pemerataan pendidikan dasar di daersh wang bersangkutan, kKhususnyva
dagrah pedalaman
Tujunn tersebut dikembangkan menjadi beberapa point vaitu

4. Mempertahankan dan menigkatkan pencapaian angka partisipasi kasar
(APK) SD/MI dan vang setara sebesar lebih dan 100 %
b. Meningkatkan daya tampung SLTP/MTs dan yang setara, dan
mencegah terjadinya angka putus sekolah/angka mengulang, sehingga
APK mencapal sekurang-kurangnya 85 % sampai tamat,
¢. Mengusahakan tercapainya kemampuan dasar anak-anak di dalam
menguasai  dasar-dasar  ilmu  pengetahuan  dan  lekhnology, sem
(IPTEKS) yang dilandasi iman dan takwa sesuai dengan kebutuhan
hingkungan dan pembangunan, memiliki kemampuan berpikir kritis,
teratur, pemecaban masalah sederhana dan mandiri  dalam
kebersamaan
Babupaten  Probolinggo  dengan  wialavah  vang  memiliki
keanckaragaman mata  pencabanan  dan  budaya berdasarkan  letak
geografisnva merupakan bagian dari negare Indonesia sekalipus juga
diharuskan untuk melaksanakan program wajib belajar pendidikan dasar 9
tahun pada daerah Tingkat 1.

3.1.3. Sasaran Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun

Sasaran yang ingin dicapai pada kebijakan ini adalah terampungnya
anak - anak usia sekolah (7 - 15 tahun) pada jenjang pendidikan dasar
hingga tamat. Anak usia sekolah ini terbagi dalam dua ketegori yaitu
tertampungnya anak usia 7 — 12 whun di SD/MI dan yang setara Serta
teriampungnya anak usia 13 — 15 tahun setelah tamat SD M1 dan yang
sctara di SLTP/MTs dan yang setara hingga sampai tamat pula, Tujuan ini
sesual pula dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahon 1989 tentang Sistem
Pendidikan Masional dan Peraturan Pemerintah MNomor 28 Tahun 1930
tentang Pendidikan Dasar.
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3.2. Penyelenggara Program Wajib Belajar Peadidikan Dasar 9 Tahun
Menteri  Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dalam
Petunjuk Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan dasar @ Tahun™ menetapkan
melaln  keputusan  Nomor 18 Kep/Menko/Kesra/ /1954 MENZEnai
koordinasi Pelaksanaan Wajib Belajar Pendiikan Dasar dengan pembagian
tim agar koordinasi terlaksana dengan lancar dan mudah. Masing — masmg
Jabatan dalam tim tersebut memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda
namun masth memiliki hubungan kerjs satu sama lain dan terkadasyg
hubungan kerja tersebut bersifat koordinatit melalui mekanisme vang telah
aitetapkan sebelumnyva
Mekanisme penyelenggaraan koordinasi tersebut dilakukan melalui
rapal kooordinasi Kepala Wilavah tentang wajib belajar pendidikan dasar 9
tahun, permintaan dan penyampaian data informasi, serta melakukan
konsultasi antara Kepala Instansi Vertikal dan antara kepala Instansi Vertikal
dengan Kepala Dinas daerah,
Tim koordinasi ini terbagi kedalam beberapa fungsi, antara lain
A. Fungsi wilayah dalam pelaksanaannya yaitu :
I Mengidentifikasi kaitan dan kepentingan antar instansi, baik fungsional,
struktural maupun remonal.
2. Memadukan dan menverasikan kegiatan pendidikan yang terkait vang
dilakukan oleh berbagi instansi,
3. Memantau dan mengevaluas: perkembangan pelaksanaan tugas instansi
terkait dengan penyelenggara wajib belajar pendidikan dasar @ tahun,
4. Menyusun laporan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar sembilan
tahun di daerah
5. Memberikan petunjuk umum dan petunjuk pelaksanaan kepada instans;
pelaksana wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun

B. Tugas dan kewajiiban Kepala Instansi Vertikal
L. Kepala Instansi vertikal bertugas
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i

Memimpin instansi vertikal bagi penyelenggaraan sebagian tgas dan
fungsi Departemen, atw Lembaga Pemerintah Non Departemen i
wilayah

Lalam melaksanakan tugas, berpedoman pada kebijakan pelaksanan
vang ditetapkan oleh Menieri atay pimpinan Lembaga Pemenntah
Mon Depanemen yang membidangs tugas tersebul

Dalam  hubungan  dengan  urusan —  urusan  pemerintah yang
discruhkan  kepada Daerah,  melakukan  bimbingan  tekhnis
pelaksunaan urusan — urusan pemerintah vang diserahkan tersebul
secarn lekhnis fungsional berada di bawah dan bertanggpung jawab
kepada menteri, pimpinan Departemen alau pimpinan Lombaga
Pemerintah - Mon  Departemen  dan  secara  tekhnis operasional

dikoordinasikan oleh kepaly wiluyal

boepala Instansi Vertikal berkewajiban

=

melaporkan segala kebijokan dan rencana kegiatan yang ditetaphan
oleh instansi atasannya kepada Kepalas Wilayah

dematuhi petunjuk umum yong diberikan oleh Kepala Wilayah dun
melaporkan kepada instansi atasannya

Melaporkan hasil koordinasi oleh Kepala Wilayah vang bersangkutan
atas rencana kegiatan sekioral kepada instunsi atasannya,
Menyampaikan laporan teriulis secara herkala kepada koeprla
Wilayah  mengenai  perkemba ngan  pelaksanpan  gns  yvang
bersangkutun

Memberikan keterangan vang diminta oleh Kepalh Wilayah

C. Tugas dan kewajiban Kepala Dinas Daerah

I

hepala Dinas Daerah Bertusas ¢

I

Memimpin dinas sesuai dengan tugas dan fungs: Dinas Daerah yung
berkaitan dengan pengelolasn Wajib Belajor Pendidikan Dasar 9

Tahun
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I3,

L

Dalam  melaksanakan tugas, berpedoman pada kebijakan  yang
diuctapkan  oleh Gubernur  Kepala  Dacrah Tingkat | ataw
BupanwWalikota Kepala Daerah Tingkat [1/Camat sebasai Kepala
Wilayah sesuni dengan kebijakan Departemen dan  Lembagn
Pemeirniah non Departemen yang bersanghutan

Mengikutt bimbingan  seknis  pelaksanann vang ditetapkan  oleh
kepala Instans: Vertikal vang bersangkutan

Vailam men jalankan ugas, Kepala Dinos Daerah doan Kepalo Tnstans:

Verukal saling membenkan mformasi

beepala Dinas Dacrah berkewajiban

1

Melaporkan segala kebijaken dan rencans kegratan vang ditetapkan
oleh instansi tekhmis kepada Kepala Wilavah

Mumatuhe petungub wmuem vang diberhan oleh Kepala Wilavah
Menyampaikan usul rencana kegiatin hepada Kepala diersh vange
dikomsultasikan dengan Kepala Instansi Vertikal yang bersangkutan
Menyampaikan laporan tertulis secara berkala kepada Kepals Daerah

dengan tembusan kepada Kepala Instanst Verihal vang bersanghotan

Hubungan antara Kepala Wilayah dengan Kepala Dinas Daerab

dan kepala  Instansi Vertikal

nepala Dinas Daerah dalam menjalanken tugssava, buik tekbngs
admmistratil maupun tekhnis operasional berada di bawah dun
bertangpung jawab kepada Gubernur Kepala Dacrah Fingkat |
sebagn Kepala Daerah

Kepala Instanisi Vertikal dalam mengalankan tugasnya berda di

bawah koordinasi Kepala Wilayah.

Dalam melaksanakan koordinasi limas-sektoral, Kepala Wilsyah dapat

menetapkan salah satu instansi vertikal vang memiliki fungsi utwma

dalam kegiatan hintss-sektoral tersebut sebagai koordinator selama

petaksanaan
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L. Mekanisme dan tata cara penvelenggaraan Koordinasi

1

i,

ad

f

Pelaksanaan koordinasi diselengparakan melalui :

Rapat koordinasi Kepala Wilayvah tentang Waphb Belajor Pendidkan

Diasar 9 Tahun

Permintaan dan penvampaian data informasi

konsultasi amara Kepala lsntansi Vertikal dan antara Kepala Instans

Vertikal dengan Kepala Dinas Daerah

kepala Wilavah menetapkan peraturan peluksanaun koordinas

Dalam membual petunjuk umum dan pelaksanan koordimass unluk

mencapal  keserazion,  Keselarasan, don Kesembangon  antom

kepentingan  pusat dan  dacrah, kepala wilavah propinst wajib

memperhaiikan

w Permturun perundang - undangan vang berlaku

b Eebigakon pemanintih posa

¢ Bencana kerpe msiins

d. Kepentingan pusat.dan dacrah untuk mencapar heselirasan dan
kesgimbangan pelaksanasn pembangunan

Kepala wilavah lainnva wajib memperhatikan dan udak  boleh

bertentangan dengan petunjuk omum

kepala Wilayah melaporkan hasil koordinas) kepada pejabat yang

berwenang dan lembusannya kepada parm atasan Kepala Instans

Vertikal vang bersanpgkutan.

Kepala  Instans:  Vertikal melaporkan  hasil  koordings:  Kepacig

gtasannyg  don tembusannva  kepada  Kepala Wilavah  vang

bersangkutan

Berhubung lokasi penelitian vang akan dilakokan adalah untuk

wilnvih dagra Kabupaten Probolinggo peneht hanyva akan mencantumkan

tim koordinasi keempal vaite tim koordinasi yvang berada di wilayah

koabupaten yaitu sebaga berikul
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Tabel 2 : Jabatan Dalam Tim Tingkat |V

Mo | Jabatan dalam Tim |

I I’umrt[,_'g.uug Jawab _HLIFI-'.lllr"'l-'l"'.l|ILtrLLI-II:.'.Id_'r".I KDIER

2 | Pengarah | Kepala Bappeda Tingkat 1l
A5 Sek. Bidang Kesra

3| Ketua | Ka. Kandep Dikbud/Depdiknas

4 | Wakil Ketua Ka. Kantor Deparetemen Agama

' Kepala Dinas P dan K/ Dinas Paodidikan Nasional

5 | Sekretans kKorwil Pembantu BupatvWalikotamadya KDH Tk 11
Kepala kantor statisuk

f

Angpgotn Kepala kandep Deparieman Penerangan
' Ka Kandep Departemen Sosial
Ko Bansdep Deparemen Transigs
Ka BPN Tingkat Kabupaten/kotamadya
Ko KPEN
Kepala Cabang Dinas PU Cipla Karyn

Sumber : Petunjuk Pelaksanaan Wajib Belajar pendidikan Dasar 9 Tahun

33, Pokok Kegiatan, Koordinasi, dan Pelaporan

Pelaksanaan program wajib belajar pendidikan dasar @ tahun ini
diber batasan hingga sepuluh tahun semenjak ditciapkannya pada tahun 1994
yaily selambat — lambatnya samapt dengan tahun ajaran 2003,2004. Seluruh
pokok — pokok kegiatan vang telah terealisasi diharapkan mampu mencapai
elektifitas kebijakan, dalam hal ini, bahwa diharapkan pada tahun 2003/2004
teluh tejadi pemerataan pendidikan di setiap dacrah. Berikut ini penclit
akan menjabarkan mengenai pokok - pokok kegiatan, koordinas:, dan
pelaporan yang dilakukan dalam pelaksanaan INPRES NOMOR | TAHUN
1944 berdasarkan * Petunjuk Pelaksenaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9

Fabhun™
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3.3.1. Pokok — Pokok Kegiatan
Pokok — pokok kegiatan ini dilakukan oleh unit kerja terkait dengan
diseriai dukungan wewenang vang diperlukan dikarenakan program ini
adalah program bersama untuk seluruh rakyat Indonesia Pemjabaran pokek -
pokok kegistan imi yang merupakan langkah — langkah unit kega tersebut
diharapkan para penanggung jawab pelaksanan program di lapangen scperti
pars gubemnur, para bupati atau walikotamadya dan para camat akan lebih
mudah melakukan koordinasi dan pengendaliannva, Dengan adanva pokok -
pokok kegiatan ini juga diharapkan akan terwujudnya kesamaan dalam
pandangan, pemahaman, maupun persepsi sehingga muncul kesamaaan
tindakan atau langhkuh dalam mencapai tujuan vang telah ditetapkan. Pokok -
pokok kegistan tersebut antara lain -
| Melakukan pendataan dan’ pemetsan anak usia sekolah pendidikan
dasar serta fasilitas pendidikan vang tersedia dengan cermat sehingua
data yang dihasilkan dapat digunakan sebagai dasar untuk perencanaan
pendidikan ke depan. Kegiatan ini dilakukan oleh Mantri Statistik
Tugasnya adalah mendata anak usia 7 - 12 tahun vang tamat ataupiun
tidak tamat SDVMI dan yang sederajot, termasuk anak putus sekolah
Mendata anak usia 13 — 15 mhun yang sudah tmmat SD/MI dan vang
setara yang tidak melanjutkan ke SLTP/MTs dan vang setara ataupun
yang melanjuikan, termasuk anak putus sekolah, mendata daya
tampung sckolah, jumlah tamatan dan lokasi SLTP/SLTP-L B/ Ts dan
vang sciara dan pendataan lainnva vang berkaftan do ngan wajib belajar
pendidikan dasara 9 tahun
2. Melakukan sosialisasi wajib belajar pendidikan dasar kepada seluruh
masyarakat, khususnya pada orang tua murid di daerah pedesaan
entang pentingnya wajib belajar pendidkan dasar 9 tahun Dengan
adanya sosialisasi ini dihwrapkan agar masyarskat memahami dan
menyadan pentingnya menamatkan Jemjang pendidikan dasar 9 tahun
Sostalissi ini dilaksanakan melalui berbigai pranata sosial masvarakat,

misalnya rembug desa, pengajian, majelis taklim, misa'kebaktian.

%
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PEK. dasa wisma, LMK/LEMD, Temu karva LKMIDY Rapat UDKP,
Rapal koordinast pembangunan dsermh dengan meénggumakan peran
serta dari para petugas, pejabat, tokoh gama, publik figure, dan juga
diliuksn melalur media lam sepert film, poster, [iller, kalender, dan
sebagninya

Melakukan  optimalisasi  penyelenggarsan  pendidikan  dasar
Ciptimalisast yang dimaksud adalab usahs oniuk memngkatkan doya
puna {ehsienst ) dan hasil guna ( etekufitas ) suatu kegatan,
Optimabsas: penyvelenggaraan pendidikan dasar merupakan  wsabi
urtuk meninngkatkan kegiatan proses belajar dan mengajur poda
renjang pendidikan dasar agar muiu |lulusan, jumlah lulusan, dan daya
tampung dapat lebih dl.ll[igkulkan lagh dengan menggunakan fasilitas
varg ada. Penpoptimabisasian ini jugs dimuongkinkan untuk meniambaly
sarang dan prasarana pendidikan, apabila memang sangat diperlukan
Pengoptimalisasian  penyvelengpamman  pendidikan dasar sl menjuds
tanggung jewab Kepals sekolah. Kegatan optimalisast i dilaksanakan
mélalu pengusahaan untuk mencepab tetrmdinys anok pulus sckolah

{ drop out ), menmgkatkan dava tampung dengan menggunakan sarans
dan prasarana yang lersedia, meningkatkan mutu lolusan melalu
peningkatan proses belajar mengajar vang lebih baik, mengevaluasi
stsitermn ravonisasi agar lebih berdayva guna dan berhasil guna (<{isicnsi
dan efekuftas), mengoptimalizasikan pengeunaan ruang kelas staw
gedung yang sudah odak terpakar lagn untuk kelancaran proses
Kegiatan belajor mengajir

Mendayagunakan tekhnologi komunikasi untuk mendukung wajib
belajar pendidikan dasar 9 tahun semenjak tahun 1976 oleh
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dengan mengembangkan
tekhnolegr komunikas) untuk pendidikan vang semula dikenal sebagai
TEPK (tekhnologn Komunikast Pendidikan dan Kebudayaan ). Namun
sgiak tahun 1979 dirubah mL:nJad| Pusat Tekhnolog Komumkas
Pendidikan dan Kebudayaan { Pustekom Dikbud) Pustekom Dikbud
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imi berada di bawah naungan Badan Penclitan dan Pengembangan
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Pustekom ini dilengkap
dengun sarana dan prasarana produksi untuk memproduksi media
lelevisi dan media radio,

Untuk media radio, Pustckom bekera sama dengin Radio Republik
Indonesia (RR1), Sedangkan di media televisy, Pustekom bekrja sama
dengan Televisi republik Indonesia (TVR1) dan Televisi Pendidikan
Indonesia { TP Dalam rangka mendukung pervelenggaraan wiyib
belajar pendidikan dasar 9 wahun 1ni, Pustekom didayapunakan untuk
memberikan dukungan penvelenggaraan sosiahsasi INPRES NOMOR
I TAHUN 1994

Perbaikan dan pengembangan  mulu lingkungan  belajr,  Faktor
linghungan sangal berpengaruh erhadap penyvelenggaaraan  proses
bebeijior wvengapor hark s proses belagar yig terpids i romah otauapan
proses belajur ynag terad di sekolnh. Dalam progeam i, hinghungan
helajur di sekolah perlu lebih dsperhatikan agar dapat diwuyudkan
supsana vang bisa menunjang kelancaran dan  kenyamanan dalam
proses helajar mengajar Misalnya pencmpatan vedung sekolah vang
stratepis (mudah dijgnghau siswa) kebersihan, ruang kelas, ruang
perpustakaaan, kamar mandi ataupun kamar keeil

Penvelenggaraan  pendidikan  untuk pembangunan  merupakan
mnggung jawab bersama antara pemerintah, orang lua dan masyarakal.
Departemen pendidikan Nasional sebagai penanggung jawab utama
dalam penyelenggaran program ini memiliki sgjumbah sumber dava
manusia, khususnya tenaga pengajar. Untuk masaleh dana, Undang -
Undang Nomor 2 Tahun]1984 tentang System Pendikun Masional Bab
%111 pasal 47 avat 1 menyatakan bakhwa masyarakat scbagal mira
pemerintah berkesempatan yang seluas — luasnya untuk berperan serta
dalam pendidikan nasional Bentuk dan peran seria masvarikal
tersebut dijelaskan pula dalam Peraturan pemerintah Nomor 389 Tahun
1992 Bab 111 Pasal 4 antara laim
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8, Pendinan dan penyelenggaraan satuan pendidikan (sekolah)

b, Pengadaan dan pemberian bantusn tenaga kependidikan

c. Pengadaan dan pemberian bantuan tenaga ahli

d. Pengadaan duna dan pemberian bantuan vang dapat berupa
wakaf, sumbangan, pinjaman, beasiswa, dan bentuk lain yang
tidak sejenis

e. Pengadaan dan pemberian bantuan ruangan, gedung, dn tanah
untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar

f. Pengadaan dan pemberian bantuan buku pelajaran dan
peralatan pendidikan untuk melaksanakan kegiatan belajar.

7. Meningkatkan  days tampung dan  mute  pendidikan  program
pendidikan tiga tahun di SLTP/MTs Negeri dan Swasta dan yang
sedernjat untuk menampung lulusan SD setiap tehunnya. Selain itu
juga dilakukan usaha untuk membangun Unit Gedung Baru (UGR),
Ruang kela Baru (RKB), pengadaan buku pelajeran dan media
pengajaran, pengadaan gurn dan tenaga tekhnis, penvediaan biava
perawatan dan operasional. Semua ity memerlukan anggaran vang
tidak sedikit sehingga diusahakan agar anpgaran yang berasal dari
pemenintah berupa APBN, APBD Tingkat |, APBD Tingkat 11, dan
Dana Inpres dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin  untuk
tercapainya tujuan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun

% Pemberian penghargaan khususnya kepada staf schaga  pelaksana
kebijakan

3.3.1. Koordinasi

Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun merupakan salah
satul program pembangunan nasional yang dilaksanakan di daerah — daerah
seluruh Indonesia. Dalam penyelenggaraannya, setiap pelaksana kebijakan,
khususnya aparatur  pemenmah  harus  melaksarakan  sesuai dengan
weweaangnys masing — masing. Maka dari itu, agar dalam pelaksanaan

program imi lancar, tidak terjadi wmpang tindih dalam pelaksanaan tugas,

=
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dan  kekakuan antar pelaksana kebijakan sangat diperlukan  adanya
koordinasi. Koordinasi  pada hakekatnya merupakan upaya untuk
memadukan, menverasikan, dan mevelaraskan berbagai kepetingan dan
kegiatlan vang saling berkaitan serta langkah langkah vang diambil dan
wakiu yang digunakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran bersama
sama

Koordinasi dalam kebiyakan ini dibedakan menjadi tiga macam yaitu
koordinasi hirarkis (vertical), koordinasi fungsional, sers koordinasi
mstansional.  Koordinasi hirarkis (vertical) merupakan koordinasi yang
dilakukan oleh seorang pejabai pimpinsn dalam suatu instansi pemeriniah
lerhadap pejabat (pegawai) atau instansi bawahannya, misalnya koordinasi
yang terjadi antara Dinas Pendidikan Nasional Probolingge denpan 24
cabang dinasnya di tiap — tiap kecamatan. Koordinasi vang kedua ada'ah
koordinasi fungsional vaitu suatu koordinasi yang dilakukan oleh seorang
pelabat atau instansi lainnya vang tugasnya saling berkaitan berdasarkan atas
fungsionalisasi misalnva koordinasi vang terjadi antar sekolah, Dan
koordinasi yang terakhir vaitu koorinasi instansional. Koordinasi Jenis ini
merupakan kooordinasi vang dilakukan terhadap beberapa instansi yang
menangani suatu urusan terlentu vang berkaitan, misalnva koordinasi antars

mantn ststishk dengan kecamatan

333, Pelaporan

hegiatan pelaporan ini sebenarnya berasal dani dua kegiatan yang
teleh dilakukan sebelumnyva vaitu kegiatan pemantauan dan penilaian vang
difakukan dengan pendekatan kuantitatif untuk memperoleh datn statistik
dan menilm seberapa jauh tinghat keberhasilan vang dicapai dalam
pencrapan berbagai program kegistan pelaksanaan wijib belujar pendidikan
dasar 9 1shun vang dilaksangkan oleh semua phak yang terkait. Langkah
kedua yaitu melakukan pendekatan kualitatif dengan cara menpadakan

kunjungan lapangan secara langsuig sehingga akan diperoleh informasi
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nyata mengenai seberapa jauh tingkat keterlaksanaan dan keberhasilan vang
dicapm dafam proses pelaksanaannyu

Dua kegiatan ini berarti akan menghasilkan imformasi tentang
kekuntan, kelemahan, tantangan, dan peluang, sehingga diharapkan
pelaksanaan wlljr'l? belajar pendidikan dasar 9 tahun, vang dituangkan dalam
bentuk pelaporan untuk selanjutnyva disampaikan kepada instansi —instansi
yang bersangkutan tersebut. Jadi pelaporan ini bensi informasi vang tersusun
secara sistemnahs untuk  dijadikan sebagai umpan balik bagi proses
pengambilan  keputusan untuk menindaklanjuti berups kebijakan tabap

selanjutnya

3.4, Input Kebijakan

Input yang akan menjadi fokus penelitian ini wdalah berupa
penyediaan sumber daya kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan
Nasional Kabupaten Probolinggo. Dalam pelaksanaan program - program
dan INPRES Nomor | TAHUN 1994 im antara lain sal, wewenang,

informasi, dan fasilitas.

3.4.1. Sumber Daya Stafl

stal yang dimaksud dalam penelitian ini berdasarkan Undang
Undang Nomor 2 Tahun 1989 Bab VII adalah tenaga pengmar dan tenaga
kependidikan yang merupakan ujung tombak sckaligus memegang peranan
penting dalam pelaksanaan program dan kebyakan pendidikan, Penyvediaan
sumber daya kebiyjakan berupa staf ini menyvangkut ketersedisannya baik di
tingkat S0 maupun SLTP serta kecakapan atau kelavakan mengajar dan
mengelola yang dimilikinya,

Undang — Undang Nomor 2 Tahun 1989 menjelaskan bahwa tenaga
pengajar merupakan tenaga pendidik yang khusus diangkat dengan tugas
utama mengajar, yang pada jenjang pendidikan dasar dan mnengah disebut
guru sedangkan tenaga kependidikan merupakan tenaga pendidik, pengelola
satuan pendidikan, penilik pengawas, peneliti dan pengembang di bidang
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pendidikan, pustakawan, \shoran, dan teknisi sumber belajar Dan sesual
dengan  penvempurnaan oleh Menteri Menteri  pendidikan  nasional
mempenelas  dalam  Keputusan Menteri  Pendidikan  Nasional  Nomor
(44/1/02 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah babwa vang jugs
lermasuk tenaga kependidikan adalah Dewan Pendidikan dan  Komite

Cekolah

3.4.1.1. Staf pada Tingkat 5D

Sekolah dasar jika dinitai dan kelengkapan pguru yang MEngdjar
maka sctiap sekolah paling tidak memiliki secrang kepala sekolah dengan
dibantu oleh 6 orang gura dimana tisp gury memegant endall satu kelas,
dun seorang guru agama, Akan tewapi tdak semua sekolah memenubi svarat
kelayakan minimal tersebut. Kedelapan tenaga pengajar tersebut seharuseya
sudah menjadi pegawai negeri sipil

Tidak semua sekolah dan kedelapan ienaga pengajar  Lerscbul
merapakan pegawal negen sipil kKhususnya sekolah vang berada i dacrah
pedalaman, schingga tidak jarang pula sekoalh mengambil dar tenaga
sukowan atau puru bantu. Khusus tenaga sukwan, dia bisa memegang kelas
dengan svarat minimal mengajar penuh selama 3 han

Khusus penvediaan tenaga penchdik afau sering disebut sehaga
eury di masing — masing kecamatan berbeda tergantung kepada jumlah
sekoluh vang tersedia. Tidak semuanya iEnaga pendidik mengajar SEsLE
dengan lulusannya atau untuk tenagd pendidik sesuai dengan ijasahnya atau
biding mata pelajaran yang ditckuninya schingga muncul istilah gury yang
layak mengajar, semi layak mengujar, scria udak layak mengujar.

Tenaps guru vang layak mengajar untuk tingkat ‘S0 dan tingkat
SLTP berbeda dikarenakan kurikulum untuk tinghat SLTP sudah lebih
spesifik ilmu vang akan diajarkamiya Tenaga pury vang tergolong layak
mengajar di SD adalah para guru yang lulusannya minimal D2 atau Tulusan
PGSL.
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Tenaga guru vang tergolong semi layak mengajar unluk tingkat SD
adalsh para gurs vang lulusan SPG dan jarang didelegasikan untuk
mengikuti penataran kurikulum vang diadakan oleh Departemen Pendidikan
Nastonal. Maka dan itu, para guru vang masih Tulusan SPG namun sudah
diangkal menjadi pegawal negeri sipil diwajibkan bagi mercka umtuk
melajutkan sckolah Tagi mimmal PGSD, Meskipun schenamya masih
banyak juga para lulusan SPG terschut hanya bersiatus sebapai guru banty

Guru yang termasuk dalam kategori guru vang tidak layak mengayar
adalah guru SD yang masih lulusan SLTA. Para lulusan SLTA tersebut
meskipun scjajar jenjang pendidikannya dengan SPG akan tetapr umiuk
lulusan SMA belum pernah mendapatkan kurikulum  tekhnik belajar
mengajar yang baik semasa masih sekolah sehingga pengetahuan pendidikan
miasih rendah

Berikut ini pada tabel 3 dan tabel 4 akan dijabarkan mengenai
unghat jazah tertinggr yang dimiliki oleh para guru baik di SD maupun di
MI. Dari tabel itu dapat dilihat bahwa ternyata guru vang lulusan SLTA Mon
keguruan masih banyak ditemukan pada gura ML ini berarti babwas BHTL
dak layak mengajar masih tergolong besar dikarenakan Kurangnya
kesadaran untuk meningkatkan kualifikasi gury pada swasta, dalam hal ini
MI sedangkan kualifikasi guru pada SD sudah tergolong bagus, hal im
dikarenakan untuk guru 5D negeri vang masih Tulusan S1LTA bail VAT N0
keguruan maupun yang SLTA keguruan diwajibkan untuk sekolah dengan
tpazah mmmal D [1 - PGSD,
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Tabel 3. Jumlah guru SD menurut ijazah teringgi i Kabupaten Probolinggo

Tahun 2002
Giury menurut gazah tertnggi
2. [ ﬂﬁ: “:;“ DI | DI | D[ §1 | Jumlah |
1. !smmm 20 | a3 || @ e |- i 32 ‘ 7
| 2. | Lumbang ] 13] 0 p 2 M A 15 |
5. rocis 2 -l B R T B 7S F U i
4 | Sumberasih 0 22 [0 |nae| o | 47| mm
5 Wonomerto ] 41 [t] 635 | O 131
6 | Bantaran 0 57 o | 7| 3 | 160
7. | Kuripan 6 35 0 | 85 I g | 27 153
8 | Sumber E 5 | 0 | T i g | 22 118
9 | Lecas 1 0 (1] a7 I 2 | 38 TUR
10. | Tegalsiwalan 0 49 4 - R g 136
11. | Banyuanyar i 9 0 45 i 1 T2 127
12. | Dnngu il 105 (1] 77 | i 75 258
13, | Gending 0 5 | 4 |66 | D | &0 184
14 | Maron [l % 41 y | 56| 2 | |17
15. | Gading BT o Tt ) O 38 | 127
16. | Tiris | 2 32 - T 135
17, | Kroeil | 24 | o | 59| 0 | 94| 178
18. | Pajarakan 0 61 0 : 65 | 2 | 53| s |
[ 19. | Kraksaan | 0 45 | 94 | 12 | 103 285
|zu Krejengan 0 41 gl al ¢ | 146
21 | Besuk 0 + 2 -1-'.-'! I ".’II 165 |
22 | Pakuniran 0 | 26 0 120 | 0 13 159 |
|23. Paiton 0. | 5 3 lDS! 7 55 | 222 :
| 24. | Kotaanyar 2. ¥ |83 | ! 0 | 129 |

e ¢ - : -
Sumber : Profil Pendidikan Kabupaten Probolinggo Tahun 2002
[inas Pendidikan MNasional Pemkab. Probolingpo

e
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Tabel 4. Jumlah guru MI menurut ijazah tertinggi di Kabupaten Probolinggo

tahun 2002

Ciuru menurut (jazah tertinggi

Lo g 8| B0 FEL S0 | s1 | Jumiah
| | NKeg | Keg | | _

. | Sukapura | 45 0 [ 3 T l 50

| 2. | Lumbang I 20 0 0 1 (1] I‘ 1 | 23
3. | Tongas & | 0 I I R e T
4 | Sumberasih 35 0 3 7 B
3, | Wonomerto | 32 0 0 5 0 || L IGE
6. |Bantaran | 93 i Bl w2k 0. |00 | a7
7. | Kuripan 14 0 0 4 T : 19
'8 | Sumber 52 0 0 0 Yl 108
9, | Leces 100 0 2 7 o | 5 | 114
| 10. =| Tegalsiwalan 74 0 2 5 i | i | 81
|11 | Banyuanyar | 275 0 PR T T T (O § 5
12, | Dringu 21 i 0 8 l. 3 | 31
3 |Genting | 99 | @ | 3 |20 |2 | 10 : 134
14 | Maron [ 280 0 0 232 3 I 11 . il6
15. | Gading 90 0 0 13 0 4 | 107
16. | Tiris 48 0 a8 | 2 I 1| e
17. | Krucil | 50 2 10 LH O | 162
18, | Pajarakan 43 o | ? e | i 52
19. | Kraksaan 93 0 s |3 o | ) 140
20, | Krejengan 269 o 3 13 | 7 303
21. | Besuk 15 0 T ()  E O 45
22, | Pakuniran 80 0 1 14 1] 1] 45
73. | Paiton 140 > | 36 | 0 | 22 | 200
34, | Kotaanyar 85 0 " I (I 112
L | S

“Sgmber - Profil Pendidikan Kabupaten Probolinggo Tahun 2002
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3.4.1.2. Staf pada Tingkat SLTP

Jemang pendidikan pada tingkat SLTP vang terdiri dari SLTP dan
MT: untuk standart minimal staf pengajar  vamg berbeda, hal ini
dikarenakan untuk MTs ditambah dengan guru - guru sgama seperti hahasa
arab, figih, akhlak, dan lain sebagainya. Standart mimmal SLTP sesual
banyaknya kunkulum vaitu 13 guru dan MTs sebanyak 18 gury,

Seperti halnya guru SD, untuk guru SLTP pun juga diklasifikasikan
menjadh tiga golongan yaitu gury vang tidak layak mengajar, guru semi
lavak mengajar, serta guru vang tidak layak mengajar. Tenaga puru yang
layak mengajar untuk tingkat SLTP adalah lulusan sarjana kependidikan atau
minimal memiliki ijasah akta empat unuk lulusan sarjana non kependidikan
serta mengajar mata pelajaran sesuar dengan ijasahnva,

Tenaga guru semi layak mengajar merupakan gury vang Julusannya
sudah sesuai namun mata pelajaran yang disjarkan masih banvak vang
sebenarnya tidak sesuai dengan jurusan atau bidang studi yang ditekuninya
sewaktu masih kuliah. Dan tenaga goru vang tergolong tidak layak mengajar
adnlah guru yang masih lulusan SMLU ataupun gura yvang masih kuoliah,
biasanya untu polongan ini hanva bersifat membantu kekurangan tenaga
pengajar sementara,

Meskipun Departemen Pendidikan Nasional sudah menganjurkan
bahwa tenaga pengajar siswa SLTP minimal memiliki ijazah S1, akan tetapi
masih banvak pula SLTP yang memihiki tenaga pengajar berijazah dibawah
S1. Tabel lima dan tabel enam dibawah ini menunjukksn bahwa umuk
SLTP, sudah banvak guru yang lulusan 51 Kependidikan maupun 51 non
kependidikan yang memliki akta empat sebagai lenaga pengajar, akan tetapi,
untuk MTs, tenaga pengajamya mayoritas lulusan SLTA schingga masih

banvak tenaga pengajar vang tidak layak mengajar

.
Y
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Tabel 5. Jumlah guru SLTP menurut ijazah teringgr di Kabupaten

Probolinggo Tahun 20072

Liuru menurut ijazah tertingpi

el

| No | T |P'r_";_'§i'.'rr' ' [ ' E_'_a F s |
eCamalan D1 L | DI | HE‘_;; NKeg | 52 I Tumtah
(1. |Sukapura | 0 2 i I T T
12 |Lomtang | o [ o ] 1 fanl oo | o | 13
3. | Tongas ; 2 TN S 1]
4 Sumberasih & JSeer 50 9% 3 i 42
5. | Wonomento | ¥ b 29 LE 0 30
6, | Bantaran N9 B | 0 | 19 ‘ 0 0 I |9
7. | Kuripan i 2 0 | & | -1 | | &
8, | Sumber | o 1 I 0 | 9 Guf 85
9 Leces ¥ 3 0 2 | 2 | ¥ | 34
| 19. | Tegalstwalan d 1 3 4 : |5 I g [ 4 22
| 11. | Banyuanyar |0 b i = : T 0 12
12, | Dringu Al G W S il 49
13. | Gending 0 g |.2 32 ] : 0 42
| 4 | Maron | 3 2 SO o -l ST, i 44
15. | Gading 1 2 | T R o (Y
16 |'['ir|5 : 0 | o | o : W | 8 | 0 20
17, | Krucil | 0 0 I 19 0 0 | 20
18, | Pajarakan 2 | ‘ 4] 26 ‘ 0 ‘ 0 I 29
!:9. |Kmksaan 3 i | 32 | 7 | 0 47
20. | Krejengan 1 1 | | N | 0 ‘ 4
21 | Besuk 0 7 el el e | 8 |
22, | Pakuniran 0 0 | 0 1 i 1
| 23. | Paiton : - T -3 T Wl
!34. | Kotaanyar | @ ! ‘ 1 ‘ 18 | 0 0 20
| | |
.‘-imrtl:u.:r Profil Pendidikan ﬁahup}-{ﬁﬁlﬁhlji—iaégﬁ Tahun 2002
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Tahel 6. Jumlah guru MTs menurut ijazah tertinggi di Kahupaten

- e I — ' 1 — | e
Sumber - Profil Pendidikan Kabupaten Probolinggo Tahun 2002

Probolinggeo Tahun 2002
Guru menurut jjazah tertingg: |
Mo | [ PGSLP | ik T &l =t
|  Kecamatan SLTA 5 Dill | 51 Keg ke | Jumigh

1. | Sukapura 9 3 2 | 0 ol TR
2. | Lumbang 10 3 0 0 7 0 20
3 | Tongas 20 0 2 0 3 0 25
4, | Sumberasih 4 0 v 1 14 0 19
4 | Wonomerto 8 0 ) | 4 5 26
6. | Banturan 5 1 | 0 6 17
7. | Kuripan w | 3 0 0 5 3 1
£ | Sumber 9 L 1 0 7 0 17
9, | Leces 2 5 | 10 4 22 0 43
10, | Tegalsiwalan 4 2 1 0 11 2 20
| 11. | Banyuanyar I 4 3 | 4 [ 14
12, | Dringu 9 0 | 0 1 % 19
13. | Gending % ( 0| 3 4 2 28
14. | Maron _ 7 2 .1 I 5 3 26
| 15. | Gading | 5 0 6 | 32 1z | © 25
16. | Tins | 7 2 3 ! 2 0 15
17 | Krucil 3 | 0 2 | 13 4 21
18. |]’a_']nra1-::m | 0 10 2 19 | O 30
19, | Kraksaan 2 i 14 1 1% 0 41
20, | Krejengan 3 7 | & 10 3 2 31
21 | Besuk | 3 | ¥ | i1 0 ¥ 3 28
22 | Pakuniran | ] 0 5 2 g | & 17
23. |'I=’:umn | ] 12 ! 10 5 34 I 7. &3
24, | Kotanyar | 10 0 '; 0 1 4 | { 20

| et i a0 |
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3.4.2. Sumber Dauya Fasilitas

Penyedaan sumber daya kebijakan yang kedua yaitu fasilitas
Fasilitas ini mencakup penyediaan ruang kelas, perpustakaan, lapangan olah
raga, ruang UTKS, laboratorium, inventaris serta penyediaan dana. Fasilitas
sckolah vang disediakan tidak semuanya dalam kondisi bagus (layak pakai)
aamun ada beberapa vany sudah rusak parah, khususnya pada bagian gedung
sekolah, Maka dan ity, unuk roang kelas yang merupakan fasilitas penting
untuk terjadinya proses belajar mengajar ini terbag ke dalam tiga kondist
yaitu ruang kelas dalam kondisi baik, vang kedua vaitu datam kondisi rusak
ringan, dan yang terakhir yaitu ruang kelas dalam kondisi rusek berat,

Khusus inventaris, bisa mengalami mutasi yang biaza disebut
dengan mutasi barang. Mutasi barang terjadi karena pengadaan bary melatui
pembelian, sumbanagn atau hibah, penyewaan atau peminjaman. Yang
masuk dalam kategori keadaan barang bertambah, sedangkan untuk keadaan
harang berkurang terjadi karena dijual, rusak atau hlang, dihibahkan atou
disumbangkan, dikembalikan karena barang pinjaman.

[nventaris bisa berupa alat — alat kantor, alat - alat kesenian, alat -
alat peraga seperts globe, peta — peta, dan lnin sebapainya. Pengadaan
inventaris hisa dilakukan dengan pembelian sesua dengan ketenfuan yang
berlaku, membuat sendin vaitu barang yang dapat dihasilkan oleh sckolah
vang bersangkutan, penénimaan hibah atau bamtuan vaitu penerimaan dari
pihak lan yang dilakukan dengan berita acara serah terima, penyewaan yaill
barang vang disews dari pibak lain wntuk kepentingan pendidikan
Perdasarkan perjanjian scwa menyewa, pinjaman yaitu barang yang dipinjam
dari pihak lain untuk kepentingan pendidikan berdasarkan perjanjian pinjam
meminjam, serta gunasusun atau kanibalisme vaitu suatu usaha pengadaan
barang déngan cara memanfaatkan beberaps barang vang sidah tidak
terpakai menjadi barang yang berguns

Pengadasn barang  untuk keperluan  sekolah ini ditakukan
berdasarkan perencanaan dan penentuan kebutuhan oleh kepala sckolah

secara bertahap ataupon sekaligus vang hersumber dari dana yang tersedia,
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haik dari pemeriniah pusat, pemerintah daerah, vayasan, orang lua siswa
vang bersangkutan ataupun sumber dana lainnya

Semua kegiatan penyelenggaraan pengadaan  barang  untuk
kemudian dilakukan perawatan i menjadi wewenang dan tanggung jawab
kepala sekolah, sedangkan Inspektorat Wilayah Propinsi dan kabupaten
hanya schapai pengawas dan pemeriksa umum.

3.4.2.1. Penvediaan Fasilitas tingkat SD

Penyedinan  fasilitas  yung terpenting adalah tempat uniuk
mengadakan proses belajar mengajar yaitu sekolah Penyediaan sckolah
antara S0 perbandingan jumluhnya berbeda jauh. Berikut ini adalah tabel
perbandingan antara jumlah 3D Negeri dengan ML
Tﬂ.l'.r:‘.! 7 : Banyaknya 8D tahun 2002 Hahupaien Probolinggo

l'_hl-u:r k- Kecamatan Negert Swasta Jumlah |
1. | Sukapura 20 . 5 I 25
| 2. | Sumber 26 9 35
| 3 Kuripan 26 13 39
4. | Bantaran i 25 8 13
| 5 | Leces 30 12 42
| 6 | Tegalsiwalan 23 10 33
| 7. | Banyuanyar 19 9 2%
8 | Tiris ' 41 7 48
| 9, | Krucil 34 7 i & /4
10. | Gading 28 5 a3
‘ 11. | Pakuniran 27 10 37
12 | Kotaanyar 23 . g 3
| 13. | Paiton . 28 L& 4
| 14. | Besuk 24 7 il
| 15 | Kraksoan 35 | 5 40
16. | Krejengan 24 8 ¥
| 17. | Pajarakan 22 8 30
18 | Maron 3l 11 42
| 19 |{_1:11:iu'|1, ' | & 9 2T
| 20, | Dringu 27 7 34
| 21, | Wonomerio 20 5 25
| 22 | Lumbang R ' 5 28
23. | Tengas | 33 ] . 43
| 24. | Sumberasih 28 10 | 38

Sumber : Probolinggo dalam angku. 2002, huhupﬂtcn Probolinggo
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Penvediaan fasilitas pada tingkat SD baik pada SD maupun MI
perlu mendapat perhatian besar demi kelancaran proses belajar mengajar,
khususnya mengenai penvedisan ruang kelas. Hal im  dikarcnakan
penyediaan ruang kelas vang cukup dan memadai akan menentukan dava
wmpung siswa sckolah tersebut sehingga ruang kelas i perlu diperhatikan
kondisinya.

Rondisi ruang kelas pada 5D dan M1 hampir sama prosentasenya,
bahkan amara ruang kelas dalam kondisi baik dengan rusng kelas dalam
kondisi rusak nngan. Ruang kelas dikstakan dalam kondisi baik
dikarenakan ruangannya masih bagus, belum ada kerusakan, juga sermasuk
bangku sekolahnyn Namun jika ruang kelas itu sudah mulai rusak,
gedungnya mulai retak dan berlubang, serta beberapa bangku sekolah rula:
rusak maka masuk dalam kategori rusak ringan. Sedangkan untuk ruang
kelas yang bangunannya sudah hampir roboh vang cenderung dikarenakan
perubahan alam yaitu peletusan gpunung berapi, gempa bumi, angin puyuh,
hujan disertai badai, atau perubahan bumi laimnya bangku sekolah banvak
yang sudah tidak bisa dipakai lagi senta kerusakan besar lain maka ruang
kelas ini masuk dalam kategori rusak berat.

Maka dan itu, banyaknya prosentase ruang kelas vang berapa pada
wondisi bagus, rusak ringan, ataupun rusak berat, salah satunya tergantung
pada kondisi geografis wilayah kecamatan vang bersangkutan, Kondisi
geografis kedua pulubh empat kecamstan di Kabupaten Probolinggo berbeda -
beada

Berikut im pada tabel delapan akan dijabarkan mengenaipresentase
ruang kelas, Presentase imi merupakan perbandingan kondisi ruang kelas
pada saat itu dibagi dengan jumiah seluruh ruang kelas pada tiap kecamatan
dikalikan dengan seratus prosen dan tabel sembilan menjabarkan mengenal
Jumlah perjenis fasilitas baik itu perpustakaan, lapangan olah raga, ETTRIT
ruang UKS dibag dengan jumlah keseluruhan tiap jenis fasilitas pada setiap

kecamatan dikalikan dengan seratus prosen.
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Tabel §  Persentase ruang kelas milik SD dan MI menurut kondisi

A Kecamatan sD Ml
Baik Rusak | Rusak | Bmk Rusak | Rusak
Ringan | Beral Ringan | Berat
1 | Sukapura 4394 | 42,42 | 1364 | 50,00 | 3571 | 1429
7 | Lumbang 4355 | 3871 | 17,74 | 40,00 | 30,00 | 30,00
3 | Tongas 50,00 | 29,05 | 2095 | 49,02 | 4314 7,84
4 | Sumberasih 51,30 870 | 040 | 2250 | 30,00 | 47,50 |
5 | Wonomerto 30,16 | 4597 | 33,87 | 3929 | 32,14 | 28,57
6 | Bantaran 51,02 | 2507 | 23,81 | S161 | 3387 | 1432
7 [ Kuripan 3077 | 3526 | 3397 | 50,00 | 3125 | 1875
R | Sumber 4514 | 29.17 | 25,69 | 34,50 | 4200 | 13,50
9 | Leces 4105 | 3513 | 3385 | 51,58 | 37,89 | 10,53
N0 | Tegalsiwalan 3407 | 3297 | 1297 | 4615 [ 3121 | 21,54
|l | Banyuanyar 5354 | 2002 | 1654 | 4932 | 3446 | 1622
13 | Dringu 5545 | 1832 | 2624 | 8333 | 1667 | 0,00
13 | Gending 10000 | 000 [ 000 | lO0QO | 000 | 000
14 | Maron 3252 | 1729 | 1729 | 27,81 | 4768 | 24,50 |
15 | Gading 24.16 3758 | 3758 | 3533 42.00 | 2267
16 | Tiris 000 | 100,00 [ 000 | 5600 | 10,00 | 40,00
17 | Krucil 2404 | 3558 | 3558 | 3846 | 4231 | 1923 |
|8 | Pajaraken 4369 | &74 | 8,74 | 6098 | 1951 | 19,5
19 | Kraksaan 3064 | 1588 | 15.88 | 5741 | 2222 | 2037
50 | Krejengan 3966 | 2500 | 2500 | 45,05 | 27.81 | 2715
21 | Besuk 5833 | 1731 | 1231 | 5701 | 25,23 | 1776
b2 | Pakumiran 3762 | 3762 | 37.62 | 4861 | 34.72 | 16,67
23 | Paiton 4833 | 2477 | 18,09 | 7337 | 1,19 | 1343
;4 Kotagnyar 26 17 52 03 18,70 40,30 26,47 |32.E4

Sumber ; Profil Pendidikan Kabupaten Probolinggo Tahun 2002
Dinas Pendidikan Masional Pemkab. Probolinggo
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Tubel 9 : Persentase ketersediaan fasilitas milik S0 dan M1

o I Kecamatan 8D M1
' Perpus |LapOlsh | Ruamg | Perpus |Lap.Oah | fuang
Takaan raga UKS tikaan mya | UKS
| | Sukapura 50,00 556 | 4444 | 000 0,00 0,00
2 | Lumbang 10000 | 109,09 | 455 | 100,00 | 100,00 | 0,00
3 | Tongas 1471 | 2941 | 588 [ 100,00 | 66,67 |100,00
4 | Sumberasih 12143 | 000 | 8929 | 0,00 0,00 0,00
s [ Wonomerto 1500 | 000 | 500 | 000 | 0,00 | 0.0
f | Bantaran 0,00 | 000 | 0,00 [ 000 | 000 | 000
"7 | Kuripan LS4 | 000 | 7,69 | 50,00 | 0,00 | 0,00
8 | Sumber 000 | 000 | 000 | GOb | 000 | 0,00
(9 | Leces 10,00 | 40,00 | 333 | 000 | 909 | 000
10 | Tegalsiwalan | 16,67 | 000 | 833 | 2000 | 1333 | 667
11 Banyuanyar t.'l,i."lﬂ :'.l,ll‘lﬂ ﬁa_"ﬁj_ﬁ" "_.':{_3'3 ' E'E-'
12 [Dringu | 29,63 | 4074 | 1481 | 000 | 5000 | 000
:],"1 I-:indfub | 2222 | | n_ﬂ,m_ 000 | 370 | 0,00
14 | Maron | 0,00 0,00 | 000 oo | 417 4,17
15 | Gading 1 704 [ 5714 | 714 | D00 | GO0 | 3333
16 | Tiris 100,00 | 12105 | 1053 | 8974 | 000 | 000
17| Kruea T 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000
14 | Pajarakan 0,00 000 000 | 1538 | 30,77 | 2308
19 | Kraksaan [ 5143 | 71,43 | 60,00 | 76,19 | 7193 | 4386
20 :hl-'..;_l::nﬂﬁl'r | wﬁ:i'urj 66,67 100,00 | 178,95 ] 152,63 | 57,88
?I | Besuk ) 108,33 | 000 IIEI-E,I-I“ _ﬁE-i | 909 | 3636
22 | Pakuniran 1923 15,38 |3u?? 5000 | 938 12,50
53 | Paiton 10,71 | 0,00 | 1071 | 2041 | 23,53 | 000 |
24 | Kotaanyar 121,05 ! 121,05 | 04,74 | 1852 | 741 | 5926 |

sumber : Profil Pendidikan Kabupaten Probolinggo Tahun 2002
Linas Pendidikan MNasional Pemkab. Probolingpo
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Tidek semua SD yang  menvediakan  perpustakaan sehagai
pengayaan wawasan bagi siswanva, bahkan untuk lapangan olah ragapun
pada beberapa kecamatan tidak menvediakannva karena lubannva yang
sempit, sehingea apabila apabila guru olah raga akan mempraktekkan maten
warannya masth mengpunakan lapangan umum, lapangan milik kecamatan,
alau menumpang pada Sckolah lain yang sudah menvediakannya. Fasilitas
muang UKS ram - ra@ tiap sekoloh menyediakannya meskipun tidak
memadm, dalam artion bahwa ruangan yang tersedia sangal sempit, dan
asanya diletakkan di sudut kantor guru,

keterbatasan penvediaan fasilitas tersebul dikarenakan penvediaan
duna vang kurang mencukupi. Dana yang tersedia untuk Masing — masing
Kecamatan tdak sama meskipun sumber dananya hampir sami, Duna
tersebut berasal dan berbagai sumber vaitu pemerinizi pusal, pemenntah
daerah, vayasan, orang tua (wali murid). maupun dan sumber dana lainnya
{ donatur)

Undang Undang Nomor 2 Tahun [989 mengena  Sistem
pendidikan nasional pada Bab VIII tentang sumber dava pendidikan bahwa
pengadaan dan pendavagunasn sumber daya pendidikan dilakukan aleh
pemerintah, masyarakat dan orang tua peserta didikpendanaan pendidikan
dan Perauran Pemenintah Nomor 28 Tahun 1990 bab WV juga menerangkan
bahwa untuk membantu penvelenggaraan pendidikan maka dibenmuk RBadan
Pembantu Penyelenggara Pendidikan ( BP3).  Akan letapd  dengan
dradakannva otonomi daerah maka penyelengparaan pendidikan mengacu
pada Undang  Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang  Perimbangan
hoevangan antara Pemerintal Dacrah dengan Pemenintah Pusat dengan leap
melibaikan pemerintah, orang tua peserta didik, vayasan, seria sumebr dana
lainmnya

Dibawah 1m akan dijabarkan lebih lamjut mengenal  sumber
pendanaan berasal beseria besamnya dana vang diberikan oleh sumber -

sumber dana tersebut
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Tahel 10 : Kontribusi biaya pendidikan Pemerintah Pusat, Pemerintah
Diaerah, Yayasan, dan Orang tua siswa 5D (000)

F | Recamatan

b Pern. avasan |l:']-m|g | Pemda | Lainnya | Biayn satuan

. Y .. S I twa il 15

| 1 | Sukapura | 348 000 | 52,06 | 4446 | 000 3532478
2 | Lumbang I8 | 000 | 51,99 | 448 | 000 | 1981269
E :FTTE“ '. m_alm ’ D:EI.[_J. i'mn 1_3{: | 0,03 ?351531&4
4| Sumberasih (96,88 [ 0o | 173 | 1397 000 | SI6054.63 |
"5 | Wonomerio | 96,88 | 0,00 | 153 | 1,33 | 006 | 63781309
6 ;ﬁan_gm. ;n,_;q,m uﬁuﬂl! Lod [ 480 | 000 | 73945310 |
7 | Kuripan (9839 | 0,00 | 0,00 | 161 | 00D | 49818557
['E__Erimur_ 9635 | 000 | 191 | L4 | 000 | 59142292 |
| @ | Leces (96,01 | 000 | 260 [ 1,26 1 001 | 54029598 |
0 Tegalsiwalan | 58,82 | 000 | 1176 | 2941 | 000 | 395427864 |
iﬂan}-aam _| 9746 | DO | 092 | 1,57 | GOd | 49139989 |
12 | Drmgu | 9885 | 0,00 000 | LI5 | 000 | 91316031
!;3 Giending :w,.-_iﬁ' 000 | 138 | 096 | 000 | BaB162,11
4 [Maron | 96,60 000 | 132 | 1,83 | 035 39530142 |
E Gading 9357 | 000 | 110 | 521 | 0.2 559447.85 |
16 | Tins 5134 | 0,00 | 505 | 4361 | 0,00 3412.81 |
7 | Krucil 9933 | 000 | 0354 | 012 | 000 | 59617006
!E“:Pnjmhﬂn 0804 | 0,00 | 050 | 147 0.00 | 44884695
9 | Kraksaan 48,06 | 000 | 1702 | 3421 | 0,7 R147420 |
20 | Krejengan &7.14 | 0,00 | 131 | 3649 | 000 | 53804271 |
21 | Besuk GRO1 | 000 | 109 | 050 | 001 | 99872083
?3 Pakuriran 19579 | 000 | 191 | 231 | 000 | 18953160
23| Paiton 6135 | 000 [ 2233 | 1197 | 334 | SI180567
?4 Immr' | 3015 IL 000 | 1333 | 5652 | 000 6501243 |

Sumber Profil Pendidikan Kabupaten Probolimgge Tahun 2002,
Dinas Pendidikan Nasional Pemkab. Probolingpo
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Tabel 11 Kontribusi biaya pendidikan Pemerintah Pusat, Pemerintah
Draeral, dan Orang tus siswa M1 {000

Mo | Kecamatan
" ?;iL.Ll.-.-j!]:uru.
= Lumbang
L longas

4 Sumberasih

e

5 Hantaran
Rouripan

E | Sumber

Ca

| Teces

§0 ['egalsiwalan

Liringu

Crending

14 | Maron

% | Liading

It | 1rys

17 | Krucil

I8 | Pajarakan
1% kraksaan
20 Erejengan
P | Besuk

22 | Pakumiran
g3 Hazlon

gr"l | Bolanyar

Waonamerio

i
| Banwvuanyar

LFR LY (15 £

[ Pem 'Hu'.!riT Crrang A

. Pusat :
3462 | 3448 | 1834

| 8076 | 962 | 488

| 5908 [ 370 | 2021 | 74

18203 | 365 I 4. 800

| 6202 | 534 | 31.86

15768 | 23 | 738 |
26,22 | 18,73 | 2043 |
31.25 | 2000 | 1600

1 5028 | 474 1023 |

| 5300 (2025 | 1000
3702 | 1263 | 2349
27TAT | 10,00 | 1011

69,30 I 3 80 | 5.6
6261 | 752 14,44
®1,20 ' LY B4
33,00 | 1200 | 1600 |
5095 | 2000 | 10,05
4385 | 967 | 2425

| 5930 | 2814 | 2% |

| 5149 | 600 10,41 i
25,17 | 195 | 5064 |
69.02 | 1,45 | 10,90)
2098 | 940 | 5095
5358 | 757 | 3730 |

Fad b ALY
h,h"’- 558
g Gl 0,07
2150 151
5.39 | 6.84
1720 | 143
1211 6,55
.00 | 35

sumber : Profil Pendidikan Kabupaten Probolinggo Tahun 2002
Dinas Pendidikan Nasional Pemkab. Probalingso

Feommis
12,56 | 0,00
474 | 000
7.00 |
785 | 167 |
0,79 | 0.00
30,13 142
2186 | 1277
10,75 | 22.00
1062 | 24,12
1258 ] 217
1415 | 1271
2397 | 2846
8.56 | 2158
{1.F5 5 |8
829 | 082

Lamnnya Biavi satuan |

5038676 |

19864.86 |

e e —
0,00 | 4444983

18165000

19362.18

3341301 |
3281564 |
4153576 |
§13370 |

33219,59
106911 %6
16T 47
125989.73 |

1301736

| 5944623 |

.

F19113,04

47365

b [0 500

SHGET 99

43486 98

3707590

60149.87 |
4125934

32114.27
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3.4.2.2. Penyediaan Fasilitas Tingkat SLTP

Penvediaan fasilitas berupa satuan unit pendidikan vanu sekolah
pada tingkat SLTP masih jauh dari memada untuk menampung para lulisan
dart 5D Benkut i adalab hosil dan pendatan mengenai SLTP baik SLTP
Negen maupun SLTE swasta, dalam hal ini yaitu MTs dikarenakan pada
tingkat SLTP hanva ada MTs untuk SLTP swastanva. Dan tabel o bawah i
depat dilihat bahwa ternyata partisipasi masyarakat tetap besar, dengan

dibuktikan hampir adanya persamaan jumlah antare SLTP dan MTs.

Tabel 12 Banyaknya SLTP l.uhl.m 2002 Kabupaten I'-'n_rb-ulmbslu

N Kecamatan | ;d.ggﬂ_n_‘_ Sw i Jumlah
| Sukapura 2 2 4
2. | Sumber I I 2
3. | Kuripan 2 | 3
4. | Bantaran ' | I 2
5. | Leces 2 . I i
6. | Tepalsiwalan 2 . 2 4
7. | Banvuanyar 1 2 3
& | Tins 2 3 5
3| Krucal 2 3 | B
. | Gading 1 3 ! 4
(1. | Pakuniran I . 2 , 3
12 | Kotaanyar P | 2 , 4
13 ) Paslom 2 2 4
14. | Besuk 3 | 4
15, | Kraksasan I 2 3
6. | Krejengan ! 2 2 4
17. | Pajarakan 3 . 5
% | Maron 7 I | 3
19 | Gending 3 3 ' 5
| 20. | Dringu 2 l 3
21, | Wonomerto 1 2 3
22 | Lumbang 2 2 4
23. | Tongas 2 2 4
24 | Sumberasih 2 2 4

Sumber  Probolinggo dalam | anbha 2002, Kabupaten I-‘-‘mhn]mgg,n

label 13 dibawah im menjelaskan mengenad prosentae kondisi
ruang kelas ungkat SLTP baik SLTP maupun MTs dengan pengkategorian
yang sama dengan kondisi ruang kelas pada ungkat SD
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Tabel 13 : Persentase ruang kelas milik SLTP dan MTs menurut kondisi

Ne | Kecamatan SLTP MTs |
| Baik | Rusak | Rusak | Bask | Rusak | Rusak |
| Ringan | Berat Ringan | Berat |

| | Sukapura 3420 4793 | 1787 | 5300 41,25 | 05,75

3 | Lumbang 7273 | 2727 | 0,00 | 62,00 | 3800 | 0.00

3 | Tongas 9565 | 435 | 000 | 3333 | 6667 | 00,00

4 | Sumberasih 85,10 | 13,81 | 0.00 | 40,00 ' 40,00 | 20,00

5 | Wonomerto 10000 | 000 | 0.00 | 7143 | 1425 | 1429

6 | Bantaran 5385 | 000 | 4615 | 100,00 | 000 | 0.00

:'? Kuripan | 2500 | 000 [ 7500 | 4333 | 2547 | 330

| 8 | Sumber | 7500 [ 2500 | 0,00 | 64,00 | 3425 | 01,75

| G | Leces | 93,30 | 690 | 000 [ 7500 | 25060 | 000 |

h 'l-';:;_*alsiwa.l.;:.n | 85,00 __ali{m | 0,00 '_-4\;,% 57,14 _u,ﬁ'll

i1 | Banyuanyar 66,67 | 3333 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00

12 | Dringa 100,00 | 0,00 | 6,00 | 100,00 | 0,00 | 000

13 | Gending 55,56 | 3704 [ 781 | 7222 | 2222 | 556

14 | Maron 94,12 | 588 | 000 | 63,16 | 21,05 | 1579

[5 | Gading 46,67 | 4333 | 10,00 | 5385 | 3077 | 1538

6 | Tirs 69,23 | 1538 | 1538 | 6000 | 2000 | 20,00

7 | Krucil | 100,00 [ 0,00 | 6,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00

8 | Pajarakan | 100,00 [ 000 | 000 | 9143 | &75 | 000

9 | Kraksaan 10000 | 000 | 000 | 8298 | 638 | 10,64 |

20 | Krejengan 100,00 | 000 | 0,00 | 6000 | 40,00 | G00 |

1 | Besuk 7525 | 15,30 | 09,25 | 69,00 | 31,00 | 0,00 |

22 | Pakuniran 6000 | 4000 | 000 | 5455 | 2727 | 1818 |

)3 | Paiton 178672 | 938 | 351 | 3581 | 2342 | 1977 |

24 | Kotaanyar . 90,00 10,00 | 000 | 8§3.33 417 | 12,50

sumber : Profil Pendidikan Kabupaten Probolinggo Tahun 2002

Dinas Pendidikan Masional Pemkab. Probolingoo
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Fasilitas vang tersedia untuk pendidikan dasar tingkat SLTF lebih
beraneka ragam, mengingat kunkulum yang akan diajarkan lebih bervariatif
dan lebih terspesifikasi. Maka dari itu, penvediaan ruang kelas Jugs periu
ditingkatkan dan diperhatikan kondisinya, Jika angka prosentase kondisi
ruang kelas antara SD dan MI hampir sama, lain halnya dengan anghka
proseniase antara SLTP dengan MTs. Rata — rata untuk SLTP masih dalam
kondisi bagus, kecuali pada kecamatan Kuripan, dimana kondisi batknya
hanys mencapii 25 %o, Kuang kelas pada kecamatan mi 73 %o masth dalam
kondisi rusak berat.

Kondisi ruang kelas yang masih seluruhnya bagus pada MTs
terdapat pada empat kecamatan yaitu Bantaran, Banyuanvar, Dringu, dan
Pajarakan. Pada kecamatan lain hampir lima puluh persen yang dalam
keadaan bagus, tala - rata sudah mengalami bebernpa kerusakan nngan dan
kerusakan berat

Tidak hanya fasilitis ruang kelas yang perlu  diperhatikan
ketersedisannya, namun  fasilitas  lain seperti  perpustakaan  yang
menyedigkan  berbagai  perkembangan  Wwawasan imu  pengetahuan
tekhnologi dan seni (IPTEKS), lapangan olah tage baik lapangan basket,
lapangan bola volly maupun lapangan sepak bola, ruang UKS (Usaha
Kesehatan sekolah) yang merupakan ruangan untuk menangani siswa yang
terserang sakit pada jam sekolah sebelum dipulangkan atau dibawa ke rumzh
sakit, maupun laboratorium baik laboratinmn bahasa maupun laboratorium
iPA. Laboratorium [PA untuk SLTP rata — rata merupakan penggabungan
dua mata pelajaran yaitu Fisika dan Biologi, dan ruangan i dipakal secara™
bergantian melalui pengaturan jadwal pelajaran dan konlirmasi antar guru
kedus mata pelajaran tersebut, Masalah penggabungan ruangan i
Jikarenakan keterbatasan ruang kelas yang tersedia.

Rata — rata hampir scluruh sekolah di 24 kecamatan untuk SLTP
cudah memiliki ke- empat fasilias penting tersebut atau paling tidak
memiliki dua diantaranya. Lain halnya dengan MTs, penvediaan cmpatl

sarana tersebut masih jauh dari kelayakan proses belajar mengajar
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Tabel 14 : Persentase ketersediaan fasilitas nmlik SLTP dan MTs

_Ln :' Kecamatan SLIF =,
L _ Perpustakasn [Lap Olah ragn [Ruaag UKS |Labormorium |
| | Sukapura | 66567 33,33 Bif67 | L 00,00
|2 | Lumbang 100,00 100,00 | 0,00 100,00

3 | Tongas 10000 | 100,00 | 10000 | 100,00

' 4 | Sumberasth | 100,00 100,00 | 50,00 100,00
|:=. Wonomerio 1 100,00 100,00 50,00 100,00
|"-.r: Bantaran 5000 | S000 | 50,00 100,00
i_?'kurip:m = 50,00 100,00 50,00 100,00 |
|8 | Sumber 0,00 100,00 | 100,00 | 100,00 |
9 | Leces 66,67 100,00 | 10000 | 10000
?u Tepalsiwalan 100,00 | 100,00 50,00 00,00 |
I} | Banyuanyar 100,00 | 10000 | 10000 | 100,00
12 | Dringu 100,00 100,00 50,00 100,00
13 | Gending 000 | 6667 | 100,00 | 10000 |
14 | Maron 100,00 | 66.67 | 10000 | 100,00
15 | Gading 10000 | 10000 | 6667 | 100,00

6 | Tiris 0,00 0,00 50,00 100,00

)7 | Krucil 50,00 000 | 10000 | 10000 |
I8 | Pajarakan 50,00 50,00 25,00 100,00 |
9 | Kraksaan 50,00 33,33 30,00 99,67 |
10 | Krejengan 100,00 100,00 | 100,00 100,00 |
21 | Besuk 100,00 50,00 50,00 100,00 |
22 | Pakuniran 100,00 | 0,00 0,00 100,00 |
13 | Paiton 25,00 50,00 50,00 100,00
04 | Kotaanyar 100,00 100,00 | 100,00 50,00 |

Sumber : Profil Pendidikan Kabupaten Probolinggo Tahun 2002
Dinas Pendidikan Masional Pemkab. Probolinggo

a7
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Tubel 15 : Persentase ketersediaan fasilitas milik SLTP dan MTs

lr-.:- 1' Kecamatan MTE = . —|
iy Perpustakaan  |Lap Olah rags (Ruang UKS |Laboratorium |
| I | Sukapura 66,67 | 3333 | 6647 9500 |
2 [Lumbang 00,00 | 000 | 000 87,65 |
'3 | Tongas 100,00 0,00 10000 | 6600 |
4 | Sumberasih 10000 | 0,00 50,00 | 7008
s Wonomerto ]-IZI-EI_,LIILJ ' U‘TI_- T_EU,U-:JTW' ﬁﬁ',‘;rti
6 | Bantaran 30,040 | 2000 R S0.00
"7 | Kuripan 50,00 0,00 50,00 75,83
'8 | Sumber | 0,00 0,00 100,00 | 75,00
|9 | TLeces 1 66,67 0,00 100,00 665,00
.I‘-U Tegalsiwalan [0, 00 [I,[_![-J_ 50,00 j;lj;u? .
fﬂ Banyuanyar 100,00 100,00 | 10000 | 6800 |
iI'-" Dringu 100,00 | 100,00 i'_:éai;-i}ii ' 7500 |
13 | Gending | 000 66,67 | 100,00 | 7500 |
14 | Maron 10000 | 6667 | 10000 | 66,00 i
|5 |Gading | 10000 | 10000 | 6667 | 000 |
16 | Tinis [ 0,00 0,00 | 50,00 50,00 |
17 | Krucil 50,00 000 | 10000 | 57,75 |
E_'_Fajarakan i 50,00 5000 | 2500 63.75
j_ﬁ?.i.}-’.._raksuan EEEUU I 3333 E_U,{HJ__S_S,ULJ f
i Ijiir_e;engun 100,00 | 100,00 | 100,00 2500 |
El iEE:uk 100,00 50,00 S000 | 3333 _‘
B2 | Pakuniran 100,00 0,00 0,00 68,00 |
'3 | Paiton 75,00 50,00 50,00 %00 |
P4 | Kotaanyar 100,00 0,00 0,00 71,85

Sumber : Profil Pendidikan Kabupaten Probolinggo Tahun 2002
Dinas Pendidikan Nasiona! Pemkab. Probolinggo

-
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Tabel 16 : Kontribusi Binva Pendidikan Pemerintah Pusat, Yayasan,
Pemerintah Daerah, dan Crong tua Siswa SLTP (00K1)

"No | Kecamatan | Pem. Vayassn Kwang | Pemda | Laimnya | Bidys saman —|
R Rl L0 — B I | N e
I Sukapura [ 6,11 | 0,00 1161 | 24.28 0,00 | 1358351,14 |
|2 | Lumbang %83 (000 [886 |8231 |6.00 144330894 |
3 _'_I_L;:Em, ' un,‘L"'} loo  |045 | 3.08 _;'15:11:' ﬁ'EJ-t‘rﬁ‘.-‘.".J_'?_—‘
| "-.11111|‘.n.| sih | 79,58 | 0 I 977 | T3 l 337 Q7352562 J
5 | Wonomerio | 63,88 | 000 | 025 |35.87 |000 [10R326438
6 | Hontaran | 6815 | 000 | 1,74 30,00 [0,01 | 122966087 |
ET Kuripan 000 | 0,00 | 25,16 | 7484 [ 0.00 |?J'—EF
§ | Sumber | 23,17 [000 20,15 | 36,68 | 000 120749, E'E_'|
(9 | Leces __1!34,33 000 | 1767 |48.00 | 0,00 | 72895126 |
10 | Tegalsiwalun 32,65 000 | 18.00 39,35 [ 0,00 8753077 |
11 | Banyuanyar | 79,12 | 0,00 12,82 | 806 (1,10 414576, 79
B e (009 000 [1551 (7530 [000 | 3saseais
13 | Gending | 33.32 :u_uu- 9242 [3347 | 10,9 | 12118926 |
14 | Maron 9071 | 000 (635 |1.58 136 | 51522497 .
!i:‘w TGading. | 16,89 ILJ 00 | B84 4845 2583 11240460 |
o |Tis | _Ij_L 0,00 : 0,01 | 34I_E| [ 000 [ 1609509
'1? Korugil 87,49 | 0,00 !3.59 322_ in}.uu | 91142823 :
18 | Pajarakin 2887 [000 [1729 | 5385 |u__un | 154457,05 ‘
J0 | Kiksaan | 5092 000 |27.39 1903|266 29785010 ]
b0 | Krejengan | 51,89 | 000 813 | 4000 | 000 ' ﬁ*ﬂd-‘?'-ﬁ 36 |
Pl | Besuk 2800 (000 3791 | 3404 [305 | Tm9093
21 | Pakuniran 1206 D00 | 5231 |3563 |0.00 : 100472,73 |
23 | Paion 3330 0,00 | 5334 |17.05 |84l | 22901213 |
E-I Kuluan_'.'ur_ |'H'}§ﬁ 000 | 3876 | 5068 [ .00 WI

Sumber | Profil Pendidikan Kabupaten Probolinggo Tahun 2002

Dinas Pendidikan Nasional Pemkab. Probolinggo

e e——
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Tabel 17 - Kontribusi Biaya Pendidikan Pemerintah Pusat, Y ayasan,
Pemerintah Daerah, dan Orang tua Siswa MTs (00)

L]

£l

E.ecamatan

Sukapura

[ umbang
. I.'m-'ngai-;
| Sumberasih
| Wonomerta
-.J:'iﬂnhi!un

| BT i

| Sumbe

i Leces

I Fegnlsiwalan

| Banyuanvar

k| Iringi

‘ Ciending
haron

. Lrading

. Lirs

Forucil

I Fajarakan
| Koraksaan
- krejengan
| Besuk

i Pakuniran
[ Parton

| K otaanyvar

[ Pem ;":'a._'rahaﬁ .]':I_H:I.I.l_:-'. | Pemda
Pusst | e |
20,75 | 05,00 | 31,00 | 407235
123,00 [0734 | 3010

_':'.':‘r,_'!ru 10.00 iﬁ.l_ﬂi -jl,%
0,03 [4596 2308 | 2551
12720 [8,71 | 3900 | 25.00

1726 | 8,00

| 22 45

3200 | 10,25 |
| 3400 | 900
S0 00 :-n;l',ml

[ 3576 | 14.00

30,06 | 24.6%

o L PP

3425 | 27.00

00 | 30.00

[ 24.00 130,24

[ 1561 | 567 |2980 |340%
D987 [ 174 |248 |20.00
(3022 (476 3982 |3040]
AL 1219 | 171 [32.69
| 2981 [ 445 | 21.78 | 4351
0,72 (205 2172 | (807
'S 36 '-.u.,nl.- 30.37 | 3827
| 46,12 (037 |31.89 |21.08
959 (823 [43.05 323
30,31 | 21,58 4002 | 393
[ 11,38 (226 | 69.76 | 3.95

[ 4.42

3359 [ 130

| 44,12
(3138 [ 2000 | 33,14 | 14,86 | 0,62

7.45 | 6.42

| 2048 |

T

| 0.00

442

4.0
il

0,000

)
3956 | 0.00

Lainnya | Biaya satuan

16136533 |

59879 98

5215278

| 7445437
| 8080G.86
j 6294416
| 8351288 |
7960297 |
| 3837104 |

4857403

387 204189 71

LI

5 3)

: .56
bt
(1.4

|

| 057

.51

Sumber : Profil Pendidikan Kabupaten Probolinggo Tahun 2062
Dhnss Pendidikan Nasional Pemkah, Probolingeo

| 30303.03
| TO0%49 42
[ 23q472.15
' ‘.:?:'._tql?l_-lj
| 1485844
| 194391 53
41543285 |
| 124028,33
16889711 |

397127.00
| 9004461

U
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Sumber dana pada tingkal SLTP sccara gans besar sama dengan
sumber dana pada tingkat 8D vatu berasal dar pemerintah pusat, yvavasan,
orang s, pemenntah dacrah, dan sumber dana lannva. Pendanaan pada
trgkat SLTP 1w sepertt halnva puda ungkat S juga telah disesuarkan
dengan  Undang — Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Penmbangan
Keuangan antara Pemenntah Daeral: dengan Pemenntah Pusal.

Sumber dana pada MTs sebagian besar berasal dan pemenintah
pusat dan orang lua siswa, dan pads semua kecamatan mendapat bantusn
dari yayasan Masing - masing kecamatan memilike penyedinan dana yang
berbeda tergantung pada Kebutuban semuoa umit sekolahnyy serta banvaknya
unit sekolah yini berada di kecamatan tersebut E-‘.edanb-,k an bantuan terbesar
padis SLTP rata - riuta berasal dari pemerintah pusat dan pemenntah daerah,
serta partisipas: orang tua jugs cukup besar

Perbandingan  sumber  dana antara pemenintah  pusat dengan
pemerimtah doaerah. Adakalanva pemerintah pusat sangat berperan aktif pada
beberapu kecamatan, adakalanya pula pemenntah daerah yang berperan akul
pada kecamatan lwnnya Perbedaan peran akul antara pemenntah pusat
dengan pemerintah dacrah tersebut dikarenakan adsnya perollingan dana

bag! tisp — tiap kecamatan

342, Sumber Dava Wewenang

Sumber daya wewenang mi menyangkut pada tugas dan fungsi stal
yaite tenaga pendidik serta tenaga kependidikan Tugas dan fungsi kedua
geiny stal im diatur pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990
fentany penevelengeara pendidikan dan tenaga kependidikan akan dijelaskan
lebah lanjut pada Keputusan Menteri Nomor (402002

Subbab ini menjelaskan wewenang tenaga pendidik secara gons
besar bahwa kepala sckolah dan guru mempunvar hak dan Kewapban yang
sama dengan pegawal negeri siptl famnya, kecual untuk guru pada sekolah
swasts vang mayoritas bukan tergolong pegawai negen sipil. Oleh karena

itu, semua ketentuan dan peraturan perundang - undangan yang berlaku bag
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pegawail negen sipil, berlaku pula bagi kepala sckolah dan guru. Namun ada
heberapa tugas mercka yang berbeda sclaku tenaga pendidik yang akan
dijelaskan di bawah m.
3.4.3.1. Tugas dan Fungsi Kepala Sckolah
Secara paris besar, tugas kepala sekoluh dibedakan menjadi dis
macam yaitu togas administrator dan tugas pendidik {cdukator). Sebagal
administrator, seorang kepala sckolah berfungsi sebagal manajer atau
pimpnan di sekolahnya Maka dan nu, seorang kepala sekolah harus mampu
mengelola seluruh aktifitas yang menyangkut proses belajar mengajar sepert
memberikan bimbingan sty pembinann bagi semua warga sckolub,
khususnva guru dalam melak=anakan tugas — tugas mengajar. Tugas
pembinaan lainnya adalah menyangkut tugas pengelolaan sekolah secira
umum yang meliputi aspek kepegawaian, kesiswaan, keuangan, dan espek
lain vang terkait dengan hubungan sekolah dan masyarakat
Tugas yang kedua adalah pendidik (edukator) Selaku pendidik,
seorang kepala sekolah berperan pula sebagai guru. beorang kepala sekofah
perlu mengerti dan menghayatl tugas seorang guru agar i tidak mengalam
kesulitan dalam melaksanakan tugas supervisi dan pembinaon profesional
bagi para guru yang menjadi bawahannya.
3.4.3.2 Tugas dan Fungsi Guru
Guru pada hakekatnya berfungsi sebagai guru kelas. Mereka
mengelola kegiatan belajar mengajar dan bertugas membantu kepala
sekolah. Disamping guru kelas, ada juga guru mata pelajaran yang jumlah
dan jenisnya ditentukan oleh kemampuan dan kondist serta kebutuhan
sekolah
Secara garis besar, fungsi guru meliputi dua hal, yaitu
I: Mengelola kegiatan belajar mengajar yang mencakup
a) Merencanakan, mengembangkan, melaksanakan program kegiatan
befajar mengajar berdasarkan program tahunan, program catur

wulan, atau program per semester.
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b} Melaksanakan penilaian dan analisis terhadop kegiatan dan hasil
belmjar siswa
¢) Melaksanakan tindak lomut berupa program  perbaikan dan

pengavaam maupun bimbingan,

2 Membantu kepala sekolah dalam menangan
a) Urusan pendidikan dan pengajaran
h) Urusan tata usaha sekolah
¢} Urasan bimhingun

d} Urusan kemasvarakatan

Sesual  dengan fungs: tersebut, maka Kegiatan gora  secara
keseluruhan adalah :

I Menyusun jadwal pelajaran

2 Menyususn program pengajaran

3 Melaksanakan program pengajararn

4 Melakukan pemilman hasil belajar

5 Menganalisis hasil belajar

fy Melaksanakan perbaikan dan pengavaan
T Melaksanakan bimbingan

Penyelenggara pendidikan lan yang termasuk didalamnya Dewan
Pendidikan dan Komite Sekolah telah diimplementasikan pada jenjang
pendidikan dasar 9 tahun. Hal imi terbukti dengan hasil wawancara vang
dilakukan oleh peneliti terhadsp Bapak Kepala Sekolah S MNegeri
Banyuanyar Kidul © Sistem Pendidikan sekarang ada beberapa perubahan
mbak, salah satunya mengenai keberadasn komite sekolah sebapai panner
kerja sama dalam pengelolasn, pendidikan, terutama pengelolaan dana
Seperti sant ini misalnya, SD kami sedang direnovasi, jadi Bapak Fauzan
selaku ketua komite sekolah SDN Banyusnyar Kidul vang sava perkenalkan

kepada mbak tadi sering melakukan pengontrolan ke sini.”
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3.4.4. Sumber Daya Informasi

Input berupa sumber daya informas: merupakan salah satu penentu
terluksana dengan lancar atau tidakkah suatu kebijakan. Misalnya dengan
pelaksanaan koordinasi gugus yang sudah pasti membutuhkan penyediaan
sarana komunikas: vang canggh seperl telepon dan kompater. = Pahng
vidak scbulan sckali kami mengadakan koordinasi retin baik antar gury
maupun anar kepala sckolah untuk melaksanakan kerja suma antar sekolah
sebagai julur interaktif atau penyampaian pragram agar terjadi persamaan
persepsi” jelas Kepala Sckolah 5D Negen Liprak Kulon

Kegiatan informasi lain dalam kependidisan misalnya dengan pen
datgan yang berhubungan dengan kestswaan, kepegawalan, Leuangan
sekoluh

35, Implementasi INPRES Nomor I TAHUN 1994
di Kabupaten Frobolinggo
INPRES Nomor | TAHUN 1994 yang diturunkan melalui program
programnya yang dilaksanakan pada tiap — tiap dacrah di selurub Indonesia
sudah berjalan sekitar 9 tahun, termasuk juga di Kabupaten Probolinggo
melalui Dinas Pendidikan Nasional Menanggapi kebijakan terschut, maka
Minas Pendidikan Nasional melaksanakan beberaps kegutan yand telah
ditentukan secara nasional untuk diinsentifkan kepada sasaran di Kabupaten
Probolinggo.

Bapak Safari selaku Kepala Scksi Kurikulum yang sudah lama
berkecimpung dalam pelaksanaan program wajib belajar pendidikan dasar di
Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Probolinggo ni menjelaskan bahwa
INPRES Nomor 1 Tahun 1994 memang programnya masih sampai dengan
tahun ajaran 20032004 namun dalam pelaksanaznnya sudah mengalami
heberapa penvempurnaan, Implementasi dan program i masith tetap
mengacu pada peraturan perundangan — undangan dan peraturan pemenntah
yang berlaku, jadi meskipun Probolinggo mengimplementasikan dalam

beberapa kegiatan, namun kegiatan kegiatan tersebut masih dalam tataran
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ringkat nasional. Dan kalay masalah ouput dan implementast i mbak bisa
lihat pada profil pendidikan Kabupaten  Probolingge Dimana profil
pendidikan 1 mengzambarkan mengenal keglatan-kegiatan pendidikan di
Kabupsten Probolimzgo, termasuk juga mEngenai penyediaan input dan
output dan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, Akan
retapi jika mbak menanyakan kegiatan apa saja yang dilakukan oleh Dinas
Pendidikan Nasional selama  tahun 002 & Kabupaten Probolinggo,
v seperti yang sava katakan tadi. kami melakukan penveduian inpul yang
dibutuhkan oleh semua satuan unit pendidikan di Kabupaten Probolinggo
vang hasi| laporannya bisa mibak lihat dalam profil pendidikan tahun 2002,
Selain itu kami juga melakukan penyuluhan penyuluhan ke dacrah -
daerah kecamastan akan tetapy MeMang kami nggak mencaniumsan aktifitas
lapangan ity dalam laporan tahunan 4

Selain karena salah satu alasun di atas, peneliti menguratkan padn
hab implementast ini Secara umum sagd Juga dikarenakan penelitian ini lebih
dikonsentrasikan pada penyedidan sumber daya vang disediakan ik
program ini dan outpul yang dicapai, Adapun kegiaran — kegiatan yang
dilakukan oleh Dinas Pendidikan Nasional kabupaten Probolingge tersebut
antara lamn
1. Peningkatan Kecakapan Tenaga Pengajar (Guri)

Pemingkatan kecakapan gurd dalam “Peturijuk Pendidikan Dasar”
salah satu perwujudannya yaitu melalui peningkatan kualifikas: gutu
Peningkatan  kualifikas1 gura yang dimaksud adalah  peningkatan
kemampuan, pengetahuan, dan jasah yang dimiliki oleh pam tenaga
pengajar.  jika schelum  adanya  kepulusan  menien Pendidikan dan
Kebudayaan nomor 0854:/0/1989 mengenai pengadaan dan penataran gurl
sckolah dasar, dasar pengangkatan menjadi guru S0 masih menggunakan
ijasah SPG, SGO, atau yang sederajat, dan untuk guru SLTP masih jarang
yang menggunakan ijasah sarjana kependidikan (51) Akan tetapi unfuk
pengangkatan gury SD bab 11 pasal 2 yang berbunyi hahwa Pengadaan guru
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503 bertujuan untuk mempersiapkan calon guru dalam rangka menyediakan
gury 50 yang memenuhi kualifikasi pendidikan D2

Berdasarkan keputusan tersebut, akhirnya semua puru vang masih
tulussan SPG, 5GO, dan yang sederajat harus kuliah lagi di Pendidikan Guru
Sekolah Dasar (PGSD), sedangkan untuk gury SLTP minimal harus
mermiliki 1jasah Sanana Kependidikan atau untuk fakultas non kependidikan
wi)ib mempunyai yasah akta empat sesuai dengan mate pelajaran masing
masing vang ditekuninya,

Selain melakukan peningkatan kualifikasi guru, diadakan pula
pengembangan profes guru. Setiap guru harus mengembangkan profesinya
sesual dengan kemajuan tmu pengetahuan dan tekhnologi schingpa tidak
hanya terkesan mengandalkan ilmu yang diperolehnya selama ini, semasa
kuliah atau sekolah. Pengembangan profesi ini misalnya dilakukin dengan
mengadakan lomba karys {biah, mengarang cenita atau novel stau buku
pelajaran bahkan mengikubl seminar — seminar, Khusus bagi vang mengikih
semunar — sermnar vang dindakon oleh Departemen Pendidkan Nasional
selain memperoleh pengetahuan baru maka juga akan mendapatkan angka
kredit dalam kepegawalannya,

Selain pihak Departemen Pendidikan Naisonal vang melakukan
pengembangan Kecakapan guru, pibal kepala sckolah juga harus memiliki
st untuk mengadakan penambahan ilmu pengetahuan bawahannya
dalam hal im para guru. Misalnys saja dengan melakukan rekomendas)
sekolah untuk mengikuti penataran mata pelajaran. Penataran ini dilatih oleh
para tutor yvang telah dilatih atau ditatar di pusat, Melalw penatiimn imi
dibarapkan  mereka  memperoleh  pengetshuan  terbaru  mengenai

pengembangan dalam pendidikan serta metode - metode mengajar lainnya

i. Peningkatan Kompetensi Tenaga Pengajar (Guru)
Peningkatan kompetensi guru ini  berhubungan erat  dengan
peningkatan kecakapan yang dimiliki oleh para guru. Dengan logika bahwa

ketika para guru berkompetensi untuk meningkatkan jabatannya maka sechra

=
i
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tak langsung akan meningkatkan pula kecakapan yang dimilikinya karena
mau tidak mau unuk melakukan kompetensi tersebut mereka  harus
memngkatkan profesionalismenya.

Salah satu startegn untuk memngkatkan kompetenst tersebut vaiu
dengan melakukan pemberian penghargaan kepada pihak — pthak yang telah
herjasa dan vang telah memberikan keteladanan di bidang pendidikan dan
kebudayasn. Penghargaan itu bisa berupa tanda kehormatan Satvalencana
Karva satya awaupun uang berdasarkan persyaratan yag telah ditetapkan olch
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan { Menteri Pendidikan Masional ) No,
U330/P/ 1986

Langkeh kedua vang diambil adalah melakukan kenaikan
jabatur kenaikan jabatan im dengan mengscu kepada Keputusan Bersama
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan BAKN Nomor G433/pr1h%s,
Momor 25 Tahun 1993 dalam Bab V Pasal 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 yany
diatur schagni benkut
| Penetapan  angkas  kredit  digunakan scbagai  dasar  untuk

mempertimbangkan kenaikan panghkat
1 Penetapan angka kredit digunakan sebagai dasar kenaikan jabatan sesual
dengan ketentuan yang berlaku.

fad

Penetapan kenaikan pangkat gure menjadi pengatur Muda tingkat I,
Golongan ruang IUb sampai dengan Pembina, golongan ruang IYia
apabila jabatannya setingkal dengan pangkat yang ditetapkan, kenaikan
jabatannyn ditetapkan sekaligus dalam kenaikan pangkut guru yang
bersangkutan
4 Bagi guru sebagaiman pada point 3, apabila jabatannya lebih tingg
daripada pangkat yang ditetapkan, maka :
1) Pangkat ditetnpkan dengan keputusan Kepals Badan Administrasi
Kepegawaian Negara
24, Jabatan ditetapkan oleh menteri yang bersangkutan atau pejabat lain
yang ditunjuk.
5. Kenaikan jabatan, setiap kali dapat dipertimbangkan apabila :
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3,

I} Sechurang - kurangnya satu tahun dalam jabatan terakhir

2). Dipenubi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan
setingkat lebih tingg

3) Thdak ada keberatan dari pejabat yang berwenang vang dinyatakan
secar tertulis.

Gury, apabila pangkatnya ditetapkan setingkat dengan jabatannya,

pangkat dan jabatan sebatknya ditetapkan dalam Keputusan Kepala

BAKN,

Guru, spabila jabatannya lebih tinggi, penetapan pangkat dan jabatan

dilaksanakan menurut ketentuan tersebut dalnm point § dan 6 tersebut di

Alas

tenaikan pangkat gury untuk menjadi Pmbina Tingkat | golongan ruang

IVib sampai dengan Pembing Utama golongan ruang 1V/e ditetapkan

dengan Keputusan Presiden atas usul menten vang bBersangkutan don

setelah mendapat pertimbangan tekhnis Kepala Badan Administrasi

kepepawaman Negara (BAKN)

Usul kenaikan pangkat guru tersebut disampaikan dengan menggunakan

formulir BAKN model [-5

Kenatkan pangkat atau jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Pembina

Tingkat | sampai dengan menjadi Pembina Utama {Golongan rang

/e, diwajibkan mengumpulkan sekurang - kurangnya dua belas angka

kredil darn unsur pengembangan profesi

Surut keputusan kenaikan pangkat guru vang ditetapkan secara lanpsung

oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara atau Kepala

kantor Wilayah Badan Administrasi Kepegawaian Negara  ash

disampaikan langsung kepada guru vang bersangkutan dengan tembusan

kepada pejabat yang berkepentingan

Pendataan Pendidikan
Pendataun pendidikan yang dimaksud di  sini adalah

merupakon suatu kegiatan pengumpulan daa - data mengenai kelavakan
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lenaga pengajar, kelayakan sarana dan prasarana sekolah, kelavakan pedung
sckolah, kelayakan lokasi gedung sckolah, dan sejauh mana sistem
pengajaran yang diadakan oleh sekolah tersebut berlangsung sesuai dengan
kurikulum yang berlaku, jumlah guru yang mengajar, jumlah siswa yang
sekolah, angka putus sckolah, absensi siswa, prestasi siswa serta pencataan
lain yang berhubungan denngan kependidikan, hal ini dilakukan oleh
Pengawas TK/SIVSDLB, Pengawas SLTP/MTs, UKKM Kecamatan, serta

Kantor Statistik,

4. Insentif Guro

Seiring dengan peningkatan kualitas guru maka perlu juga diadakan
peningkatan kesejahteraan puru agar mereka memiliki semangatl  uniuk
memngkatkan  prestast anak  didiknya  dan waktunyva  terfokus puscdn
perkembangan pendidikan mereka wnpadikesampingkan oleh aktifitas Lain
untuk mencukupi kebutuhan hidupnys, terlebih lagi bagi mereka yang sudah
berkeluarga. Peningkatan kesejahteraan ini dilakukan melalyi apa yang
disebut dengan insentif guru

[nsentif guru ini misalnya berupa kenakan pangkat pengabdian
bagi guru yang akan diberhentiken dengan hormat satu bulan sebelum
diberhentikan, pembenan pensiun, asuransi keschatan keluarga, kenaikan
gaji sesual dengan peraturan perundang — undangan kepegawaian vang telah
ditetapkan, serta perumahan pegawal negeri sipil .untuk menunjang
kesepahterannya,

Selain ity, agar para guru melakukan tugasnya secara profesional,
maka diadakan pembinaan kescjehteraan, Pembinaan kesejahteraan ini
bertujuan untuk meningkatkan baik material maupun  non  material
Kesejahteraan  nonmaterial  misalnya  berupa  rasa  aman, tenteram,
terlindung, sedangkan kesejahternan material misalnya berupa pemberian
TASPEN

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1963

bahwa para pegawal negeri berhak untuk menjadi anggota TASPEN dengan
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megajukan pemenuhan persyaratan yang diberikan vaitu melengkap data -
data berupa nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir, mulai diangkat
menjadi pegawal negern, instansi tempat bekerja, serta tempat tinggal
werakhir Anggota TASPEN ini memiliki hak untuk menerima sejumlah dana
asuransi yaitu pada saat peserta tersebut berhenti sebagai pegawal negeri,
haik karena permintaan sendiri, meninggal duma, pensiun maupun sebab -
sehab lain vang menyebabkan dia terputus sehapal pegawal negerl

5, Seleksi Gura

Maju tidaknys suatu  satuan unit pendidikan, salah satunya
ditentukan oleh kualites atau kecakapan yang dimiliki para tenaga pengajar
Untuk memeperoleh lenage pengajar yang berkualitas maka perlu dilakukan
seleksi pare. Kegatan peyeleksian tersebul menvangkut selekst udmimistrast
dun tekhms, Yang termasuk selcksi administratif misalnya seleksi mengenal
kelengkapan berkas — berkas yang dibutuhkan, sedangkan seleksi tekhnis i
menyangkut seleksi akademis yang berkenaan dengan penguasaan Pancasi b
dan UUD 1945, penguasan materi kunkulum, penguasaan metodolog
pengajaran, kemampuan intelegensia, kemampuan Bahasa indonesia, seria
kemampuan lain yang diperlukan. Misalnva saja guru Bahasa Inggris maka
kemampuan berbahasa [nggrispun meenjadi prioritas.

Surana uniuk melakukan penyeleksian ini menggunakan tes tertulis,
wawancara, dan alat seleksi lain sesuai dengan ndanngnya masing — Masing,
salah satu contohnya adalah guru olah raga maka menggunakan sarana olah
raga vang dbutuhkan, Alat seleksi tersebut telah dibakukan secara nasional
jadi berlaku untuk seluruh Indonesia Pelaksanaan seleksi tevsebut termasuk
koreksi hasil ujian para peserta yang dilakukan oleh masing - masing daerah
sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku. Penyeleksian
ini dilakukan oleh tiga subtim, yaitu :

|} Subtim tekhnis edukatif, yang dipimpin oleh K.epala kantor
Wilayah Departemen Pendidikan Nasional di Propinsi.
2}, Subtim Administrasi, yang dipimpin oleh Kepala Biro



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Kepegawaian Pemerintah daerah Tingkat | Propinst, serta
31 Subtim Penempatan, vang dipimpin oleh Kepala Dinas dan
Kepala propinst,

6. Peningkatan Lembaga Kependidikan

Semakin banyaknya angka kelahiran hidup menyebabkan semakin
padatnya pula jumlah penduduk, khususnva anak usia sckolah pendidikan
dasar. Seiring dengan meningkatnya angka anak usia sekolah tersebut maka
secara olomatis pemerintah harus meningkatnkan penvedizan jumlah satuan
pendidikan agar anak usia sekolah tersebul dapal tenampung secara merata.
Pengadaan satuan pendidikan ini memang membutuhkan dana yang tidak
sedikit serta memerlukan banvak pertimbangan layak bangun dan layak
pakai sehingea anggaran pengadaan satuan pendidikan wn dmasukkan ke
dalam APBI serta ditunjang oleh partisipasi masyvarakat selempal

Keterlibatan awnu partisipas: masyarakal im bisa dilihat dengan
banyaknya jumlah MI dan MTs untuk menampung anak usia sekolah dasar
tersebut serta parusipasi omng tua melalui sumabangan pembangunan

gedung melau BP3.

7. Peningkatan fasilitas Lembaga Kependidikan

Peningkatan Jain vang perlu dilakukan adalah peningkatan fasilhitas
sekolah  bak  secars  kulitas maupun kuwantitas. Salah satu  contoh
peningkatanfasilitas dari sudut kuantitas vaitu dengan pengadaan baring
oleh pihak sekolah. Pengadaan barang ini dilakukan dengan cara membels,
menvews, atau membust sendin dengan menggunakan dana sekolah yang
bersangkutan. Dana itu diperoleh melalu biava rutin yang diperoleh melalu
Daftar isian Kegiatan (DIK), subsidi pembiavaan penyelenggaraan (SPP,
bantuan bigya operasional dan perawatan (BOP), biaya pembinan olah raga
dan pramuka (PORP), dana bantuan Badan Pembantu Penyelenggaraan
Pendidikan (BP3), serta sumber dana lainnya, seperti sumbangan masyarakat

sekitar atau orang tua siswa.
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Peningkatan fasilitas dan segi kualitas misalnya dengan cara
perbaikan — perbaikan saran an prasarana sekolah yang rusak atau
menggantinys  dengan  barang  yang lehih berkualitas sesuai  dengan
perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi. Dalam hal imi mmsalnya

dengan pengadaan komputer atau kompulensast.

8. Penyuluhan Pogram Wajib Belajar Pendidikan Rasar 9 Tahun

Kebijakan publik yang:telah ditetapkan perlu diadakan sorsiadisasg
lanjutan baik oleh pemenmiah pusat selaku pengainbil keputusan kebyakan
leratas maupun pemerntah dacrah selaku pengambil keputusan fanjutar atas
kegiatan - kegiatan yang akan diimplementasikan dan sebaga pelaksans
kehijakan tingkat bawah atau paling dekat dengan sasaran kebijakan
Sosighsasi am perlu dilakukan agar kebijakan yang telah diambil cepat
mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengat tarpet kebijakan dari sege
efesienst maupun ¢fektifitas

Sosialisasi yang dilakukan adalah dengan cam melakukan
penyuluhan — penyuluhan baik melalui media elektromk yoitu media
audiovisual atau televisi dan media radio, maupun pada media cetak seperty
koran, pamflet, majulah, sticker, bahkan spanduk — spanduk yang diletakkan
pada lokasi vang strategis, misalnya saja di terminal, perempatan jalan,
maupun di fokasi sarana umum laiomya. Sedangkan untuk sosialisasi di
dacrah pedesaan dilakukan atau disisipkan pada acara - acara besar,
misaluya pengajian akbar, PRK, maupun peraynan peringatan hari — han

Besar nasional.

3,6, Out put INPRES Nomor 1 Tahun 1994 di Kabupaten probolinggo
Ot put yang dihasilkan dan suam kehijakan bisa dilihat pada hasil

pencapaian kebijakan setelah implementasy dilakukan. Kriteria pengukiean

hasil kebijakan i disebut efekufitas kebijakan, dimana tujuan Suatu

kebijakan yang telah ditetapkan schagai tolak ukurmya. Jadi, pengukucan

L=
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efektil idaknya suatu kebijakan bisa dilihat pada hasil pencapsian kebyakan
atal oul put nva. Seperti halnya dengan implemeniasi INPRES MNomor |
Tahun 1994 mengenal program wagib belajar pendidikan dasar 9 tabun oleh
Dinas  Pendidikan Nasional Kabupaten Probolinggo dapat  diketahui
pencapaan efeknfitasnya berdasarkan tingkat pemerataan pendidikan Jdasar
9 tahun vang diperoleh

Tingkar pemerataan bisa dithat pada pencapaian APK, APM, angka
putus sckolah, angka mengulang, angka melanjutkan ke jenjang pendidikan
tingkat SLTP. rasio antara siswa dengan sckolah, rasio antara siswa dengan
kelas, rasio antara siswa dengan guru, rasio antara kelas kelas dengan ruang
kelas mengajar, serta msio amtara kelas dengan puru. Berikut ini akan

dijabarkan pencapman efcktifitas untuk se-Kabupaten Probolinggo.

Tabel 18 : Indikator pemerataan pendidikan dasar Tahun 2002

Mo | Indikator

SDTMI | SUTP+ Mis

. [APK 088s [ 3001
[~ [Siskd=la ¢+ o 5445 | 2219 |
W I:’n:-rcﬁ'pu.an _ 5401 16,89 |

gen L P T

' - Desa N | 55,05
R = J/03
3 [Rasic T i

| - Siswasekolah i P

| - Siswakelas e i 33 =3

I -—Sisuﬂ.:guru [ B e 14

- Kelas/muang kelas . T S
m..'guru : : 032 3 = LI,-'.]"
4 | ;‘-LEF*L:-.L Melamjutkan | ee7s | 6627

' Sumber - Profil J’undld']'ﬁr_:i.:l.hupﬂten -t‘_r'-;:'r.l?n:rlingga-'l ahun 2002

Dhnas Pendidikan Nasional Pemkab. Probolinggo
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3.6.1. Pencapaian Pemerataan Pada Tingkat SD

Pencapaian angka partisitast kasar (APK). Pencapaian APK SD ini
diperoleh dari perbandingan antara jumlah peserta didik (SD) kelompok
semua usia dibagr dengan jumlah penduduk usia (7-12 1ahun) dikalikan
dengan 100 %. Pada ungkat 5D pada tabel di bawah im dapat dilihat bahwa
APK vang dicapai antara APK 8D murm dengan APK SD murni plus paket
A prosentasenya sama. Hal im menunjukkan bahwa program kejar paket A
di kabupaten Probolinggo tidak berjalan. APK SD dikatakun efeknf apabila
prosentase APK yang dicapai itu sebesar 100%.

Tidak semua kecamatan vang APK - nva mencapm 100 %
Kecamatan vang APK — nya mencapai 100 % ke atas lanva 16 kecamatan,
dan sisanya masih kurang efektif. Demikian jupa dengan pencapaian angka
partisipasi murm (APM), jika pencapaian APK- nva tinggs maka pencapaian
APM - nya juga imggl. Angka partisipasi murni pada tingkat SD merupakan
perbandingan antara jumlah rh:h::.rtk'l didik (5D} usia 7 - 12 tahun dibagi
dengan jundah penduduk usia 7 - 12 whun pada tahun vang sama dikalikan
dengan 108 %a. Pencapaan efektifitas diokur dan APM vang mencapai 100
e kentas hanya 13 kecamatan. Jadi sekabupaten Probolingzo untuk tingkat
a3 yang mencapai efekrifitas dari segi pencapaian APK dan APK masih rata

rata separuh kecamatan dan kescluruhan kecamatan vang ada.
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Vabel 19 ° APK dan APM 5D menurut jenjang pendidikan

0

-—

| e G

wl ) .

14

Lecamatan WPE Tingkat
Termnuk
pRKET A
i :"rl-lll-:ﬂﬂtllﬂ | 7494
l ul!ﬂh;.L.l.{g" |02 52
. [ ongas T4 63

. :';:-JJI'i1-|.E]'F| s1h . 54 RO

W onomerto 13017
Hantaran 94 O3

Eouripan 7.BA

. .."!n.Jr'ﬁ.iwr | '.".4_;14

| Leces 105,38
Tezalsiwalan _1IJ_",'£-'.|-.
Banvuanyar 104,17

| Dringu 152,09

| Gending | 226,00

| Maron . |I'-?,‘1l.l

.I.iﬂdlng | 132,53

| Firiy i]:l:_:,f-r}'

el
Haket A
| 74.04
| 102,52
i 7363
| 54,89
130,17
| 3063
| 87.86
| 7490
105 38
| 20297
104,17
152,09

| 23600

PS50

132,53

84 76

125 20

102,68
| 13504
| 204,93

111,92
| 66,51

:".l:':"-t _' ik af

LaE eomasuk | Termasek

. Hr_;_u-l.
- T .00
L4502

123,81

9564

8207
AR

0063

9523

1068

144,14
196,31
| 115,54
| 122,77
| 6375
| 124,01
' 93,19
159,07
| 19735
[ 106,65

| .g-,.-.|.1||:1_'.!.

=D

Tak termasub

Paket A
[ 6735
96,94
i T .I |;|
4502
| 123,81
95,64
| 82,07
| 63,30
G063

| 195,23

| 100.68

| 144.14
| 196,31
115,34
(12277
| 92,75

=
124,01

(9319
15907
1 19725
| 106,65
_. F:--l,f.lf-

Krucil ' 129,20
. Pajarakan 10268
| Kraksaan . 135.94
. Krejengzan 204 93
| Besuk ~ (11192
| Pakuniran | 6651
| Paiton | 15320

kotaanyvar ' H'J_-I, 10

13320

' |ij-|-.|“fl

| 150,29

L0018

REED

100,18

Sumber . Profil Pendidikan J*i.*:huj;-u:un ]'*Ehu!nn;._r\gﬂ Fakun 2002
Dinas Pendidikan Nasional Pemkab. Probolingeo


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Tabel 20 : Angka mengulang dan putus sekolah 5D

'f“i'ﬂi Kecamatan i SE. | | M1 ¢
Pl B mengulang :H"q:-pl.llllﬁ sekolah P mengutang thu:usa:lmlah |
| i_:".‘-iukupura 21,09 2.34 ii_‘r_ﬁ_ iy |":".':'-"'5*—I
2 [Lumbang 2753  |&01  |G00  |000

[3 [ Tongas 36,87 53 . (3636 (3091 |
3 |Sumboraih | 2087 | 10,58 0,00 0,00 |
|5 | Wonomerto 3148 | 8,69 2174 |74

|4 | Bantaran 3327 14,32 64,53 | 1.16

7 i't{uﬁ'pan—":_}'é.ls 10,91 16,13 '!W X
% | Sumber 308 | Ha 600|000

9 | Leces 13,86 681|930 o as |
10 TEgalsiw:l'i-aﬁ 2126 -|_l.UU | 14,74 0,00

1T [Banyoanyar 3663 480 | 1429 |00 |
12 | Dringu 3051 | 1.88 (2453|377 o
13 | Gending 30,21 ';i”ﬂ_zts (000|268 |
14 | Maron (2679|348 119 | 0,00 |
E | Gading | 26,40 6.37 37,45 5.00 |
16 | This 41,96 ;'i'?'.'j:fi' 0,00 | D.00

17 [Kocil (3892 | 1169 000 0,00 3
!S_I ]‘:i.|arak:an_ N Z_LEI __r{i',-]-fr'_ ‘ *}.jﬁ £41

19 | Kraksaan | 27,54 225 | 10,44 2 64

PI} | Krejengan 36 18 | 0,52 |1—5‘-iF1_ 22 86

ﬁl_| Resuk ! 35.15 : 2,59 -I 16,2 7.20

2 | Pakumran 34,86 H, 38 5.08 754

B3 [ Paiton 3468|142 1,42 147

I.E-I | Kaotaanmyar | 23.42 -4!':'-‘-1 17,56 | [i'."'a'ﬂ

Sumber : Profil Pendidikan Kabupaten Probolinggo Tahun 2002

Inas Pendidikan Nasional Pemkab, Probolinggo
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Fabel 21 © Angka Melanjutkan Ke Tingkat SLTP

Kecamatan Angka Melanjutkan ke tingkat SLTP
N SLTP [ MTs SLTP + MTs
Ll
| Sukapura [ 1945 0,0 | 19.45
Lumbang ( 14,58 1,01 | 1495
3 longas [ 3860 iTH | 4258
A Sumberasih | 36,43 18,14 i 5457
5 Waonomerto ' 20,86 15,27 36,13
f Bantaran 43 18.41 JH B
7 | Kuripan 14,80 | 0,00 14,80
8 [ Sumber | 15,36 0,00 15,36
19 | Leces | 4296 | 2099 63,95
10 Tepal Siwalan 1715 - 22,90
11 Hanyuanvar 17,43 28,75 46,18
2 Dringu 58,33 1,47 59,80
|13 Gending 48,19 26,46 74.65
| MWaron 30,19 2317 53,34
|5 Cading 28.28 36,04 td 32
|6 Tiris IR 73 25 40 64,13
17 | Kruecil 1178 9.92 21T
18 | Pajarakan 71.30 6 B4 138,15
149 Foraksaan 45 40 5655 101,93
20 Erejengan 17.08 45 50 Hl 58
21 Hesuk 27590 3846 66,356
22 | Pakuniran 10,23 | 27.38 317.6]
23 Parton 72,04 100,77 172 .82
24 Kotaanyar f2RA3 13333 14945

Sumber : Profil Pendidikan Kabupaten Probolinggo Tahun 2002
Dinas Pendidikan Nasional Pemkab. Probolinggo
Angka mengulang dan angka putus sekolah pada SD di bawah rata
rale yaitu di bawah 3138 % dialaim oleh sembilan kecamatan dan 15
kecamatan lain ternyata masih berada di atas rata — rata, Sebaliknya, angka
mengufang pada MI rata ~ rata hanya mencapai 17,15 % dan angka putus
sekolah justeru lebib kecil lagi yaitu hanva 569 % Rendahnva angka
mengilang dan angka putus sekolah tidak mampu  membuat anpgka
mengulang menjacdi tinggl yaiu rala - rata hanva 32,86 % siswa vang

meianjutkan ke SLTP dan 27.81 % siswa vang melanjutkan ke MTs
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Tabel 22 - Rasio Pendidikan S0 dan MI

FD | Kecamatan
|

3_555;"5'35'. | Siskel

Sts.fﬁuru E-:!."RKM [ Keliguru |
|

E !Sukapurﬂ 91 8 16 155 e |
|2 | Lumbang ST T 23 ' 194 1205 |
3 | Tongas 166 |14 21 JEEE iL!-tH _!.
14 |éumb¢mjh 'Ezu: 15 20 | G5 | 134 |
}TI Wonomerto | 129 15 1:3: R -1
6 Bantaran [130 4 |16 14 B
|7 | Kuripan. :. 114 )2 21 18] 1,81 —I
|8 | Sumber K T L (219 S
!T Leces im Tii; 23 133 1,4 1
)0 | Tegalsiwalan | 109 E | 20 1.86 14|
Ln__ﬂhng.-—uan:,-u: ;e |4 |3 089|056 |
F:' '. qﬂngu_ ' T O R ET R 20 S T
13 | Gending [103 |17 | 15 319 0,84

!1_4 | Maron | 150 19 17 1119 [o3s
r.".i_ETiading N CERE: 29 BB 143

J& | Tiris | 97 12 AD | 8,81 3,32

7 [Kmel (151 (19 |22 a1 | 1,20

?s Pajarskan | 118 5 |18 s

19 | Kraksaan | 144 |18 20) 1,60 1,13

0 | Kicjongan | 156 [ [ 106 0es |
71| Besuk 163 KL s (14 "!
b | Pakuniran | 87 ,+1¢. 20 1,82 1,24 '
23 | Paiton 107 'i 17 16 091 iu,au _I
24 | Komanyar ~ | 74 13 14 1.34 | 1,03

Sumber . Profil Pendidikan Kabupaten Probolinggo Tahun 2007
Dinas Pendidikan Masions| Pemkab. Probolinggo

.
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Setiap sekolah 5D dan M1 rata — rata mampu merampung 128
siwwa, dan setiap kelas daya tampungnya rakd rata 16 siswa. kecamatan
vang mlai APK —nya dikawah 100 % hanya mampy MEnEmpung siswa di
bawah rata- rata. Adalah suatu prestasi dart progmam in karena setiap gury

rata — rata menangant satu kelas dan 19 siswa.

3.6.2. Pencapaian Pemerataan Tingkat SLTF

Pemerataan yang diakur melalo pencapaian APk, APM, angka
putus sckolah, ungka mengulang, dan rasio yang terdin dan rasio S1SWa pet
sekolah, msio siswa per kelas, rasw siswa per guru, rasio kelas per Tuang
kelas mengajar, serla Fasio kelas per guru untuk jenjang pendidikan SLTF
rata — rata angka yang dicapal masth rendah. APK ungkat SLTP yang
mencapsi diatas knitena efekiifitas hanya oleh Fecamatan Pajarakan sebesar
G091 % dan kecamatan Paiton scbesar 123,83 %% Pencapaian APk yang
Linggl ternyata mampu memhuat APM yang dicapal secanm plomats tinggl
APM tertinggi dicapai oleh kecamatan pation vaitu 73,08 %

Quaty keberhasilan bagi MTs karena prosentase angka mengulang
dan angka putus sekolab pads SLTP lebih tinget daripada MTs Angka
mengulang pada SLTP 2, |4 % dan angka putus sekolah rata — rra 3.90 %,
Sedangkan pada MTs angka mengulang prosentascnyd hanva 0.87 % dan
annpka putus sckolah hanya 2 54 %,

Tingoimya proseniase angka mengulang SLTP karena kecamatan
Kraksaan angka mengulangnyn tinpel vaita 6,57 Y dan angka putus sckofah
kecamatan Kuripan masih sangat ungg sehesar 37,50 %o

Setiap siswa yang mengulang menyebabkan berrambahnya S1SWa
yang harus i tampung oleh sekolah. Rata — rata sehap sekolah mampu
menampung 176 siswa, namun kecamatan Lumbang, Tongas, pajarakan,
Besuk. dan Paiton daya tampung sekolahnya cukup tinggi diaras 200 siswil,
dan lebih tidak seimbang lagi karena kecamatan Dringu harus menampug
370 siswn per sckolah. Keterangan lebih lanjut, bisa dilihat pada tabel — tabel

i haveeak 1
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Tabel 23 © Angka mengulang, putus sekolah dan lulusan tingkat SLTP
Mo | Kecamatan : sLTP ' Mls 1

Pe mengulung Puputus <eoiah Fa mengulung Faputus sekolah |

7 [Sokapura | 000 | 105 | oo0 | 000 |
I.l (Lumbang | 000 T opo | 000 i. 0,00 ]
FiiGe | s% | 0% o ¢ Sl
| 4  Sumberasih | 381 - .66 1 0,00 |
o e T e e o L
g i | 9% | 00
'; 7 | Kuripan i. 000 | 3750 i 000 | 000 |
8 | Sumber | | [ 060 | om0 \ :I
hr T I ] g88 | 000 a7
E'Tegmm{ﬂ_m | D61 | 1,83 ;I 0,00 | 1,00 -||
t.:Eﬂzﬂfm_ | 1,45 .25 | || 0,00 i 0,00 —_I
!3 Tgu_ Al 0,00 372 | 000 I| .au? |
13 | Gending | D43 216 | 000 | 000
bli IMnmn' [ 223 | 446 =| i3z | o000 |
|5 | Gading T A | el e 335 _|
6 [ Tiris pon | 3.60 0,00 000 |
17 | Kl T 0,00 0.00 J
TR - T T W 080
e | e L 2 | o0 |
20 |Krejengan | —118 | o000 | 000 I_ ITﬁﬁ_i
p1 | Besuk o0 | 235 | wib | e |
b2 | Pakuniran oo | da46 | o0 | 2N
3 | Paiton [ &% ] 056 | 137 | 205 |
:i_i' [ Rowammr | 080 e k2 | s ol

— —_— B — el = —

Qumber - Profil Pendidikan Kabupaten Probolinggo Tahun 2002,
Dinas Pendidikan Nasional Pemkab. Probolimpgo 1
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Tabel 24 - Rasio Pendidikan SLTP dan MTs

;'E—' Kecamatan | .

e Sk [Sislkel | %@m_rﬂiﬁﬁiﬂd_?ﬁ::ﬂ_@m_ll
"1 | Sukapura | 91 i = i 000 060 |
7 (Lumbang | 246 35 |19 (064|054 >
ii_3_i_'1'ﬂngr~5 279 [38 [ |08 REC T
4 | Sumberasih 'I 147 |29 16 !I 0,86 _'I_HF |
5 | Wanomerto l. 93 |26 11 0,69 I: 042 :
(6 | Bantaran | 142 |27 20 0,84 Iln.:rc._ —||
17 '. K uripan |79 | 23 8 | 0,58 |u37 |
'S |Sumber | 143 |2 i Tos0 (o060 |
s 420 | 29) '!'IE'_[TE D TahE o |
e 50 (B (7 [0 [0
i1 TBanyuanyar | 143 R 1125 lmé" |
|3 [Dringu | 370 | N - G T [

\3 |Gending | 161 |35 2 0,82 LD,B'.’. =1
14 | Maron 54 |32 22 iﬁ:m_ _l':':'r,? ot
I5 | Gading 137 EE % [o7s |08 _“_i
16 | Tins 105 [ 25 19 ILy7 | 075

R 1 L 0 L
I8 | Puarakan [ 220 13 [3 099 094 |
18 | Kraksaun TTIRE 27 ez |7 |_
?.n |Rr+:3en|._1un 135 ?-‘E | 19 [ 1,11 'I,D,'fi _
a I. Besuk 281 3 32 000 Iﬂiﬂ-—l
b2 | Pakumiran 118 33 | 35 |n.1:u:. | 1,06 |
73 'FailT V) 2?3 X 39 24 '| 0,40 ]u;.:n__ |
_a_4  Kotaanyar st |32 |15 l. 0,53 046 '|
Qumber - Profil Pendidikan Kabupaten Probolinggo Tahun 2002 ‘

Dinas Pendidikan Nasional Pemkab. Probolinggo



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

.L.g.-l

Tabel 25 - APK dan APM SLTP menurut jenjang pendidikan

No [ Kecamatan K Tingkst SLTF APM Tingkst  SLTP

at r:mmk ak termasuk | Termuasuk im |mmh‘l
N | ket B ITFE.]-:.-::IB | peker B Pakel B :
1| Sukapura | 1626 | 16.26 v L T
> [Lumbang | 1643 16,45 12,58 258 ]
3 | Tongas 26,22 622 19,29 ! 1929 |
4 II Sumberasih | 22,51 .; 2251 13,56 13,56 'l
5 [Wonomerto | 30,12 | 30,12 3521 (B2 |
6 | Bantaran 21,30 21,30 18,55 18,55 \
'['7" "Kuripan 6.25 6.25 3.80 380 |
% | Sumber 11349 14,49 G483 EX: |
|=; Leces 621 [ 762 62,00 6200 |
I|u Tegalsiwalan | 30.53 .. 30,53 1959 | 19,59

11 | Banyuanyar | 30.90 | 30.50 | 2145 2245 |
r Dringu 2836 | 2856 2548 25 48 |
13 | Gending ',5'|,3T_|_51 s 13905 3995
TH i Maron f'é.ilma_ NECIESE ___E[EE’E?__ .
Is | Gading 39.20 920 2830 | 2830

16 ITLn’s | 13,61 | 13,61 9.b8 | 068 .
17 | Krucil 10,22 ;_m,,u REC "Ii-:,m J'
18 | Pajarakan L9091 9091 59.01 | 59,01 _:
19 | Kraksaan 7928 | 7928 56,14 5604 |
b0 (Rrcjengan, | 38,52 (S5 2838 _|':3.a,33 _I
1| Besuk [43.26 1326 56,24 %624 |
R E e £ i O L L
33 | Paiton oE |[ma  |[Be |58 |
% | Kowanyar | 2891 491|232 'I 2322

Sumber - Profil Pendidikan Kabupaten Probolinggo Tahun 2002
Dinas Pendidikan Nasional Pemkab. Probolinggo
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V. Kesimpulan dan Saran

5.1, kesimpulan

Berdasarkan data vang diperoleh dan penelian yang tertusng dalam

deskripsi penclition, maka bahasan peranan sumber daya kebijakan terhadap

pencapaian chektifitas INPRES Nomor | Tahun 1994 di Kabupaten probolinggo

daput dismbil kesimpulan sebagai berikut .

ki

L}

Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten probolinggo sebagai koordinator tim
kooordinasi tingkst kabupaten dalam pelaksanaaan INPRES Nomor | Tahun
1994 mengenal program wajiib belaar pendidikan dasar 9 tahun membawihi
seluruh aktifitas pelaksanaan program - program kegiatannys baik pendidikan
dasar 9 tahun vang dikelola oleh pemerintah maupun pendidikan dasar % tahun
vang dikelola oleh pihak swasta vailu atas partisipasi  masyarakat
Foabupaten probolinggo.

INPRES Nomor | Tahun 1994 mengenai program wayib belajar pendidikan
dasar 9 tahun merupakan salah satu kebijakan pemenntah di Didang
pendidikan vang ketetapan program — programnya oleh pemenntab pusal
harus diimplementasikan dengan pernaniaatan in put yang tersedia, salah
satunve adalah sumber dava kebijakan entuk mencapa efekuifitas kebijakan
yaitu berupa out put

Sumber daya kebijakan memberi peran terhadap pencapaian  efekufitas
kebijakan. Hal i basa dilihat pada pencapaian APK SD vang melebibn krtena
efektifitas INPRES Nomor | Tahun 1594 APK 5D bisa mencacar clekufitas
dengan penvediaan sumber daya kebijakan vang memadai

sumber dava kebijakan yvang terdhin dan saf, wowenang, fasilitas, dan
informass dalam pencapain efekufitas im saling mendukung keberadaanny
Hal ini bisa dilihat pada pencapain APK 5D Meskipun sumber dayva informasi
masih kurang lancor akan tetapn ketiga sumber dava yang lam tersebut mampu
membugat pencapaian APK 5D masuk dalam kategori mencapar efektilitas
Akan telaps dalam pelaksanaan  scbush kebijukan penyediaan swmber daya

kebijakan vang memada ndak mutlak mampu mencapa eteknfitas kebijakan
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Hal 1 bisa dilihat pada pencapian APK SLTP yvang belum memenuhi kriteria
efektifitas INFRES Nomor 1 Tahun 1994 meskipun telah di insentif denpan
penyediaan sumber dava kebijakan vang memadai Tidak tercapainyva
etektifitas ym dikarenakan pengaruh dan fakior lain vaitu faktor ekonomi

sosial | dan polink mayarakat sasaran kebijakan.

5.2, Saran
Memperhatikan hasil penclitian dan kesimpulan vang telah diambil

diatas, maka penalitt menvamankan mgar

| Pelaksanaan kebyakan yang telah ditetapkan oleh pemenntah selaik mva Gdak
hanye meemperhatikan faktor sumber dava kebijakan sebagai satu — satunya
penunjang  fercapainya  cfcktifitas  kebjakan, akan tetapi juga  perlu
memperhatikan faktor lingkungan vaitu faktor sosal. ekonomi. dan ol ik
sasaran kebijakan agar kebijakan yang telah diretapkan tersebut mencapa
efektifitas dengan sempurna
ebyakan vang telah dilaksanakan oleh pemerintah dan sampal pada tenggat
wakiu yang telah ditetapkan untuk kemwdian dievaluasi sehaiknva tidak
bechent sampal di sity, akan tetapi perly diadakan tindak lamput kebijakan
tersebut dengan menyusun kebijakan lain yang merupakan kelanjutan dari

kehijakan sebelumnya.
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INPRES NOMOR | TAHUN 1994
TANGGAL 15 APRIL 1994
PRESIDEN SOEHARTO

PEDOMAN PELARSANAAN WAJIR BELAJAR PENDIDIKAN DASAR

| Wajib belajar pendidikan dasar adalah  suaty  gerakan ngional  vang
diselenggarakan & seluruh Indonesia bag warga negara Indonesia vang
berusia 7 sampai dengan 15 tahun untuk mengiketi pendidikan dasar atau

pendidikan yang scinra sampal tamat.

2. Wapb belajar pendidikan dasar diselenggarakan dalam rangka memberikan
kesempatan vang  seluas-luasnya kepada warga negara [ndonesia untuk
memperoleh pendidikan dasar.

3. Wajrh belajar pendidikan  dasar  sebagai  gerakan nasional  dilaksanakan

berdasarkan ketentuan UL No. 2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan

nusional dan peraturan pcm;mnuh nomar 28 tahun 1990 tentang pendidikan
dasar

4 Wapb belajar pendidikan dasar diarabkan apgar dukuti oleh semua WAl
negira [Indonesia yang berusia 7 sampai dengan 12 tabun untuk sekolah dasar

dan yang sedermat dan | atau setara dan berusia 13 sampail dengan 15 tahun

utituk sekolah lanjutan pertama dan vang sederajat dan 7 atau setarn

L

Wanb belyyar pendidikan dasar dilaksanakan di satuan pendidikan dasar atau

satuan  pendidikan  vang  menyelenggarakan  pendidikan  setara  dengan

pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan setara dengan pendidikan
dasar batk yang disclengearakan oleh pemenntah maupun oleh masyarakat,

6. Satwan pendidikan dasar tersebut diatas merupaken satuan pendidikan pada
jalur  pendidikan  sekolah, vang meliput  satuan  pendidikan  vang
menyelenggarakan pendidikan program & tahun dan satuan pendidikan yang
menyelenggarakan pendidikan program 3 tahun

7. Satuan  pendidikan yang menvelenggarakan pendidikan  seturs  dengan

pendidikan dasar merupakan satuan pendidikan pada jalur pendidikan dasar
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1

14

satuan pendidiken pada jalur pendidikan luar sekalah meliputi  satuan
pendidikan yang menyelengarakan pendidikan setara dengan sekoluh dasar
dan yang sederajat vaitu program paket A dan satuan pendidikan Yang
menyelenggarakan pendidikan setara dengan sckolah lanjutan tingkat pertama
dan vang sederajal vailu program paket B,

Satuan  pendidikan  vang  dikenal  sebagai  pesantren dimungkinkan
menyelengearakan pogram pendidikan dasar tecsendin vang penvetarmaniya
dengan pendhdikan dasar disetugn oleh Menteri Pendidikan dan Feebudayaan
Pengelolaan pelaksanasan wajib belajar pendidikan dasar  secarn nasional
men)ach tanggung jawab Menten Pendidikan Dan Kebudavan

Pengelolaan pelaksanaan tekhnis wajib belajar pendidikan.

Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib belajar pendidiken dasar di tetapkan
oleh Menten Pendidikan Dan Kebudayaan dan ketentuan mengenai koordinasi
pelaksanaan  wapb  belajar  pendidikan  dasar  ditetapkan  oleh  menten
koordinator bidang Kesejahteraan Rakyvar

Pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar menjadi tanggung jawal bersama
antara pemenntah, orang tua, dan masvarakat

Pembiayaan pelaksanaan wapb  belajar pendidikan  dasar pada satuan
pendidikan vang diselenggarakan oleh pemerintah merupakan tanggumg
lawab pemenniah. Schingga peserta didik tidak dikenakan kewajiban untuk
ihut mengngpung biaya penyelengearsan pendidikan

Pembravaan  pelaksanaan  wajib  belajor  pendidikon  dasar  pada satuan
pendidikan yang diselenggarakan olch masyarakat menjadi tangeung jawih
musyisrakal dan pemernintah dapat memberi bantisn sesi denpan ketentuan
yung berlaku

delaksanaan ketentuan mengenai pembiayaan wajib belajar pendidikan dasar
ditetapkan oleh Menten Pendidikan dn Kebudayvaan

Pengawasan terthadap pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar baik
satuan pendidikan yang disclenggarakan oleh pemerintah maupun oleh

masyarakal dilakukan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
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(8. Ketentuan  Mengenai  pengliwasan erhadap pelaksanaan  wanb belajar

pendidikan dasar ditetapkan oleh Menten Pendidikan dan kebudaysan setelah

mendengar pertimbangan menten lain yang terkait
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M

4]

Pedoman wawancara pada Dinas PendidikanNasional
habupaten probolinggo

strukiur Organisasi

Vsl dan Misi

Perencanaan strategik

lugas pokok dan fungsi masing masing jabatan o kKantor Dinas
pendidikan Nasional Kabupaten probolinggo

Pedoman umum INFRES Nomor | Tahun 1994

Petunjuk tekhms pelaksanaan INPRES Nomor | Tahun 1994

sumber daya kebijakan vang disediakan

Implementasi INPRES Nomor | Tahun 1994 mengenai wagib belmar
perdidikan dasar 9 whun di kabupaten Proboli NEgo

Ll put vang dehasilkan dore INPRES. Nomor | Tabun 1994 mengeia

wan b belsjar pendidikan dasar 9 tahun di kabupaten Probolinggo
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SUKSESKAN
WAJIE BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 8 TAHUN
(SD & TAHUN + SLTP 3 TAHUN)

uﬁﬂbi.iﬁ FEH'YULUHAH { F'UBL!HAEI
WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR

DEPARTEMEN PERDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIRERTORAT JENDRAL PENDIDIMAN DASAR DAN MENENGAN
CIREKTORAT PENDIDIKAN MENENGRH UL
BAGAN PROYEN PERINTISAN WARD BELAJAR FENCIDIRAN DASAR
SEKARTA 108L [ 105
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EEPUTUSAN MENTERI PENDIIMEAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
MO D3 M2 aing
FTEMNTAMC
BEWAN PENDIDIE AN DAN DEWAN KOMITE

MEMTEERI PEMNDIIMEAN MASIONAL,

Fnimbamy

a Bahwa dalam angka mencapal tuan pendidikan nasional melalul vpaya pemmgkatan muti,
pemerataan, elisiensi penyelenggarnm pendidikan dan tercapmnyn demokratisasi pendidikan, perin
admmya dukungan dan peran serta masyvarakat yang lebih optimal |

b, Bahwa dukungan dan peran sertn misyamakat perlu didorong untuk bersinergl dalam suatu wadah
Drewan
Pendidikon dan Komile sekolah vang mandie

¢. Balvwa sehubungan dengan horuf a dan b serta memfasilitasi terbentuknya Dewan Pendidikan dan
kKomite Sekolah dipandang perlu menetaphon Keputusan Menteri Pendidikan Masional tentang
Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;

lengingat

Lindang — undang Nomor 2 Tahun 1289 tentang. Sistem Pendidilan MNaswonal ( Lembaran' Wegara
Fahun 198% Nomor 6, Tambahan Leambaran Meépara Nomor 3350 ),

[ ndang — undang Nomwor 22 Tahun 1999 tentong Pemerintahan Daerah © Lemborom I"-:.'-"nrn nhun
1999 Namor 60, Tambahan Lembaran Mepara Momor 38397
Undang — undang Momar 25 Tahun 2000 tentang Program Peirbangunan Masional { Propenas) Tabun
2001 — 2004
|-"|;_'r.ull||.._||:| lm:ll.-l,'lillqul Moinor 39 Tahun 1992 h!l|1.L1i|_.'_ |'u‘:| il % s Akl 4|..|5:||.I| Pendicdikan
Mnsional;
Pernturan pemenntah Momor 25 Tabun 2000 (enfang Bewenangan peamenntah don Kewenangan
Propins: sebagas Dacrah Otonom | Lembaran Megara Tahun 2000 MNonwor 54, Tambahan Lembaran
Negary Nomor 3952 7
Reputusan Presiden Republik Indonesia Momar 1062 Tahun 2001 tentang kedudukan, fugas, fngsi
kewenangan, susunan orgamsasi dan tota kerja Deparfemen

MEMUTUSE AN
Mesietaphan
LEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG DEWAN PENMDIDIKAN DAN
EW AN KOMITE

Paszal |1
Pada setinp  Kaobupaten'Kota  dibentuk  Dewan  Pendidikan atas prakarsa masyarakat  dan/atan
pemenmntuh BabupatenFoata,
Pada setiap satsan pendidikan amu kelompok spuan pendidikan dibentuk komiie sekolah atas
prrakarsa masyarakat. satuan pendidikon dan‘azan Pemenntah Kabupaten$ota
Pazal 2
erbenmikan Dewsn Pemdidikan din Komsite Sekolah dapat mengpunakon Acuan Pembentukan  Dewan
lerichdikan dan kaimte Sekalah
Masal 3
bengan berlakunya keputusan ini. Keputusan Menten Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0293/40/1993
ahun 1993 jentang Pembentukan Baden Pewbantu Peoyelenpgaraan Pendidikan dinyatakan tdak
i laku
Posal 4
ceputusan ini milni berdaku pada tnggal dinelapioan.
Waalikan di ; Jukarin
hadla tangeal 11 April 2002
ﬂE"‘ﬂ'ﬂiRl PENDIDIK AN KASION AL,

1 MALIK FADIAR

ISAN INI DISAMPAIKAN KEPADA
“Sekrodris Jenderal Departemen Pendidiban Sasional
Inspekmit Tenderal Denamermen Pendidiban & ol
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Semug Bupah™W alikota

Semun Gubermur

Semua Kepala Dinas Pendidikan Propinsi/ Kabupaten/Kols,
Sermun ketua DPRD KabupatenKota:

Komisi V1 DPR R

MPIRAN | KEPUTUSAN MENTERL PENDIDIKAN NASIONAL
NMOMOR - 044/ 20401
TANGGAL - 2 APRIL 2002

ACUAN PEMBENTUKAN DEWAN PENDIDIEAN

PENGERTIAN, NAMA, DAN RUANG LINGRUP

| Dewan Pendidikan adalsh badan yamg mewadshi peran serma masyaraket dalam rangka
memingkatkan muty, pemerataan, din efisiensi pengelolasn pendidikan di Kabupaten/Fod

2. Wama badan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah masing - masing, seperti Dewan
Pendidikan, atau nami lan yang disepakati

3. Ruang lingkup pendidikan meliputi pendidikan prasekoluh, jalur pendidikan sekolab. don jalur
pendidikan luar sekolah

KEDUDUKAN DAN SIFAT
Diewan pendidikan berkedudukan di Kabupaten/hota

2 Badan ini bersifat mandivi, tidak mempunyai hubungan hieearkis dengan Lembags Pemerintabian

1

Bk

Rad

daerah

TUILTAM

sewadahi dan mevalurkan aspirasi dan prakarss masyarakat datam melakukan kebijakan dan
Program pendidikan

Meningkatkan tanggung jawab dan  peran ekl dan  selusub lapisan  masyacaket | dalam
penyelenpal ramn pendidikan

Menciptakan suasana dun Kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dolun penvelenggarnon dan
pelavanan pendidikan yang bermutu

ML PERAN DAN FUNGS!

i

-

K
1

[}
-

§

Dewan Pendidikan berperan sebagai

|. Pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam poentuan dan  pelaksanaan  kebijaksanain
pendidikun

Pendukung (supporting sgency) batk yang herwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam
penyelengagaraan pendidikon.

Peagontrol { controlling agency) dalam ranghs ransparansi dan ahuntabslitas penyelengepraan dan
kelumran pendidikan

Medigtor  mntara.  pemerintah  (eksckutif)  dan Thewan  Perwakilan Kakyat  Dhaerah
(DPRD W legislanfidengan masyarakat

Dewan Pendidikan berfungs sehugni henkut

\enderong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadag penvelengparaan pendidikin

wang bermiin

Melakukan kerjn sama deagan masyarakat {perorangan/organisas:), pemermiah, dan DPRD herkenam

dengan penvetenggarman pendidikan yang bermutu

Menampung dan menganalisis aspirasi, e, untutan, dan bedaga kebutuhon pendidikan yang

dinjukan oleh masyarakal,

Semberikan masukan, periimbangsn dan iehomendast kepada premierintah doerahDPRD mengenai -

p Webijakan don program pendidikan,

b, Kretern kineryn daernb dalom bading pendidikan

¢ Hriteria teniga kependidikan, khususnyn gur‘tutor dan kepals satuan pendidikan

A Eriterty Fasilitas Pendidikom.

¢, Hal - il Taim yvang terkait dengon pendadikan

f  Mendorong orang ten dan masyarakst berpartisipast dalam pendidilan guna mendubung
peningkman mutu don pemerstaan pendidikan

g Melokukan cvaluasi dan pengowossen ferhadap kebajokan,  program, penyelengparsan,  don
eluamrin pevdidiban

W 4
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Fakaoh Pendidikan

ki

d. Yavasan penyelenyparn pendicdikan { sekolah, luar sekolah, madrasah, pesantren)
e Duma wssha/industri’asosiasi profes:

t Orgarisas profes) tensgs pendidikan

g Romie Sckolah

Unsur Hirekrasalegslat§ dapat dilibatkan sehagai anggota Dewan Pendidikan { Maximal 4 — 5
orime).

A Jumlgh anggota Dewan Pendidikan maksimal 17 {tjuh belas ) arang dan jumbahnya gasal

2

Bepenpurusan Dewnn Pendidikan
&, Pengurus seburang - Kuranenys terdini atas
l. Ketun
1 Sekretiaris
3. Beéndahara
b. Penguras dipilih dan dan oleh anggota
¢, Ketua bukan dan unsur pemerintah daerah dan DPRD

JAnggaran Dasar (AD) dan Anggnram Rumah tangga (ART)

el

o]

N TATA HUBLUNGAN ANTAR ORGANISAS]
Tatm babungen anter Dewan Pendidikan dengan Pemerintah Dacrah, DPRD. Dinas P
L Ronute - Kamite Sekolah bersifist kooordinatif

a.  Dewan pendidikan wajib memiliki AD dan ART
b. Anggaran dasar sebagaimana dimaksod sekurang — kurangnya memuat ©
1 Mama dan tempat keduduban

2 dasar, tupman, dan kegiatan

3 Reanggotaon dan kepengsmsan

4 Hak don kewajiban onpeets dan peng o

5 keuangan

6 Mehimsme kerja dan mapat - ragul

T, Perubahan AD dan ART dan pambubaran organisisi

PENBENTUEAN DEW AN PENDIDIK AN

Prinsip pembentukan

Fembentukan dewan pendidilcan menganut prisip — prinsip sebagai berikut

&  Transparan akuntabel, dan demokratis

b Merupakan mitra pemerintah Kabupaten/ oia

Mekmmizme Pembennikan.

Pembentukan panitia persiapan

I Bupati/Walikota dan/masyarakat membentuk panitia persispan berjumlab sekurang - kurangny 5

(lifa) orang yang terdini atas kalangar prakiisi pendidikan | seperti purn, kepala sekolah,
penvelenggars pendidikan) dan pemerhati pendidikan (LSM peduli pendidikan, tohoh masvarakat,
tokoh agama, dunia usaha dan dunia induseri),

- Panitia persiapan bertugas memepersispkan pembentukan Dewan Pendidikan dengan langkah

lumpkah sebagai berkul :

4 Mengadukun forum sosialisasi kepada masyarakat { termasuk Pendidikan Kejuruan daersh,
Komite Kabupaten, Komite Pendidikan Lua Sekolah) tentang Dewnn Pendidikan menunn
keputusan in

h. Menyusun kriteria dan mengidentifikasi calon snggota berdasarkan usulan dari masyarakat

¢. Memyeleksi calon anggota berdasarkon usulan dan masyarakat

d. Menyusun nama - nuna anggota terpilib

Memifasilitasi pemitihan pengurus dan snpggota dewan pendidikan

Menyampaikan nams pengurus dan angpota kepada Bupsti/W alikota

Panitia persiapan dinyatakan bubar setelah Bupati'Walikota menetupkan Dewan Pendidikan

e

el

Penetapan Pembentukan Dewan Sekolah:

Dewan pendidikan duetapkan untuk pettama kali dengan Surst Kepuinsan Bupati/Walikota, dan
selanjutiya dintur dalem AT dan ART

enilicikan sevts
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[

5
-

3.

i
=

v
Fomite sgkolah berperan sebag |

MPIRAN I KEPUTLISAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR : 044/02002
TANGGAL ; 2 APRIL 2002

ACUAN PEMBENTURKAMN KOMITE SEKOLAH

PENGERTIAN DAN NAMA

komire sekoloh odaloh badan mandin yvang mewadahi peran gertn mosyvorakst dalam rangks
meenimgkatkan muty, permerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di sarean pendidikan baik pada
pendidikan prasekolah, jalur pendidikan sckolah, maupun jalur pendidikan luar sekolah

Mema badan disesvaikan dengan kondis dan kebutuban daecah inasing — masing satuen pendidikon,
seperth komite sekoloh, majelis sekolah, komite TK., atan nama lain vang disepakan

AP3, Komile sekolgh dan atom  sekolsh vang sudah ada dapat memperiuas fungs peran dan
keangpotaan scsua dengan acuan jni

EEDUTY AN DAN SIFAT

komite sekolah berkedudukan di satuan pendichkan

Komite sekoloh dapat terdin dan satu satuan pendidikan atan berapa saman pendidikan dalam jenjang
yang sami, dtau  beberapa satuan pendidikan yang berbeda jenjang tetopi berada pada lokas: yang
berdekatan, atau satuan — satuan pendidikan yang dikelola oleh suatu penyelengpare pendidikan, ntou
karena pertimbangan lgin,

Radan il bersifiat mandin, tdak memponval hubungan hierarkis dengan lembiges pemerintahan

TUIUAN

Mewadah dan menvalurkan aspimes dan prakarsa masvambad dalam melahirkan  kebijakan
operasional dan program pendidikon di satuan pendidikon

Memngkatkan tanpgung jawab don peran masvamk# dalam penvelenggaraan pendidikom

Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akumtabel, dan demokratis dalam penyelenggarsan dan
peloymnan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan

FERAN DAN FLINCGS]

Pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam penstuan dan pelaksanzan kebijaksanaan pendidikan
di satunn peodidikan

Pendukung (supporiing agency) buk yang berwujud financial, pemikiran maspun tenaga dalam
pevelengearaan pendidikan di satuan pendidikan

Femgontrol {controlling, agency) dofam rangka transparansi dan akuntabilites penyelenggaraan dan
keluaran pendidikan di satuan pendidikan

Mediator antara pemerintah {chsckuii§ dan dengan masyarakat di satuan pendidikan

Foommite sekolah berfungs sebhapn berikut

5

3
i I8

4

Mendorong tumbuhiya periatian dan komitmen masyaeskat weehadap penyelenggaraan pendidikan
vt bermiti

Melakukan kerja sama dengan masyarakat (perorangan/organisasi/dunai usaha‘dunia industri) dan
penverintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermuty

Menampung den menganalisiz aspirasi, de, tuntutan, dan berbagal kebutuhon pendidikan vang
diajukan oleh masyarakal

"-1-;,rr|'|,=4."rrhu| masukan, perfimbangan, dan rekomendasi kepada satan pendidikan menaenai -

n Kebijukan dan progeam nendidikan

b Reocana Anggaran Pendidikan din Belann Sekolah { RAPRS)

Eoriterio kinena satwan pendidikan

Faiterin Tenaga kependidikan

¢ Hal - hal yang terkait dengan pendidikan

Mendorong orang tus dan mesyarakat berpanisipas: dalmm ptndldl'l..m: guna mendukung peningkatan
ity dan pemeraton pendidik an

Menggalang dana. masyaakat dalom mngks pembiayaan penvelenpgaman pendidikan i satusn
prendidiknm

Melakukan evaluas dan pengawssan terhadup kebijakan, program, ponyelengasraan | dun keluaran
penddidikan di stwan pendicdikin

TSN ]
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£ Wikil alumm
g Wakil pesenia didik

T |nsur dewan purn vavasanTembags penvelenggara pendidikan, Badan Pertimbangan Desa diapat
puln dilibatkan sehagai anggota Komite sekolah { Maksimal 3 crang)

3 Angpots komite sekolah sekurang-kurengma berjuintah B {sembilan) orang

kepengurusan komite Sekolah
1 Pengurus sekurang - kurangnya terdin atas
|, Ruiua
2, Sekrefans
3 Hendahara
b Pengurus dipilih dari dan oleh anggota
¢ Ketus bukan berasal dari Kepala satuan pendidikan
Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART)
g, Komile sekolah wajib memiliki AD dan ART
b, Anggaran Dasar sehagaimana dimaksud sekurang - hurngmya memust
Wuma dan tempat kedudukan
[rasar, tujean, dan kegiatan
Reangpotasn dan Kepengurusan
Hak dan kewajiban anggota dan pengutus
Koeuangan
Meknnisme kerja dan rapat — raput
Perubahan AD dan ART dan pembubaran organisasi

i o i B LRl el s

VI PEMBENTUKAN KOMITE SEXOLAH

I, Prssp Pembeniukan

Pembentukan Dewan Pendidikan menganul prinsip — prinsip sebagai benkut

a  Transparin, skuntabel dan demokrans

b Meupakan mitra satuan pendidikan

Mekamsme Pembentukan

Pembentukan Panita Persiapan

1, Masvarakst dan atau kepala satuan pendidikan membentuk panitia persigpan. Pamtia persiapan

berjumbils sekurang — kurangnya -5 (lima} orang vang terdini atas kalangan praktia pendidikan (

seperti gury, kepula satuan pendidikun | penyelenggars pendidikan ) dan pemerhiet pandidikan

LSM peduli pendidikan , tokoh masvarakat , tokoh agama, dunia usaha, dan industri} dun orang

tuu peserta didik.

Panitia persiapan bertugas memepersiapkan pemberitukan komite sekolah dengan langkah

langkah sebagai berikut

i Mengadakan formn sosialisasi kepada masyarakat (termasuk  pengurusinggets BP3,
Sekolah, dan Komite sekolah yang sudah ada) tentang Koanite sekolah menurut keputusan m,

= b

L} ]

b, Menyusun kriteria dan mengidentifikasi calon anggoia berdasarkan usulan dari masyarkit

e, Menyeleksi calon anggota berdasarkan usulan dan masyarakal

d Mengumumbkan calon anggeots berdasarkan usulan dan masyaakat

e, Menyusun nama - nama angeota terpilib

[ Memfasilitan pesmilihan pengurus dan anggota Komite scholah

g Menyampaikan nama pengurus deam anggotn Komite sckoloh  kepada  Repals  satuan

pendidikan

b, Panitie persiapan dinyatakan bulbar setelah komnite sekolab terbentuk

¢, Penctapon Pembentukan komite sekolah
Komtite sekolah ditetapkan untuk pertama kali dengan Surat Keputusan Kepala Satuan pendadikan |
don selanjuiny 2 dintur dalam AD dan ART

VI TATA HUBUNGAN ANTAR ORGANISAS]

wa habungan antara komite sekolah dengon satuan pendidikan | dan institusi fam yang bertanggung
1l dnlam penpelofaan pendidiban denpan Yomite - komits sskolah pada satuas pendidikan lain beesifat
ckoordinaif
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Bentuk: UNDANG-UNDANG (UU)
Oleh: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Momor: 2 TAHUN 1989 (2/11983)
Tanggal: 27 APRIL 1989 [JAKARTA)
Sumber: LN 1988i6; TLN NO. 3290
Tentang: SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

Indeks: PEMBANGUNGAN. PENDIDIKAN. Kebudayaan. Prasarana. Warga Negara.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Presiden Republik Indonesia,

bang

hwa Undang-Undang Dasar 1245 mengamanatkan upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa
agar Pemeririah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang
rdengan Undang-undang;

ahwa pembangunan nasional di bidang pendidikan adalah upaya mancerdaskan kehidupan bangsa
meningkatkan kuaitas manusia indonesia dakam mewujudkan masyarakal yang maju, adil dan
.mur, serta memungkinkan para warganya mengembangkan din baik berkenaan dangan aspek
nariah mauvpun rohaniah berdazarkan Pancasia dan Undang-Undang Dasar 1945

ahwa untuk mewujudkan pembangunan nasional di bidang pendidikan diperlukan peningkatan dan
yempumaan penyelenggaraan pendidikan nasional;

ahwa Undang-undang REFR DOCMM="50uul04"=MNomor 4 Tahun 1950 tentang Dasar-dasar
didikan dan Pengajaran di Sekolah (Lembaran Megara Tahun 1950 Nemor 550), Undang-undang
FR DOCHNM="51uul12"=Nomaor 12 Tahun 1954 tantang Pemyataan Barakunya Lindang-undang

FR DOCMM="50uub04">Nomar 4 Tahun 1850 dar Republik Indonesia Dahulu tenfang Dasar-dasar
ydidikan dan Pengajaran di Sekolah Untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1854 Nomaor
Tambahan Lembaran Negara Nomor 550), dan Undang-undang REFR DOCNM="61uul22">MNomor
lahun 1961 tentang Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 302, Tambahan
nharan Megara Momar 2361), serta Undang-undang REFR DOCHNM="65ppul 14™>MNomar 14 PRFS
un 1865 tentang Majelis Pendidikan Nasional (Lembaran Megara Tahun 1865 Nomor B0) dan
tang-undang REFRE DOCHNM="65pnn019">Nomaor 19 PNPS Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Sistem
wdidikan Masional Pancasila (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor B1), perlu dizesuakan dengan
wiuhan dan turiuian perkembangan pendikan nasonal secagar satu sisiem;

anwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas dan dalam rangka memantapkan ketahanan
ona serla mewujudkan masyvarakatl maiu yvang berakar pada kebudayean bangsa dan persatuan
wonal yang berwawasan Bhinneka Tunggal lka berdasarkan Pancasila dan Lindang-Undang Dasar
o perlu ditetapkan Undang-undang tentang Sistem Fendidikan Masional

nigingat

58l 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1845

perseiujuan
WA PERWAEILAN FAKYAT FEFLIBLIE INOOMESIA
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BAR K KETEMTUAMN LIMLIM

Dasal 1

Undang-undang ini yang dimaksud dengan

idikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan pesera didik meiaiul kegiatan bimbingan,
aran, dan/alau |atihan bagi peranannya di masa yang akan datang;

didikan nasional adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan yang
rkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

m pend«dikan nasional adalah satu keseluruhan yang terpadu dan semua satuan dan kegiatan
ikan yang berkaitan satu dengan lainnya untuk mengusahakan tercapainya tujuan pendidikan
al,

iz pendidikan adalah pendidikan yang dikelompokkan sesuail dengan sifat dan kekhususan
nya.

jang pendidikan adalah suatu tahap dalam pendidikan berkelanjutan yang ditetapkan berdasarkan
perkembangan para pesena didik serta keluasan dan kedalaman bahan pengajaran;

serta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalu proses
idikan pada |alur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu;

naga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan din dalam panyalenggaraan
didikan

enaga pendidik adalah anggota masyarakat yeng bertugas membimbing, mengajar dan/atau melatih
erta didik,

.urikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara
g digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar-mengajar

Sumber daya pendidikan adalah pendukung dan penunjang pelaksanaan pendidikan yang terwujud
apai tenaga, dana, sarana dan prasarana yang tersedia stau dadakan dan didayagunakan cieh
jarga, masyarakat, peserta didik dan Pemerintah, baik sendin-sendin maupun bersamasama,
VWarga negara adalah warga negara Republit indonesta,
Menten adalah Menterl yang bertanggung jawab atas bidang pendidikan nasional.
BAB I DASAR. FUNGSI DAN TUJUAN

Fasal 2
L‘Ldidik.ﬂ-l‘l MNasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1845,

Pasal 3

didikan Nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kenidupan
marabat manusia Indonesia dalam rangka upaya mewujudkan tujuan nasional.

Pasal 4

Masional bertujuan mencerdaskan kehdupan hangsa dan mengembangkan Manusia

ia seutuhnya, yailu manusia yang beriman dan berlagwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan
di pekerll luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesahatan jasmani dan rohani,

i B e G b e e e e s fm s e e (o kemacvarnkatan dan kebhanasaan
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Fasal g

warga negara berhak atas kesempatan yeng seluas-luasnya untuk mengikuti pendidikan agar
erpieh pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan yang sekurang-kurangnya setara dengan
ahuan, kemampuan dan ketrampilan tamatan pendidikan dasar.

Pasal 7
maan seseorang sebagai pesena didik dalam suatu satuan pandidikan diselenggarakan dengan
mbedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kedudukan sosial dan tingkst kemampuan ekonomi,
gan tetap mengindahkan kekhususan satuan pendidikan yang bersangkutan,

Pasal 8
rga negara yang memiliki kelainan fisik dan/atau mental berhak mempercieh pandidikan luar

rga negara yang memifiki kemampuan dan kecerdasan luar biasa berhak memperoleh perhatian
8,

ksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dietapkan dengan
uran Pemerintah,

BAB IV SATUAN, JALUR DAN JEMNIS PENDIDIKAMN
Fazal 9

atuan penddikan menyelenggarakan kegiatan belajar-mengajar yang dilaksanakan di sekolah atau
ar sekolah.

Satuan pendidikan yang disebul sekolah merupakan bagian dar pendidikan yang berjenjang dan
snambungan

Satuan pendidikan luar sekolah meliputi keluarga, kelompok belajar, kursus, dan satuan pendidikan
0 SEjanis,

Paszsl 10

*gnyedenggaraan pendidikan dilaksanakan melalui 2 (dua) jalur yailu jalur pendidikan sekolah dan
- pendidikan luar sekolah.

lalur pendidikan sekolah merupakan pendidikan yang diselengoarakan di sekolah melalui kegiatan
jar-mengajar secara baneniang dan bersinambungan

lalur pendidikan luar sekolan merupakan pendidikan yang diselengaarakan di luar sekalah mekalui
atan belajar-meangajar yang tidak harus berjenjang dan bersinambungan

andidikan keluarga meripakan bagian dan jalur pendidikan luar sekolah yang diselengoarakan
im keluarga dan yang memberikan keyakinan agama. nilai budaya, nilai moral dan keterampilan.

*T RAME="p310(5]">(5) Pelaksanaan keteniuan sebagaimana dimaksud pada aysl (3) yang tidak
yangkul ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayal (4) diletapkan dengan Peraturan Pemerintah

Pasal 11
snis pendidikan yang termasuk jalur pendidikan sekolah terdin atas pendidikan umum, pendidikan

. pendidikan ‘uar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan teagamaan. pendidivan akademik
ndidikan profesicnsl
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ndidikan kedinasan memupakan pendidikan vang berusaha maniigkatkan kemampian dalam
aan lugas kedinasan untuk pegawai alau calon pegawai suatu Departernen Pemenntah atau
a Pemenntah Non Departemen

didikan keagamaan merupakan pendidikan yang mempersapkan pesarta didik untuk dapat

ankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan khusus tentang sjaran agama yang

didikan akademik merupakan pendidikan yang diaraghkan lerutama pada penguasaan imu
ahuan

aksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (8) ditetapkan
n Paraturan Pemerintah

BABV JENJANG PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Limium

Pasal 12

|ang pendidikan yang termasuk jalur pendidikan sekolah terdin atas pendidikan dasar, pendidikan
ngah dan pendidikan tingoi

lain jenjang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), daoal dizelenggarakan pendidikan
kelah

Syarat-syarat dan tata cara pendinan serta bentuk satuan, lama pendidikan, dan penyelenggaraan
ididikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

jian Kedua
wdedikan Dasar

AT NAME="ps13">Pasal 13

Pendidikan dasar diselenggarakan untuk mengembangkan sikap dan kemampuan sera memberikan
getahuan dan keterampilan dasar yang diperukan uniuk hidup dalam masyarakat serla
npersiapkan pesena didik yang memenuhi persyaratan untuk mengikut pendidikan meanengah

Syarat-syarat dan tata cara pendinan. bentuk satuan, lama pendidikan dasar dan penyelanggaraan
didixan dasar ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Fasal 14
Narga negara yang berumur 8 (@nam) tahun barhak menglkutl pendidikan dasar.

Marga negara yang berumur 7 (tujuh) tahun berkewajiban mengikuti pendidikan dasar atau
didikan yang setara, sampai tamat.

“elzksanaan wajib belajar ditetapkan dengan Peraturan Pemarintah

ian Ketiga
idikan Menangan

T NAME="pz15">Pasal 16
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aksanaan ketentuan sebagaimana dmaksud padaayatl (1) dan ayat 12} ditetapkan dengan
n Femsennian

Keempat
kan Tinggi

&

didikan tinggi merupakan kelanjutan pendidikan menengah yang diselenggarakan untuk

pkan peserta didik menjad| anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau
anal yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau menciotakan iimu pengetahuan,

gl danfatau kesenman

uan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi disebut perguruan tinggi yang dapat
tuk akademi, politeknik, sekolah tinggi. institul alau unwersitas.

wemi merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan terapan dalam satu
 atau sebagian cabang iimu pengetahuan, leknologi atau kesenian tertaniu.

teknik merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan terapan dalam sejumiah
 pengatahuan khusus.

colah tinggi merupakan perguruan tinggl yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau
onal dalam satu disipln ilmu terentu

litut merupakan perguruan tinggi yang terdin atas sejumiah fakultas yang menyelenggarakan
ikan akademik dan/atau profesional dalam sekslompok disiplin ilmu yang sejenis

wersitas merupakan perguruan bngal yang terdin atas sejumiah fakultas yang menyelenggarakan
filkan akademik dan/atau profesional dalam sejumiah disiphin ilmu tertentu.

aral-syarat dan tata cara pendinan, struktur perguruan tinggi dan penyelenggaraan pendidikan
ditetapkan dengan Peraluran Pemeanniah

Pasal 17
ndidikan tinggi terdir atas pendidikan akademik dan pendidikan profesional

kolah tinggi, institule dan universitas menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau
ignal

ademi dan politeknik menyalenggarakan peandidikan profesional.

Pasal 18
da parguruan tinggl ada gelar sanana, magister, doklor, dan sebutan profesional
lar sarjana hanya diberikan oleh sekolah tinggi. insttul. dan umversias,

lar manisier dan doktor dibenkan oleh sekolah tingg, institut, dan universitas yang memenu
aratan

shutan profesional dapat dibenkan cleh perguruan tinagi yang menyelenggarakan pendidikan
rial

dan universitas yang memenuhi persyaratan berhak untuk membarikan gelar doktor

an [docior honons causa) kepada tokoh-tokoh yang dianggap peru memperoleh penghargaan
gl berkenaan dengan jasa-jasa yang luar biasa dalam bidang ilmu pengetahuan. taknokogl,
rakatlan atavoun kabudavazn
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eatitan Liesan perguruan finggs hanya dibanarkar dalam bentuk yang

gunaan gelar daniatay &
bersanakutan atau dalam bentuk singkatan sesual dengan paraturan

dar pergunuan tinggi yana
g-undangan yang berlaku

Fasal 20

aan gelar skademik atau sebutan profesicnal yang diperoleh dari perguruan tinggi di luar negern
unrkan dalam bentuk asli sebagaimana diperoleh dan perguruan tingdi vang bersangkutan,

ngkap ataupun dalam benuk singkatan.

Pasal 21

universitas, institut, dan sekclah tinggi dapat diangkst guru basar atau profesor

angkatan guru besar atau profesor sebagai jabatan akademik didasarkan atas kemampuan dan

| akademik atau keilmuan tefentu.

rat-syarat dan tata cara pengangkatan termasuk penggunaan sebutan guru besar atau profesor
an deangan Peraturan Pemerintab.

Pasal 22

m penyelengaaraan pendidikan dan pengembangan iimu pengetahuan pada perguruan tinggl
u kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik sena atonomi kedmuan

erguruan tinggl memiliki otonomi dalam pengelclaan lembaganya sebaga pusal penyelenggaraan
idikan tinggi dan penelitian imiah.

selaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayal (1) dan gyat (2) dtetapkan cengan
sturan Pemerintah.

BAB VI PESERTA DIDIK
Pasal 23
Sendidikan nasional bersifat terbuka dan memberikan keleluasaan gerak kepada peserta didik.

Delaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Menten
FPasal 24
wap peserta didik pada sualu satuan pendidikan mempunyal hak-hak bernkut

nendapat perdakuan sesuai dengan bakat, minal, dan kemampuannya;

nengikutl program pendidikan yang persangkutan atas dasar pendidikan berkelanjutan, baik untuk
ngembangkan kemampuan din maupun untuk memperoleh pengakuan tingkat pendidikan terentu

v telah dibakukan;

mendapat bantuan fasiitas belajar, beasiswa, atau bantuan lain sesual dengan persyaratan yang
rlakuy

ke satuan pendidikan yang sejajar alau yang tingkatnya lebih fingg: sesuai dengan persyaratan

pindah
menmaan pesena didik pada satuan pendidikan yang hendak dimasuki;

yelesaikan program pendidikan lebih awsal dan wakiu yang ditentukan;
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nghormati tenage kependidikan

memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keaman an satuan pendidikan
rsangkutan

laksanaan ketenluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Menten

Pasal 26

didik berkesempatan untuk mengembangkan kemam puan difinya dengan belajar pada setiap
lam peralanan hidupriya sesual dengan bakat, minat, dan kemampuan masing-masing.

BAB VIl TENAGA KEPENDIDIKAN
Paszal 27

naga kependidikan bertugas menyelenggarakan kegiatan meangajar, metatin, meanelit,
ambangkan, mengelola, dan/atau memberikan petayanan teknis dalam bidang peandidikan

©naga kependidikan, melpul tenaga pendidik, pangelola satuan pendidikan, penitk pengawas,
i dan pengembang di bidang pendidikan, pustakawan, laboran dan teknisi sumber belajar

enaga pengajar merupakan tenaga pendidik yang khusus diangkat dengan tugas utama mengajar,

pada jenjang pendidikan dasar dan menengah disebut guru dan pada jenjang pendidikan tinggi
but dosen

al 28

Fenyelenggaraan kegiatan pendidikan pada suatu janis dan jenjang pendidikan hanya dapat
kukan oleh tenaga pendidit yang mempunyai WEWENang mengajar.

Untuk dapat diangkat sebagai tenaga pengajar. tenaga pendidik yang bersangkutan harus beriman
1 bertagwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berwawasan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945
ta memiliki kualifikasi sebagai tenaga pengajar.

Pengadaan guru pada jenjang pendidikan dasar dan menengah pada dasarmya dissleng garakan
alul lembaga pendidikan tenaga keguruan.

Felaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2}, dan ayat (3) dtetapkan
igan Peraturan Pemenntah,

Pasal 25

Untuk kepentingan pembangunan nasional, Pemeriniah dapat mawajbkan warga negara Republik

anesia atau meminia warga negara asing yang memiliki iimu pen getahuan dan keahlian tertenty
njadi tenaga pendidik

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan
menniah

Pasal 20

h2p tenaga kependidikan yang bakerja pada satuan pendidikan terentu mempunyai nak-nak berkut :

pefoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial -

8 kependidikan yang memilikl kedudukan sebogal pegawsi negen mempercleh gaji dan
N sesual dengan peraturan umum yang beraku bagi pegawai nagari
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percieh penghargaan sesua dengan damma baktiny&,
gunakan sarana, prasarana. dan fasiiitas pendidikan yang lain daiam melaksanakan tugasnya

Faszal 31

enaga kependidikan berkewajiban untuk |

bina loyalitas pribadi dan pesernta, didik 1erhadap ideciogi negara Pancasita dan Undang-Undang
1945,

junjung tinggi kebudayaan bangsa,

ksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan pengabdian,

ingkatkan kemampuan profesional sesual dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan

ogi sena pembangunan bangsa;

njaga nama baik sesual dengan keparcayaan yang diberikan masyarakat, bangsa dan negara.
Pasal 32

edudukan dan penghargaan bagi tenaga xependidikan diberikan berdasarkan kemampuan dan
Bsinya.

mienaan dan pengembangan ienaga kepe idikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan
 Pemerintah diatur oleh Pemeriniah.

Dembinaan dan pengembangan 1enaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan
y masyarakal diatur oleh penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan
marintah.

BAB VI SUMBER DAYA PENDIDIKAN
Pasal 33

ngadaan dan pendayagunaan sumber daya pendidikan dilakukan oleh Pemerintah, masyarakat,
pl'.-mau keluarga peserta didik

Pazal 34

fuku pelajaran yang digunakan data pendidikan jalur pendidikan sekolah disusun berdasarkan
man yang ditetapkan oleh Pemerintah.

| Buku pelajaran dapat diterbitkan oleh Pemernntah ataupun swasta

Pasal 35

! i
lap satuan pendidikan jalur pendidikan sekoiah balk yang disslenggarakan oleh Pemerintah maupun
gyarakal harus menyﬂfkm sumber belajar \

Pasal 36
§
pmn,rmrrggarun kegiatan pandidikan di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh @
erintah menjadi tanggung jawab Pamerintah i

- ’ s L =
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1K
RIKLILLUM
asal 37
urikudurm disusun urituk mewuudkan iuuan pendidikan nasiondal dangan memeerhatikan tahag
hembangan peserla didik dan kesesuaiannys dengan lingkungan, ketutuhan pembanjunan
sional, perkembangan iimu pengetahuan dan teknolog sana kasenian, sesual dengan 2ris
an jenjang masing-masing satuan pendidikan.
asal 28
1) Pelaksanaan kegiatan pendidikan dalam saluan perididikan didasarkan alas kurikule™ yarg
Hiky SECars nasional dan kurikulum yeng disesuaiken dengan keadaan, sena kebutubian
Irgkungan dan ciri khas satuan pendidikan yang bersangkutan
2} Kurikulum yang beriaky secara nasiona diletapsan oieh Menteri, aisu Meantan ki, asu
impinan Lembaga Pemerintah Non Departemen berdasarkan pelimpahan wewsnang dan
l&n
Pasal 8
{17 Isi kurikulum mesupakan susunan bahan kajian dan pelajaran urtuk mencapai topuan
penyelenggaraan satuan pendidikan yarg bersangkutan dalam rangka upaya pencapalan tuuan
pandidikan nasonal
(2} |5t kurikulum satiap ris. jalur dan [erang pandidikah wajil mamuial
A pandidikan Pancasia,
b pendidikan agama; dan
i parddsan hesargaagansan,
(3} 15 Kurikulum pendidikan dasar mamuat sekurang-Kurangnys bahan kajian dan pelajaran
tentandg
a. pundidikan Pancasila,
b pendidikan agama;
¢, pendidikan kewarganegaraan,
d, bahasa indonesis;
& membace dan marubis
f maiematicg (larmmasuk Derhiluig),
g. penpgantar sains dan leknoiog!,
. dlmu baume;
i sejarah nasional dan segaran umm,
|, kersjinan tangan dan kesenian
k pendidixan @smari dan Kesehaian;
|, meriggambar, serta
ifi. Bahasa Inggns
{4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayal (2) dan ayat (3)diatur oleh
Mamier
BABR X
HARI BELAJAR DAN LIBUR SEKOLAH
Pasal 40
{1} Jumiat sekurang-kurangnya hafi belajss delam 1 (satu) lahun uniuk seliap saluan pendidikan
digdur alaby Mienten
(2) Hari-hari libur untuk Satuan pendidiian yang diselenggarakan cleh Pemenntah diatur oweh
Manterl dengan mengingat ketenfuan harl raya nasicnal, kepantingan pendidikan, kepéntingsn
aaina dan fakior malsim
{3} Satuan pendidikan yang disslenggarakan clah masyarasat oapat mengatur nan-nar liburnya
sendiri dengan mengingal keleniuan yang dimaksud pada ayat (1) dan ayal (2)
BAB XI
BAHASA PENGANTAR
Fasal 41
Eahﬂdﬂ pengantar dalem pandidikan nasional adaiah bahasa INOONESI3.
asal 42
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} Bahasa daeran dapat digunakan sebagal bahasa pengantar dalam tahap awal perdidikan
sejEuh dipetiuken dilam penyampaian pengetahuan danialau keteramplan lenantd
) Bahasa asing dapat sgunakan sebagai bahasa pangantar sejauh dipariukan dalam
nyampaian pengatanuan den/atau keterampilan ieneniu
B Xil
EMILALAN
gsal 43
arhadap kegiatan dan kemagian belajar pesana didik dilakukan penilaian.
asat 44
emenfilah dapal menyelenggeranan panilaian hasil belaar suaiu jeris dand atau jenjang
pd.didkan sacara nasional
asal 45
acara berkala dan berketanjutan Pamariniah mealakukan penilaan terhadap kurkulum sena
rana dan prasarsna pendidikan sesus dengan kebuluhan oan perkembangan ksadaan.
Pasal 45
{4) Dalam rangka pambinaan saluan pendidikan, Pemerintah melakuxan panilgian selap ST
pendidikan secara berkaa.
{2} Hasil penilaian sebagaimand dirmaksisd pada ayat (1) diumumian seCars terbukE
BAB Xl
PERANSERTA MASYARAKAT
Pasal 47
(1) Masyarakal sebaga mitra Pamerintah barkesampatan yang seluas- luasnya uniuk
berperansaria dalam penyelenggaraan pandidikan nasional
{2} Ciri khas satuan pendidkan yang dissienggarakan oish masyarasal i\2ap duindanhar
(3 Syaral-syarat dan lata card dalam penyslenggaraan pendidikan ditetapran dengan Peraturan
Femerintah
BAB XIV
OADAN PERTIMBANGAN PENDIDIKAN NASIONAL
Pasal 48
(1) Kalkuisertaan masyaraxal calam penantuan kebijaksanaan Wenten oarkenaan dang:an
sistem pendidikan nasiona! diselenggarakan melaiu suatu Badan Pertimbangan Pendidikan
Masional yang beranggotakan tokoh-toliah masyarakat dan yarg menyampaikan saran, nasahst,
dan pamikican lain sebagal bahan penimbangan
{2) Pembentukan Badan Pertimbangan Pendidikan Masional dan penganghkaian anggola-
angpotanya dilakukan oleh Prasiden
BAD XV
PENGELCLAAN
Fasal 45
Pengelulaan sistam pendidikdn nasioral adalah tanggung jawab Menten
Pasal 50
Pangelolaan satuan dan kegiatan pendidican yang diselenggersxan oleh Pernerintah dilakukan
oieh Mertar den Menter |sin atau Pimpinan Lembags Pemerintah lain yang menysionggarakan
satuan pendidian yang bersangkutan
Pasal 51
Pengetciaan satuan dan kegiatan pendidikan yarg disslenggarakan oleh masyarakat ditakukan
oloh badan/perarangan yang menyelenggarakan saluan pendidikan yang bargangkutan.
BAE X\
PENGAVWASAN
Pasal 52
Pemanintah meakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidiken yang diselenggarakan
nieh Pemerintah atsupun oleh masyarakat dalam rangksa pambinaan perkemoangan satuan
E-a:ﬂdg;an yang bersangkuian
asal
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antan berwenang mangambil tindakan admimstralf terhadap penyelenggara satuan

ndidkan yang melakukan pelanggaran terhadap ketertuan Undang-untang imi

LB VI

ETENTUAN LAIN-LAIN

asal 54

1) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Perwakilen Rapuliik indonesia di luar nagedn
husus bagl peserta didik warga negasa adalah bagian dan sistam pentidikan nasional.

2} Sauan pendidikan yang d:selenggarakan di wilayah Reputlik Indonesia oleh paraasilan
ggara asing khusus bag peserta didik warga negana asing tidak termasuk sislem pandidikan
niasicna

(4) Paseria didik warga negara asing yang mangikuti pendidixan di saluan pendidikan yang
merupakan bagian dan sislem pendidikan nasional wajib menaall keleniuan-Kelaniuan yang
berisku bagi dan dan satuan pandidikan yang barsangrdan

(4] Kegiatan pendidikan yang disslenggarakan datam rangka kera sama internasianal alau yang
diselenggarakan aleh pinak asing d wilayah Republik Indonesia diakukan sesuai defigan
ketentuan Undang-undang ini dan sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nassonal
(5) Peigksanaan heleniuan sebagaimana dinassud pada ayal (1), dyal [2). ayal (3), dan ayal ()
diletepkan dengan Paraturan Pemerintab

BAE AWl

KETENTUAN PIDANA

Pasal 55

{1} Barany siapa dengan sengaja melakukan peianggaran lamadap keleéniuan Pasal 15 ayal (1)
dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 1B (delapan belas) bulan atau pidana dends
selinggi<ingginya Rp 15.000.000.00 (ma belas juia rupiah)

{2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayal [1) adalah keyahatan

Pasal 58 X

(1) Barang siapa dengan sangaja melakukan pelanggaran terhadap ketenluan Fasal 15 aval (2},
Pasal 20. dan FPasal 26 ayat (1) dipidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) buian alau pdana
danda satinggi-tingginya Rp 500000000 (iima jia nupiah).

(2% Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran

HAE x1X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 57

Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan peiaksanaan Lindang-
undang Nomar 4 Tahun 1950 tentang Dasar-dasar Pendidikandan Pengajaran di Sekoiah
{Lembaran Negara Tahun 1850 Nomor 5500, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1954 tenlang
Pemyataan Barlakunya Undang-undang Nomer 4 Tahun 1950 dari Hepublik Ingonesia Danulu
tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sewoiah Untuk Seluruhy Indonesia
{Lemparan Negara Tahun 1952 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomar 5500, dan
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1861 tentang Perguruan Tingg! {Lembaran Negara Tahun
1961 Momor 302, Tambahan Lembaran Negara Namor 2361 ), Undang-undang Momor 14 PRPS
Tahun 1965 tentang Majelis Pandidikan Nasicnal (Lembaran Negara Tahun 1385 Nomor 80)
dan Undang-undang Nomor 19 PNPS Tahun 1955 tentang Pokok-pokok Sistam Pandidikan
MNasional Pancasita (Lembaran Negara Tahun 1585 Nomor 81) yang ade pada saal
diundangkennya undang-undang ini masih tetap berdaku, sepangang tidak bertentanpan dan
balum digant berdasarkan Undang-wndang i

HaE 2A

HETENTLUAN PEMUTUP

Fasal 5

Foda sasl muls: berlgsunya Undang-undang ni, Undang-undang HNomar 4 Tatwn 1950 tentang
Dasar-desar Pendidikan dan Pengajaran dl Sekoiah [Lembaran Megsera Tahun 1350 Nomar
550), Undang-undang Nomis 12 Tahun 1954 1aiang Pemyalaan Berlakunys Undang-undang
Mienar 4 Tarun 1950 dari Republik Indonesia Dehulu tertang Dasar-dasar Pendidilan dan
Panrgaaran di Sekolah Lnluk Seluun Indornesa (Lambaran Negara Tahun 1554 Noinor 38,
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ari Megara Namor Sall) Urdang-undang HNomar =% Tahun 1561 entdng
grguruan Tingg! { Lembaran Nagara Tabun 19671 Momal 103, Tambahan Lemoaran Megars
Aot 2361, Undang-undang Nomar 14 PRPS Tanun 4965 tantang Miaelis Pandidi=an
asional (Lembaran hegara Tahun 1965 Nomor BiJ) dan Undang-undang MNomot 14 FNPS
shun 1965 tentang Pokok-pokon gistem Pendidikan Nasional Pancasiia (Lembaran Negera
1965 Momor B1) dirryatakan tidax srkaki

ambanan Lambar

anun
asal oY

jndang-uncang im st hariaku pada tanggal di jredargrar.

Wi, e ikl ian pengul wangan Lkdang-uridany

Nagara Repubilis lridonesia

par satigp arang g labuary ek lrgan
grmpalanTya Gdsam Lembaran

gl wdr i Jahkald

ada tanggal 27 Mareat a8
PRESIDEN REPUBLIK INDOMESTA
SOEHARTU

Diundangkan di Jakans

pada anggal 27 Maret 1583
MENTERISERRE]T ARIS NEGARA
REPLUBLIK [NODONESLA
MOERDIOND
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PP 20/4040, PENDIDIFAN DASAR ...
Bentuk: PERATURAN PEMERINTAH (PP)

Oleh: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Nomor: 28 TAHUN 1980 (28/1390)
Tanggal: 10 JUL! 1990 (JAKARTA)
Sumber; &l 1990/36; TLN NO. 3412

Tentang: PENDIDIKAN DASAR

Indeks: PENDIDIKAMN. Prasarana. Warganegara. Pondidikan Dasar.

Presiden Republik Indonesia,

bang
sebagal pelaksanaan ketentuan REFR DOCNM="B3uu00z” TGPTHM="ps123">Pasal 13 Undang-undang

2 Tahun 1385 tentang Sistem Pandidikan Nasional dipandang pariu mengalur syarat-syaral dan teta cara
irian, bantuk satusan, lama pendidikan dan penyelenggaraan pendidikan dasar dengan Peraturan Pamanntah;

gingat
sal REFR DOCNM="sd45" TGPTNM="ps5(2)">5 ayat {2) Urdang-Undang Dasar 1845,
ndang-undang REFR DOCNM="85uuliz">Nomar 2 Tahun 1988 tentang Sistem Pendidikan Naswonal

an Megara Tahun 1989 Momar §, Tambahan Lembaran Negara Nomor 33940},

TUSKAN

{apkan:

TURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG
DIDIKAN DASAR.

1

TENTUAMN LIMLUIM

zal 1

jarm Peraturan Pamarintah in yang dimaksud dengan:

cendidikan daser adalah pendidikan umum yang lamanys semiilan tahun, diselenggarakan selama enarm tahun
Sekolah Dasar dan Liga tahun di Seketan Lanjutan Tingkal Pertama atau satuan pendidikan yang sederasjat.

& akolah Dasar adalah bentuk satuan pendidikan dasar yang menyelenggarakan program anam lanun

Sekotah Lanjutan Tingkat Pertama adalah bentuk satuan pendidikan dasar yang menyslenggarakan program
ERE

Siswa adalah peserta didik pada satuan pendidikan jenjang pendidikan casar di @iur pendidikan sakolah
tua adalah aysh dan/atau ibu atal wali siswa yang bersangwutan

nten sdalah Menter yang bertanggung @wab di bidang pendidikan riasional



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

PENDIDIEAN DASAR

ikan dasar bartujuan wntuk mambeankan bakal kemampuan dasar kepada paserta didik wntuwk
hangkan kehidupannys sabagai pribadi, anggota masyarakatl, warga negara dan anggota umal manus:a
mparsapkan pasarta didek wniuk mangiull pandickkan manangah

K SATUAN DAN LAMA PENDIDIKAN

U satuan pandsdikean dasar yang memyelenggarakan pandidikan program enam tahun terdin atas

olah Dasar:
olah Dasar Luar Biasa

muk satuan pendidikan dasar yang menyslenggarakan pandidikan program tiga tzhun sesudah program
tahun terdin tag

olah Lamnjutan Tingkal Pedama,
lan Lanjutan Tingkal Perama Luar Biasa

exolah Dasar dan Sekolah Lanutan Tingkat Pertama yang bercrl khas agama tslam yang disalanggarakan
Departemen, Agama masing-masing disebut Madrasah Iblidaiyvah, Madrasah Tsanawyah

elaksanaan keteniuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan.avat (2}, diatur oleh Menteri, sedangkan
(3} diatur cleh Menteri setelah mendengar pertimbangan Menten Agama

n
RAT DAN TATA CARA PENDIRIAN
15

wian satuan pendidikan dasar oleh Pemerintah atau masyarakat herus memeanuhl persyaratan
chanya:

Kl ang-Hurangnya sepuluh siswa;

a kapandidikan terdiri atas sekurang-kurangnya sedrang guru untuk setiap keias bagi Sexolah Dasar dan
g guru untux masng-masing mata pelsgaran bagi Sekolah Lanjutan Tingkal Fertama, serta perbandingan
fah guru dengan jumiah murid sebanyak-banyaknya 1 © 40;

urikulum perdasarkan kurikulum nazional yang berfaku,
umber dana lelap vang menamin kelangsungan penyslenogaraan pendidikan dan fidak akan marugikan siswa,
ampat belajar;

bR pel ajaran dan paralatan pendidikan yang diperiukan,
Pendinan Sekolah Dasar dan Sekolah Lanjutan Tingkat Perdama yang diselenggarakan oleh masyarakal selain
mienuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus pula memenuhi persyaratan penyelanggaranya

WHYEEEN BlEL badan yang bersitat sosial.
aksanaan ketentuan sebagaimans dimaksud dalam ayat (1) datur clah Malen selsah mendengss
gan Manrtari lain yang ierkalt
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\aksanaan ketentuan sebagaimana diaksed dalam ayal (1) digiur olsh Merden dan khusas Ltk satuan

kan dasar o ingkungan Depariemen Agama diatur cleh Menter Agama setslsh mendengar partimbangan
rl

LENGGARAAN PENDIDIKAN

K mEmpaniu peryelenggaraan kegiatan pendidikan dasar pada seliap Sskolah Dasar dan Sekolah
n Tingkal Pertama dibentuk badan pembaniu panyeienggara panddikan

bentukan, susunan, tugas, dan fungs sarta pembinaan badan pembaniu peryelenggars pendidikan digtur
=

iolaan pendidkan dasar sebagsi bagian dar sistam pendidikan nasional merupakan tanggung jawab
i

Lt

ngadaan, pendayagunaan dan pengembangan tenaga kependidikan, kurikulum, buku pelajaran, dan

tan pendidikan dar satuan pendidhan yang disslenggarakan oleh Pemerintah adsiah tanggung Ewab
i

engadaan, pamahharaan dan perbaikan gedung, sena panyediaan tanah uniuk Sekolah Dasar Yang
anggarakian oleh Pemerintah adatah tanggung jawab Pemenntah Dasrah

engadaan. pemelinaraan dan perbaikan gedung, serta penyediaan tanah uniuk Sekotah Lanutan Tingkat
ma yang diselenggarakan oleh Pemerintah adatah tanggungjawab Meanter |

engadaan dan pendayagunaan lenaga kependidikan, buku pelajaran, peralatan pendedikan, tanah dan
rg beseria pemeliharaannya pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakal adalah
gung @wab yayasan alau badan yang menyelenggarakan satuan pendidikan yang bersangkutan,
elaksanaan keteriuan sebagaimana dmaksud dalam ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) dialur alsh Menteri,

‘elaksanaan ketentuan sebagamana dimaksud dalam ayat (2} diatur oleh Menter Dalam Megari setelah e
dengar partimbangan Manteri. i
F

al 10

ranggung jawab atas pengelolaan madrasah dilimpahkan Manter kepada Menlen Agama

Pengadaan, pendayagunaan dan pengembangan tenaga kependidikan, kurikulum, buku pelaaran dan

Hatan pendidikan dani satuan pendidikan yang dselenggarakan aleh Departemen Agama diatur aleh Menter)
ma =elelah mendengar parimbangan Mentan

11

pendidian gasar yang didirkan oleh Pemerintsh diselenggarakan clsh Menten atau Menter |ain.

pendidiken gasar vanag didirtkan aleh masivarglial digalamasrarabian mlsb simiaemm s o se it
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12

alg Sakciah beclanggung [@wab atas penyelarggaraan kagiafan pendidhan, odminisiras seibealent i
aan enegs kependidikan Ennnya 0an pendayvaguraan seria pemelihardan sarana dan pragarans

ala Sekolah Lanjutan Tingkat Perdama dapat dibaniu oleh secrang Wakil Kepala Sskolah dala rangka
nakan ketantuan ayat (1)

ksanaan katertuan sebagamana dimaksud daam ayat {1} dan ayat (2} digtur oleh Menian

)

aia Sekoiah dari satuan pendidikan yang diselenggarakan aleh Pamenntah bartanggung awab atas
langgaraan kegiatan pendidikan, administras sakalah, pembingan tenaga kepandidisan kainmya, dan

yaOQUNAaan sarana can prasarana kapada Menmteri

garakan olah masyarakat bertanggung jawab tentang
enggaraan kegiatan pendidikan, administras: sekolah, pembinaan tenaga kependidikan lnaya, dan
yagunsan sarana dan prasarana kepada badan yang menyalenggarakan saluan pendidikan yang
ngkutan dan kepada Menten

aia Sekolah dari Madrasah yang diselenggaraian cieh Pemenintah bartanggung jawah tentang
lgngoaraan kegiatan pendidikan, adminisirasi sakolah, pembinaan lenaga kependidikan l@inmya, dan

garakan alah Pemerintah bertanggung jawab atas pemelinaraan dan
ikan gedung serta pemelinaraan lanah kepada GubarmurKepala Daerah Tingkat |

apata Sekolah Lanutan Tingkal Pertama yand diselenggarakan cheh Pemerintah bertanggung jawab alas
alinmraan dan perbaikan gedung serta pedmeliharaan tanah kepada Maniar.

slaksanaan ketertuan sebagaimana dimaksud dalam ayal L1}, ayal (2], @yat (3), dan ayal {4) diatur oleh
{ b Whusus untuk satuan pendidikan di lingkungan Depariemen Againa diatur oleh Mantari Agama setatah

engar pechimbangan Manten
Bl

IRIKULLI

|

sal 14

Isi kurikulum pendidikan dasar merupakan susunan bahan kajian dan pelajaran uniuk meancapa tujuan

melickan dasar

| 188 kurikubam pendidikan dasar wagib memual sekurang-kurangnya bahan kajian dan palajaan
pendidikan Pancasia,

pendidikan agama;

pandidikan kewarganagaraan.
bahasa Indonesia;

mambaca dan menulis,

matematika (1ermasuk berhitung),
pergantar sains dan teknoiogl

-l burmi,

sejaran nasiaral dan sejarah umum;
wersjman tangaen dan kesenian,

pandidikan jasmani dan kesehatan,

mmwmmmmum dengan keadaan lingkungan dan ciri knas
j yang bersangkitan dengan tdak mengurang kurkulum yang beriaku sacara nasionsl dan iidak
impang dar Wy an pandidikan nasianal

et 3 . UL W Sy T s IS e S o [ e Tt (Bm. . p 8" K
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15
dapat ditenma sebagai siswa Sekolsh Dasar seseararny harus berusia sskurang-kurangnya enam ahun

uk fapat ditenma sebagal siswa Sekotah Lanjutan Tingkst Pertama sesecrang harus telan tarmat Sekalah
tau satuan penddikan dasar yang sederajat dan sstara

axsanaan ketantuan sebagameana dimaksud dalam ayat (1) can ayat (2 distur oleh Menieri
16

wa mampunyal hak:

apal perlakuan sesusi dengan bakal, minat, dan kemampuannya

peraleh pendidikan agama sesual dengan agama yang dianutnya;

ngikuti program pendidikan yang bersangkulon atas dasar pendidikan berkelanjutan, badk uniuk
mbangkan kemampuan difi maupun uniuk mempercleh pengakuan tngkat pandidikan tertentu yang tetah
kar,

apat bantuan fasditas bedagar, bea siswa, ateu bantuan lain sesuai dengan persyaratan yang berlsky;

ndah ke sekolah yang seajar atau yang nghkatnya lebih iinggl sesual dengan pecsyaratan pensfimaan siswa
sakolah yang handak dimasuki;

emperoleh penilaian hasi belajarnya

emelesaikan program pendidikan lebih awal dan waktu yang ditertukan;

endapal pelayanan khusus bilamana menyandang cacal

Polaksanaan kelenfuan sebagamana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menler.
al 17

Setiap siswa berkewajiban unbuk

kUt menanggung beaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali siswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut
aual dengan k#laniuan paraturan perundang-undangan yang berlaku;

mematubi ketentusn peraturan yang berlaku

menghormat tanaga kapendidikan;

ikut memelinara sarana dan prasarana serta kebergihan, ketertban dan keamanan sekolah yang bersanghutan
) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat [1) distur oleh Mentern

AE X

ENILALAMN

asal 16

Pemilsian pendidikan dasar disslenggarakan untuk memperoleh keterangan lentang proses belajar-mengajar
Lpaya pEncapanan lujuan pendidikan dasar dalam rangka pembinaan dan pangambanganinya, sers untuk
1 akreditas satuan pendilikan dasar yang bersangkutan.

Penidaian pendidikan dasar mencakup
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flatan kegiatan dan keemajuEn belagar siswa dilaiukan urituk menoeiabul perkembangan deri hasil belajar

laian hasil belaar siswa pada akhir pendidkkan dasar dilakukan untuk memben Surat Tanda Tamat Belajar.

laian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diakukan untuk membantd parkembangan siswa dan
roieh kelerangan tentang mutu pendidikan dasar secara nasional.

ilaian sehagaimana dimaksud dalam ayat {1) dilaksanakan bercasarkan ujuan dan el kurikulum yandg

d

an pdaksanaan kurikuim ditakukan untuk mengetahui kesesuaian kunkuium pendidikan dasar dengan
fungs, dan tujuan pendedikarn nasional, kemampuan siswa, 4an kesesuxannya dangan uniutan

pangan yang terjadi dalam masyarakat,

21

nilaian terhadap gurd dan tenaga kependicikan lainnya dilakukan uniuk mengetanhul kemampuan dan

angan profesional

asil panilaian sebagamana dimaksud dalam ayat (1) digunakan uniuk:

binpan dan pengembangan gurd dan tenaga kependidikan lsinnya:

mpurnasn kunikulum can pangelolaan program pendidikan guru dan tenaga kependidikan lainnya

|22

rilaian satuan pendidikan sebagal sald kesaturuhan dilakukan untuk Mengetanu kemampuan pengelokEan
n danfatau kegiatan pendidikan yang bersangruian

Panilaian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayst (1) meliput sege-segh

1WA,
Lar) cian tenaga kepandidikan lainnys,
zarana dan prasarans;

sdmiristrasi
ceadaan umum satuan pandidian yang besrsangkutan,

Haeil paniaan sabagaimana dimaksud datam ayat (2} digunakan uniuk menemukan akreditas) dan pambinaan

uan pendidikan yang bersangkulan

 Pelaksanaen ketentuan sebagaimana dimaksud datam ayal {1). ayal {2}, dan ayal (3} diatur aleh Menter

zal 23

 Panitaian dilaksanakan oleh Gurd, Kepaia Sekoiah, Pendik, Pengawas dan tanaga kependidkan lainnya sena
arat strukturalfungsional yang barkaitan.

4 Guru berkewajiban menilai kegiatan dan kemalan belaar siswa serta pelaksanaan kurikulum yang berada
alam wewenang dan tanggung j@wabnya

Sakotah berkewajiben menilai kurikulum, gurd dan tenaga kepandidikan lainmya, serta sarana dan

| Kapaia
dalam lingkungan satuan pandidikan vang berada dalam woWwenang dan tanggung jewalbrmyg.

perkewanban manis gagi tekns pendidikan dan administras saluan pendidikan gasar yang barada i
swenaranyg dan tanggung jawsbaye

il et eniie e manilal pelaksanasn Kegiatan di bidang yang merijadi
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an pandidikan dasar dapat malakukan uji-coba untuk mengembangkan gagasan baru yang dipedukan
angka paningkatan pendidikan.

n pardidikan dasar dapat memberi peluang kepada para peneliti dan pengambanig uruk melakukan
an danfatau uji-coba dalam rangka penyempumaan sistem pendidikan nasonal

jatan sebagaimana dimaksud dalam ayal (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan tidak mengirangi
sungan penyalenggaraan pendidikan pada satuan pandidikan dasar yang bersangkulan

aksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat [2) dan ayal {3} diatur oleh Menteri dan

wntuk saluan pendidikan di ingkungan Departemen Agama diatur oleh Menten Agama setelah mendangar
ngan Mantan

a1

rwakilan Repubiik Indonesia di luar negen dapat mengadakan dan manyalenggarakan satuan dan/atau
n pendidikan dasar.

laksanaan ketentuan sebagamana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menten setelah mendengar
mibangan Menter lsin vang terkai

EII 32
hak asing dapat mengadakan dan menyelenpgarasan satuan danfatau kepalan pondsdikan dasar sejaun
x bertentangan dengan kepenfingan nasional

Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayal (1) dilaigng menerima siswa warga negara Indonesia
Syarat-syarat dan lala cara pendinian serta benluk saluan, lama pandidi<an dan penysienggaraan pendidikan
agaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri setelah mendengar pertimbangan Manien lain yang
Gait

SR AT

TENTUAN PERALIHAN

gal 33

mua ketariuan peraturan perundang-undangan yang mengatur panddikan daser dan peraluran

aksanaannya yang ada pada saat diundangkannya Paraturan Pemerintah ini masih telap beraku sepanjang
ak bertentangan dan belum dipant bardasarkan Peraturan Femanntan ini.

B XV

ETENTLIAN PENUTLIP

Pamerintab i muta berlaey peda tangoal diundangkan

rsetian orand renoetahuinge, memarirtahkan pangundangan Paraturan Pamarinfah inl dengan
patannya dalam Lembaran Megara Republk Indonesia
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Bentuk: PERATURAN PEMERINTAH {PP)
Oleh: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Nomor: 39 TAHUN 1992 (35/1992)
Tanggal: 17 JUL] 1992 (JAKARTA)

Sumber: LN 1992/69; TLN NO. 3485

Tentang: PERANSERTA MASYARAKAT DALAM PENDIDIKAN NASIONAL

Indeks: PENDIDIKAN. Warganegara.
Presiden Republik Indonesia,

nimbang:

hwa sebagal pelaksanaan ketentuan Undang-undang REFR DOCNM="8%uul02">Nomor 2
hun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dipandang perlu menstapkan Peraturan
amerintah tentang Peranzerta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;

ngingat
. Pasal REFR DOCNM="uud45" TGPTNM="ps5(2)"> 5 ayat (2] Undang-Lindang Dasar
8945,

Undang-undang REFR DOCNM="89uul02">Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem
endidikan Nasional {Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
omor 3390);

Peraturan Pemerintah REFR DOCNM="90pp027">Naomor 27 Tahun 1930 tentang
endidikan Prasekolah (Lembaran Negara Tahun 1890 Nomor 25, Tambahan Lembaran
egara Nomor 3411),

Peraturan Pemerintah REFR DOCNM="80pp028">Nomaor 28 Tahun 1530 tentang
Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 38, Tarnbahan Lembaran Negara
amar 3412),

5. Peraturan Pemenntah REFR DOCNM="30pp029%">Nomor 29 Tahun 1990 tentang
Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Normor 37, Tambahan Lembaran
Negara Momor 3413);

Peraturan Pemerintah REFR DOCNM="80pp010">Nomaor 10 Tahun 1890 tantang
Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara
Momor 3414),

7. Peraturan Pemerintah REFR DOCNM="81pp072">Nomaor 72 Tahun 1981 tentang
Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Tahun 1931 Momor 84, Tambahan Lembaran
MNegara Nomor 3460);

8. Peraturan Pemerintan REFR DOCNM="91pp073">Nomor 73 Tahun 1591 tentang
Pendidikan Luar Sekclah {Lembaran Negara Tahun 1391 Nomer 85, Tambahan Lembaran
Megara Nomor 3461);

9. Peraturan Pemerintah REFR DOCNM="92pp038">Namor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga
Kependidikan (Lembaran Negara Tahun 1592 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Momor 3484);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
ERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERANSERTA
ASYARAKAT DALAM PENDIDIKAN NASIONAL
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ksanakan di jalur pendidikan sekolah atau 01 jalur pandidizan luar sekolak

ntuan adalah sumbangan dalam bentuk pemikiran, tenaga, dana, atau benda untuk
yelenggaraan pendidikan

eranseria masyarakat adalan berbagar kegiatan masyarakat dalam pendidikan nasional.
enterl adalah Menter Pendidikan dan Kabudayaan,

BAB || FUNGSI DAN TUJUAN PERANSERTA MASYARAKAT
Pazal 2

anserta masyarakal berfungsi ikut memelihara, menumbuhkan, meningkatkan, dan
ngembangkan pandidikan nasional

Pasal 3

nsena masyarakal bertujuan mendayagunakan kemampuan yang ada pada masyarakat
gl pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional

BAB Il BENTUK DAN SIFAT PERANSERTA MASYARAKAT
Pasal 4

eranserta masyarakat dapat berbentuk

. pendirian dan penyelenggaraan satuan pendidikan pada jalur pendidikan sekolah atau jalur
ndidikan luar sekolah, pada semua jenis pendidikan kecual pendidikan kedinasan, dan

ada semua jenjang pendidikan di jalur pendidikan sekolah;

pengadaan dan pemberian bantuan tenaga kependidikan untuk melaksanakan atau

embantu melaksanakan pengajaran, pembimbingan danfatau pelatihan peserta didik;

. pengadaan dan pemberian bantuan tenaga ahh untuk membaniu pelaksanaan kegiatan

lajar-meangajar dan/atau penelitian dan pengembangan;

. pengadaan dan/atau penyclenggaraan program pendidikan yang beium diadakan danfatau

selenggarakan oleh Pemerintah untuk menunjang pendidikan nasional;

. pengadaan dana dan pemberian bantuan yang dapat berupa wakaf, hibah, sumbangan,

injaman, beasiswa, dan bentuk lain yang sejenis;

. pengadaan dan pemberian bantuan ruangan, gedung, dan tanah untuk melaksanakan

egiatan baelajar-mengajar,

/. pengadaan dan pemberian bantuan buku pelajaran dan peralatan pendidikan untuk

melaksanakan kegiatan belajar-mengajar,

8. pembenan kesempatan untuk magang dan/atau latihan kerja;

9. pembenan bantuan manajemen bagi penyelenggaraan saluan pendidikan dan

pengembangan pendidikan nasional;

10. pemberian pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan panentuan kehijaksanaan

dan/atau penyelenggaraan pangembangan pendidikan,

11. pemberian bantuan dan kerjasama dalam kegiatan penslitian dan pengembangan; dan
12. keikutsertaan dalam program pendidikan danfatau penelitian yang diselenggarakan oleh

Pemerintah di dalam dan/atau di luar negeri

; Pasal 5
{1} Peranserta masyarakat dapal bersifat wajib atau sukarela
(2) Pelaksanaan peranserta masyarakat yang bersifat wajib diatur oleh Menteri dengan
memperhatikan asas keadilan dan pemerataan

BAB IV PELAKU PERANSERTA MASYARAKAT

oy e
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Memparnatikan surat pengantar dard Fakultas Hmu Sosial Dan limue Palitk
Universias Jember Mo, 442000251 2/PL.&2003 tanggal 10 Seplamber 2003

perihal jin penalifian mahasiswa

Manmia § Wi Aol PFRIYANTING | S98-1067

Fakulas/Jurusan limu Sosial Dan llmu Politik ¢ llmu Administras Negara
Alamat Jl, Riau No. 13 Jember

Judul Penelitian Feranan Sumber Daya Kebijakan Dalam Pencapaii

Efektivitas INFRES NOMOR Il Tahun 1994 Mengena
Felaksanaan YWajib Belajar Pendidikan Dasar 8 Tahun Lk
Kecamatan Banyuanyar, Kebupaten Probolinggo

.0kag 1. Kecamatan Banyuanyar Kabupaten Prabolingo
2. Cabang Dinas Pendidikan Kab. Probolinggo
ama Penslifian 2 (dus) bulan

maka kami mohon dengan hormat bantuan Saudara memberikan ljin kepads
manasiswa yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan penelitian sesun
dengan judul di atas.

Demikian atas kerjasama dan bantuan Saudara disampaikan terima kasih
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akan Fakulas (limu Sesial Dan ilmu Poitik
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Jalar Achmad Yani Nomor 23 Telp. (0335) 421440
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SURAT KETERANGAN UNTUK MELAKITKAN SIIRVEY/RESFARCH
No. 072 &8 /426.7022003

ouril Lembaga Penelitan Usnuversitas  Jember tanggsl 11 September 2003 No
S¥UJZ3. 3 PL5T2003 penhal Permohonan Ijin melaksanekan Penelitian

glingal = 1. Instruks: Mesnteri Dalam Negeri Nomor - 3 Tahua 1972

2. Surat OQubemnur Kepalas Daerah Tingkat [ Jaws [imur Nomor - Gulv/187/1672 targgal
17 di 1972,

4 Surat Dupati Kepala Dacrah Tingkat 1 Probolingge Nemer . S KDH L287/1/DB/1973
tanggal | E M 1973

gan b menyvatakan TIDAK KEDERATAN dilakukan Survey/Hesearch oleh

na Fenanggung Jawab ASTLPRLY ANTINL/ 99-1057

erjaan | [natans Mahasiswa FISTP Jurusan limu Administrass Negara Une
Tl S Raan Mamoe 13 Jenibea:

il Acars Swvey | Ressarch Permohonen ijin Penelitan /' Peranan Jumber Daya

Febyakan Dalam Pencapaien Efektivitas Inpres Nemor 11
Tahun 1904 Menpenai Wagib Belajar Pendidikan Dasar 9
Tuhun i Kevumulan Banyusnyw Kebupsien Probolinggo

Tt/ tempat dilakukan Survey / Kesearch 1. Kecamutan Banvuanyer Kabupaten Probolingao
2 Kanter Cabang Dings Pendidikan Kabupaten Prebalinggo
lanys Susvey [ Rescarch 2 (dua) bulan

ELEU peserls Survey | Hesearch e

gan Sefentuan sebapai beribug 4

Dalnn jangks waktu | x 24 jam setelah tiba ditempat yang dituju diwejibkan, melaperkan kedatangannya
kepada Camat dan Kepalisian sefempnt

hcntaats kotentuan-betentuan vang berlabu dalam dnerah hubum Pemerintah satempat

Menjagu tals terub, keamanan, kesopanan dan kesusilaan, serta menghindar pemyatasn baik dengen lisan
MAaLpTLe Tisan £ lukisan yang dapat melokas { menyinggung perasaan maupun / menghina Agama, Bangsa
don Megiom dan suaty golongin perdudul

Vidak diper kenank an menjalankan kegatan-kegiatan diluar ketenman yang telah ditelapkan sebagal tersebut
hiatas

setinh berskhimya dilaloubion surve y / research diwajibican terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat
ELEmpal mengenal selesanys pelaksanaan survey | research sebelum meninggalian daerah susvey / research
Alam pengko wakta 1 saty ) bulan setelah sclesa) dilekukan survey / research diwa)ibkan memberikan
Aparannity sezars tertulis tentang pelaksunann dan hasil hasilnya kepada Bupati Brobolingpe Cq. Kepala
wior Perlindungan Masvaraket dan Kesaiuan Hangsa,

it keteranman i akan dicaboi dan dinvatakan bdak berlaku, apahila ternyata bahwa pemegang surad
elesangan . Widak memenuh ketentian sehapsi ternebug il
,-j;;ﬁ#HWH_ ﬂ,?b'cpl::mhn:r 2003
LINMAS DAN KESBANG
 PROBOLINGGO
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PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGG

DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Jalan : Raya Panglima Sydirman No. 1 Dringn & (0335) 4215882
Talan : Sockarno - Hatta No 27 & ((335) 421801

PROBOLINGGO

REKOMENDASI

Momar : 072/ 207, (426,505 2003

Rardasarkan Surat dari UNIVERSITAS Jember tanggal 11 September 2003 Perihal
[zin melaksanakan Penelitian,

Sehwbungan hal tersebut diatas kami tidak keberatan dan membertkan 1zin
kepada :

Nama : ASTT PRIYANTINI

M1M c 99 - 1057

Prograrm Studi . Mahastswa FISIP Jurusan [imu Administrasi Negerd
Alamat + Jl.Riau No, 13 Jember.

Untuk mengadakan Survey/Research di Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kec.
Banyuanyar Kabupaten Probolinggo mulai dari bulan Oktober 2003 sampai dengan
<oipeai selama 2 ( dua ) bulan dengan judul :

Kebijakan Dalam Pencapaian Efektifitas Inpres Nomor I1 Tahun 1994
Mengenai Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun.

Demikian Rekomendast ini dapat dipergunakan sahagaimana meslinya .

Probolinggo, 7 Oktober 2003

 Kepala Dipas Pendidikan Nasional
= o ujtaten Probolinggo oy

=

1.¥th.Bapak Bupat Probolinggn Sl DIEMAN A L
{sehagai laporan ) = = Pemiina Tingkat |

NIP. 510 038 548
_l’-‘._'f'l:!‘l. Rektor UNIVERSITAS JEMBER.
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